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ABSTRAK

Demi menunjang kelancaran pelaksansan keglatan penerbangan dan
angkutan udara secara nasional maupun Internasional, Khususnya
penerbangan yang bersifat komersil, maka modal utama vang diperiukan
bagi suaty perusahaan sngkutan udara asdalah  pesawatl udara
\engingat tingginya harga pesawal udarn tersebut, biasanya perusahaan
penerbangan dalam proses pengadaan pesawatnya tidak membeli secarn
tunai, skan tetapl menggunakan cara lain yaity jeasing. Cara tersebut
dinilal  efebktif karena tidak menimbulkan beban pajuk  yang
memberatkan pemerintah.  Pelaksanaan  leasing  pesawat udarn  di
Indonesia, telah diatur oleh Keputusan Presiden No 61 tahun 1958
tentang Lembaga Pembiayaan yang disertai dengan peraturan pelaksanna
berupa Surst Keputusan Menteri Keuangan No. 1231 kmie013/1988
tentang  Tata Carn  Pelaksanaan  Lembaga Pembinyvann.  Dalam
prukteknya, pendafaran pesawat udarn yang diperoleh dengan cara
leasing serta status kepemilikan pesawat udara yang diperoleh dengan
cara leusing tersebut di Indonesia harus dilakukan sesual dengan
ketentuan pasal 9 ayat (2) sub (b) Undang-Undang Mo 15 tahun 1992
tentang penerbangan, sedangkan syarat-syarat dan tata caranya dintur
oleh Keputusan Menteri Pechubungan No, KM TR/AL.O01/PHB-86. PT.
PANN MULTI FINANCE, sebagai satu-satunya BL) [N vang bertindak
sebagai lessor di Indonesia meyelenggarakan berbagal bentuk perjanjian
leasing pesawal udara, diantaranya Operntional Leasing, Finuncial
Leasing, dan Sale and Lease Back Dari beberapa bentuk perjanjian
lensing pesawat udora tersebut, maka hentuk perjanjian sang paling
hanyak dilakukan oleh lessee dan lessor di Indonesia adalah Operational
Leasing. Dun jika terjadi perselisthan diantara para pihak, vang berluku
adalsh ketentuan dari USTDROIT 1987 vang belum diratifikasi oleh
Tl ssmesin.
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BAB 1
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAEANG.

Di dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara
{ GHHN ) tahun 1993 disebutkan bahwa arah
kebijaksanaan pemerintah pada pembangunan lima tahun
ke-enam di bidang transportasi adalah menciptakan
suatu sistem transportasi yang handal, yang mampu
meélavani kKebutuhan jasa angkutan baik darat, laut

maupun udara secara Nasional maupun Internasional.

Demikian juga wuntuk menunjang pelaksanaan
kegiatan penerbangan dan angkutan udara secara
nasional maupun Internasional, khususnayva penerbangan
¥ang ‘bersifat komersial, maka modal utama vyang
diperlukan bagi suatu perusahaan penerbangan adalah

pesawat udara.

Salah satu pepngeluaran terbesar bagi suatu
perusahaan penerbangan adalah pengeluaran untuk
pengadaan pesawat udara tersebut, mengingat harga-
harga pasavat udara pada umumnya amat tinggi. QOleh
karena itu dalam pengadaan pesawat udara, biasanva
perusahaan penerbangan sangat hati-hati dan selektif

dalam memillh jenis pesawat. [(E. Suherman, 1984:212)



Berbagai cara ditempuh perusahaan penerbangan
tersebut untuk pengadaan pesawat udara. Didalam
prakteknya ada beberapa cara, yaitu :

1. Pembelian tunai.
2. Pembelian dengan pembayaran cicilan.
3. Sewa Beli ("hire purchase” atau "lease
purchase" ).
4., Pemakaian bersama {"Interchange" atau
"pooling of aircraft™).
5. Charter.
6. Hibah.
7. Pinjaman.
B. Penjualan dengan perjanjian membekal i
kembal i.
9. Leasing.

[E. Suherman, 1984 :; 213).

Dari cara=-cara pengadaan pesawat udara
tersebut diatas, vang banvak dilakukan adalah
pengadaan pesawat udara dengan cara leasing, karena
jika cara pengadaan pesawat udara tersebut dilakukan
dengan cara jual beli tunai, maka kondisi dalam
negeri secara ‘nasional pada saat ini kurang
menunjang. Selain itu cara pengadaan pesawat wudara
dengan leasing merupakan suatu cara yang sesual

tanpa menimbulkan beban yang memberatkan pemerintah.

Jika kita lihat dari aspek hukumnya, maka
pengadaan pesawat udara dengan cara leasing, banyak
manimbulkan permasalahan-permasalahan. Karana

ketentuan mengenail leasing ltu sendiri di Indonesia



belum diatur oleh Undang-Undang secara khusus,
tetapi diatur oleh Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor. 61 tahun 1988 (selanjutnya disebut
Keppres] tanggal 22 Desember 1988 (Lembaran HNegara
No. 53 tahun 1988) tentang Lembaga Fembiayaan.
Adapun peraturan pelaksanaannya diatur aleh
Keputusan Menteri Eeuvangan Republik Indonesia HNo.
1251 /kmk.013/1988 tentang Ketentuan Dan Tata Cara

Pelaksanaan Lembaga Pembilavaan.

Dalam Keppres tersebut pemerintah memberi ijin
kepada lembaga pembiavaan untuk melakukan kegiatan
pembiavaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang
modal secara tidak langsung dari masyarakat, yang
meliputi bidang usaha

Sewa guna Usaha (Leasing company);

Modal Ventura (Venture Capital Company):
Perdagangan Surat Berharga ({Securities
Company ) ;

Anjak Piutang (Factoring Company);

Usaha Kartu Kredit (Credit Card Company);

. Pambiavaan Eonsumean {Consumers Finance
Company) .

N oe

Ll

Masing-masing lembaga pembliayaan tersebut
diatas mempunyai peran dan Tujuan yang berbeda.
Sebenarnya leasing vang saat ini populer sebagai
suatu pilihan pembiavaan barang modal dengan tidak
secara langsung menarik dana dari masyarakat, telah

dikenal di dunia sejak 5000 5M tahun yang lalu. Akan



tetapi dalam dunia bisnis modern istilah leasing
mulai dipakai tahun 1960. Di Indonesia sendiri,
EEcATAa resmi muncul dan berkembangnya leasing
sekitar tahun 1970-an, tepatnya pada tahun 1974 (Sri
Suyatmi dan J. Sadiarre; 1993 : 20}, yaitu sejak
dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (S5KB) Menteri
Feuangan, Manteri Perindustrian dan Menteri
Perdagangan Nomor. RKep=122/ME/IV/2/1974, Nomor.
12/mfsk /271974, Nomor 32/Kp6/L/1974 tanggal 7
Februarli 1974 tentang Perijinan Usaha Leasing. Dan
didukung oleh SK Menteri FKeuangan Nomor. FEep.
649 /ME/IV/5/1974 jo pengumuman Direktur Jendral
Moneter MNomor. PENG 307/Djm/III-I/7/1974 tentang
Padoman Pelaksanaan Peraturan Leasing vang
mencantumkan persyaratan tentang siapa yang dapat
melakukan usaha leasing (sekarang sudah tidak

berlaku lagli dengan adanya Keppres diatas).

Dengan telah dikeluarkannya Surat FKeputusan
tersabut, maka keberadaan dari lembaga dan
perusahaan leasing yang ada di Indonesia telah
diakui, bahkan sampai tahun 1992Z-an diperkirakan
perusahaan leasing di Indonesia berjumlah 136 buah

(likat lampiran=5].

&=



Jika kita melihat pada mekanisme pelaksanaan
leasing, pada prinsipnya ada 2 (dua) sistem leasing
yang diatur oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor : 1251 /KMK.011/1988 tentang
Ketentuan dan Tata Cara Felaksanaan Lembaga
Pembiayaan. Di dalam pasal 1 sub (e) dan (f), yaitu

"Finance Lease" dan “"Operating Lease".

Adapun perbedaan kedua sistem tersabut
terletak pada nilai sisa (residual wvalue), dimana
pada sistem finance lease, penyewa guna usaha
{lessee) tidak mempunyai hak opsi untuk membeli
obyek leasing diakhir masa kontrak, sedangkan pada
operating lease, ponvewa guna usaha [lesses)
mempunyai hak opsl untuk membeli obyek leasing

diakhir masa kontrak.

Munir Fuady dalam bukunva wvang ber judul
"Hukum tentang pembiavaan dalam Teori dan Praktek",
menyebutkan adanva sistem leasing yang lainnya dalam
praktek,; seperti Sale and Lease Back, Direct Lease,
Leveraged Lease, Net lease, Net-net Lease, Full
Service Lease, Big Ticket Lease, Captive Leasing.
Third Party Leasing, W¥rap Lease, dan Straight
Payable Lease, Seasonal Lease, dan Return on

Invesment Leasa, {Munir Fuady, 1995 : 19-=-25).



Adapun bidang usaha dan kegiatan Vang
dilakukan oleh perusahaan leasing yang ada di
Indonesia melalui pengumuman Direktur Jandral
Honeter Dalam Negeri Nomor PERG=307/DJM/1VSV/T71974,
meliputi bidang perhubungan, industi, pertanian,
penguasaan hutan, dan bidang-bidang lain Yang

ditetapkan kemudian (lihat lampiran=6).

Bidang usaha tersabut barkembang, dan
kemudian diperineci dengan lampiran Surat EKeputusan
(5K) Menteri Keuvangan RI Nomor Kep., O72/KM.11/1984,
vang meliputi mesin/paralatan bidang perkayuan,
industri semen, industri percetakan, industri
tekstil, angkutan, industri petro kimia, industri
partambangan, komputer, listrik, alektronik,
konstruksi, industri makanan dan minuman, industri
farmasi, pertanian, kedokteran, industri minyak,
tambang , pariwisata, services, perdagangan dan

sebagainyva (lihat lampiran-6).

Dalam perkembangannya, kegiatan usaha
perusahaan leasing tersebut ternyata tidak hanva
bargerak di bidang sebagaimana disebutkan diatas,
tetapl juga meningkat kepada bidang wusaha pesawvat

udara (Aircraft). Perkembangan leasing pesawat udara



tersebut membawa warna baru dalam sistem pembiayaan
dan pengadaan pesawat udara (Aireraft Purchase and
Finance) oleh perusahaan penerbangan di Indonesia.
Dimana baberapa perusahaan penerbangan di [Indonesia
membutuhkan pesawat-pesawat yang layak terbang untuk
kegiatan operasionalnya, sadangkan dana yang
tersedia untuk membeli pesawat tersebut terbatas,
sehingga perusahaan penerbangan tersebut membutuhkan
suatu lembaga pemblayaan yang mampu membiayai
pembelian pesawat terbang dengan cara leasing (sewa
guna wusaha), vang sifatnya seperti angsuranm kredit
pada umumnya, dengan perhitungan bunga yang tidak

sama dengan bunga bank (lebih kecil).

Adapun alasan wutama bagi para pengusaha
pengangkutan dalam penvelengaraan pesawat udara
secara leasing adalah adanva hak opsi diakhir masa
kontrak, dimana pihak penyewa (lessee) dapat memilih
apakah pesawat yang telah disewa untuk jangka waktu
tertentu tersebut, akan dibeli atau dikembalikan
kepada lessor. Sehingga dalam necara keuangan
lessee, hal ini tidak memberatkan (off balanced),

karena tidak dihitung sebagai asset.

Barkembangnya perusahaan leasing pesawat

udara tersebut di Indonesia, tentunya menimbulkan



problematik hukum. Meskipun sebenarnva ketentuan
mengenal leasing pesawat udara telah disinggung di
dalam Undang-Undang Penerbangan yang baru, yaitu
didalam Undang-Undang No. 15 tahun 1992 pasal 9 ayat
2 (dua), vang berbunyi sebagai berikut
Pesawat udara sipil vang dapat memperoleh tanda
pandaftaran Indonesia adalah pesawat udara yang
tidak didaftarkan di negara lain dan memenuhi

salah satu ketentuan sebagal berikut :

a. dimiliki oleh warga negara Indonesia atau
dimiliki oleh badan hukum Indonesia.

b. dimiliki oleh warga negara asing atau badan
hukum asing dan dioperasikan oleh warga
negara Indonesia atau badan hukum Indonesia
untuk jangka waktu pemakalannva minimal dua
tahun secara terus-menerus berdasarkan suatu
perjanjian sewa beli, sewa guna usaha atau
bentuk perjanjian lainnva.

c. dimiliki oleh instansil Pamerintah.

d. dimiliki oleh lembaga tertentu yang
diijinkan Pemerintah.

Jadi menurut Undang-Undang Ne. 15 tahun 1952,
bahwa pasawat udara yang disewa dengan cara leasing.
dapat didaftarkan dan dioperasikan didalam wilayah
Indonesia, dengan syarat kontrak leasing tersebut

minimal dan dilakukan secara terus menerus selama 2

{dua) tahun.

Dan mengenai pelaksanaan dan tata cara
leasing pesawat udara tersebut tidak diatur secara

rinci. Akan tetapi ada suatu keputusan Menteri



Perhubungan Nomor KM 7B/AU 001/PHB-B86 vang mengatur
tentang Syarat-syarat Pendaftaran dan Operasional
Pesawat Udara yvang Diperoleh dengan Cara Leasing.
Ketentuan {inilah yang dijadikan dasar hukum bagi

pelaksanaan leasing pesawat udara di Indonesia.

Bagaimana sebenarnya keberadaan lembaga vyang
dinamakan leasing pesawat udara tersebut  di
Indonesia, Apakah Ketentuan vang ada telah relevan,
mengingat Undang-Undang yvang mengatur secard khusus
belum ada. Serta bagaimanakah pelaksanaannya, sistem
apakah vang dipakai, karena kita mengenal banvak
sistem leasing sebagaimana telah dikemukakan diatas.
Eemudian lembaga manakah vang melaksanakan serta
bagaimana bentuknya Aircraft leasing contract,
apakah yang dilakukan oleh para pihak jika terjadi
wanprestasi, serta bagaimanakah status kepemilikan
pasawat udara tersebut dalam leasing pesawat udara

di Indonesia.

Hal-hal diataslah yang membuat penaliti
bearkeinginan untuk mengangkat permasalahan=
parmasalahan tersebut dalam penelitian ini. Selain
itu, hal ini dilakukan semata-mata untuk mengisi
kekosongan hukum dan solusi bagl pelaksanaan leasing

pesawal udara di Indonesia.



B. PERUMUSAN HASALAH.

Bardasarkan alasan-alasan Yyang diuraikan
dalam latar belakang tersebut, maka Yyang menjadi
pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Apakah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang
leasing pada umumnya, dapat dipergunakan sebagal
dasar hukum dilaksanakannya leasing pesawat udara

di Indonesia?

7. Bagaimanakah pelaksanaan leasing pesawat udara di

Indonesia?.

7, Bagaimana bentuk perjanjian leasing pesawal udara

tersabut?.

4. Bagaimanakah jika terjadi wanprestasi dalam

perjanjian leasing pesawat udara?.

5. Bagaimanakah status kepemilikan pesawat wudara

tarsebut dalam leasing pesawat udara.

C. TUJUAN PENELITIAN.

Secara khusus tujuan vang ingin dicapal dalam

penelitian ini adalah sebhagai berikut

10



Y.

Melalui penelitian ini diharapkan diperoleh
gambaran mengenai ketentuan Yang mengatur
mengenai leasing pesawat udara di Indonesia.
Diperoleh gambaran tentang pelaksanaan, prosedur,
sistem dari leasing pesawat udara di Indonesia.
Diperoleh gambaran mengenal bentuk parjanjian
leasing pesawat udara.

Diparoleh gambaran mengenai status kepemilikan
pesawat wudara dalam pelaksanaan leasing pesawat
udara di Indonesia.

Diparoleh gambaran jika terjadi wanprestasi dalam

pelaksanaan perjanjian leasing pesawat udara.

KEGUNAAN FPEMELITIAN.

. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan terhadap pembangunan dibidang hukum
pada umumnya, khususnya hukum pengangkutan udara
dalam hal pengadaan dan pembiayaan pesawat udara
di Indonesia.

Diharapkan hasil penelitian ini dapat mamparkaya
khasanah ilmu pengetahuan hukum pengangkucan
udara dan sekal {gus hukum pambiayaan di

Indonesia.

11



Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan
masukan bagi penyempurnaan kebijaksanaan
pemerintah dibidang hukum pengangkutan udara dan
hukum tentang lembaga pembiayaan khususnya

leasing pesawat udara.

METODE PENELITIAN.

1. Hetaodn.

Junis penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif, yaitu dengan
manggambarkan tentang ketentuan-ketentuan
yang mengatur mengenai leasing. Sekaligus
mengadakan analisis terhadap ketentuan

tersebut.

Sedangkan sifat penelitian ini adalah
normatif dan empiris, vaitu dengan meneliti
sejauh mana ketentuan-ketentuan hukum yang
ada, dapat diterapkan untuk leasing pesavat
udara, jika dikaitkan dengan pelaksanaannya

di dalam praktek.
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E.2. Alat Pengumpul Data.

Untuk mempercleh data yang peneliti

perlukan dalam penelitian ini, peneliti

menggunakan data sebagai berikut:

Data Primer :

Yaitu data/informasi yang diperoleh di

lapangan secara langsung dari responden,

dengan cara mewawancaral responden,
dengan memakai pedoman wawancara. Data
tersebut diharapkan dapat diperoleh dari:

- Perusahaan Leasing di Indonesia.

- Perusahaan Penerbangan di Indonesia.

- Informan : Departeman Perhubungan
c.q. Dirjen Perhubungan Udara
Direktorat Sertifikasi Kelaikan Udara
dan Direktorat Angkutan Udara,
Departemen Keuangan, Birao Pusat
Statistik (BPS), Asosiasi Leasing
Indonesia (ALI)}, Kantor Notaris dan

Advokat di Jakarta.

Pata sekunder :

Yaitu data vang berasal dari bahan-bahan
rujukan dari data primer Yang panal iti

dapatkan dari bahan-hahan pustaka
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E.3.

seperti: peraturan perundang-undangan,
peraturan pelaksana, buku-buku, jurmnal,
hasil-hasil seminar, serta karya-karya

ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan.

Cara Penarikan Sampel.

Adapun penentuan sampel yang peneliti
pargunakan adalah secara purposive (sampel
bertujuan). Penarikan sampel secara purposive
artinya respondennya ditentukan sendiri oleh
peneliti dengan cara memilih atau mengambil
alemen-elemen yang dimasukkan dalam sampel
secara sengaja, dengan catatan bahwa sampel
tersebut mewakili populasi.
pari 1368 perusahaan leasing yang ada di
Indonesia, ~ dipilih 5 perusahaan leasing

sebagai berikut :

a. PT. PANN MULTI FINANCE.

b, PT. Orix Finance Indonesia.

c. PT. Adipura Sumber Sedaya Finance.
d. PT. ABN Amro Leasing Indonesia.

@. PT. Suprawira Finance.
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Alasan pemilihan 5 perusahaan leasing dari 136
perusahaan leasing yang ada d1i Indonesia,
didasarkan pada Kkriteria, bahwa perusahaan
tersebut memiliki modal yang harus disetor
{paid up capital) Rp 20.000.000.000,- keatas,
dengan asumsi jika modal yang disetor {paid up
capital) dibawah tersebut maka dikhawatirkan
perusahaan leasing tersebut tidak bisa
melakukan kegiatan leasing pesawat udara. (CIC

Multi Finance-1994, 1995 : 89-100)

Dari hasil penelitian yang peneliti dapatkan
di lapangan, ternyata dari kelima perusahaan
leasing yang dipilih tersebut diatas, ternyata
hanya PT. PANN MULTI FINANCE yang
menyelenggarakan leasing pesawal udara,
seshingga data yang peneliti dapat hanya dari
perusahaan- leasing yang meleasingkan pesawat
udara tersebut yaitu PT. PANN diatas.

Femudian terhadap perusahaan penerbangan Yyang
ada di Indonesia, dipilih & (empat) perusahaan
penerbangan yang terbesar di Indonesia, yaitu:
a. Garuda Indonesia.

b. Merpati Nusantara Alrline (MNA].

c, Sempati Alr.

d. Bourag.
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Alasan pemilihan terhadap ke 4 (empat)
perusahaan penerbangan tersebut, karena Garuda
Indonesia dan MHNA adalah perusahaan
penerbangan terbesar milik pemerintah
Indonesia vyang berbentuk Badan Usaha Milik
Negara (BUMN). Sedangkan Sempati Air dan
Bourag adalah perusahaan penerbangan swasta
nasional vang terbesar di Indonesia. Dari
ke 4 (empat) perusahaan penerbangan tersebut,
peneliti mendapatkan data hanya dari 2 (dua)
perusahaan penerbangan yaitu :

- Garuda Indonesia dan

- Merpati Nusantara Airlines

Adapun perusahaan penerbangan swasta Sempati
Alr dan Bourag, menyatakan keberatan untuk
dimintai data dengan alasan sedang dalam

re-strukturisasi perusahaan.

Tehnik Pengolahan dan Analisa data.

Agar data yang dikumpulkan tersebut ada

raelevansinya dengan permasalahan dalam
penelitian i1.', maka data yang peneliti
peroleh akan diolah secara kualitatif. Secara

kualitatif dilakukan untuk menghasilkan data

yvang bersifat deskriptif analisis.
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F. KERANGKA TEORI.

Adapun dasar dipergunakannya parjanjian
dalam pembahasan ini, yaitu pasal 1338 KUH Perdata,
vang berbunyi : '"segala perjanjian yang dibuat
sacara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi yang
membuatnya™, atau vyang lebih dikenal dengan asas
"Kebebasan Berkontrak". Pasal 1338 KUH Perdata
sebagai dasar dari adanya suatu perikatan dan
pembuatan perjanjian leasing pesawat udara di

Indonesia.

G. DEFENISI OPERASIONAL.

1. Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan
perusahaan dalam bentuk penyvediaan barang-
barang modal wuntuk digunakan oleh suatu
parusahaan untuk suatu jangka waktu tertentu
berdasarkan pembavaran-pembayaran SRCATE
berkala disertai hak pilih {optie] bagi
perusahaan tersebut wuntuk membeli barang-
barang modal Yang bersangkutan atau
mamperpanjang jangka waktu leasing

berdasarkan nilai sisa vang telah disepakati
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bersama. (Pasal 1 ayvat (1) sub (a) EKep-Hen

Perhubungan EM 78/AU 001/PHB-86)

Barang Modal adalah setiap aktiva tetap
berwujud vang mempunyai masa manfaat lebih
dari 2 (dua) tahun dan digunakan secara
langsung untuk menghasilkan, dtau
meningkatkan, atau memperlancar produksi dan

distribusi barang atau jasa oleh lessee.

. Lessor adalah perusahaan pembiayaan atau

perusahaan sewa guna usaha yang talah
memperoleh ijin usaha Menteri Keuangan dan
melakukan kegiatan sewa guna usaha. (Pasal 1
sub (e) Eep-Men Keuangan RI Nomor

1169 /KNE.01/1991)

Lessae adalah perusahaan atau perorangan vang
menggunakan barang modal dengan pembiayvaan
dari lessor. (Pasal 1 sub (d) Kep-Men

Feuangan RI Nomor 1169/EME.01/1991)

Pesawat Udara adalah setiap alat yang dapat
terbang di atmosfer karena dava angkat dari
reaksi uwdara, (Pasal 1 sub (3) UU No. 15
tahun 1992}
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Perusahaan Leasing adalah perusahaan yang
melakukan kegiatan leasing dan vyang telah
mamperoleh i{jin usaha dari Menteri Keuangan.
({Pasal 1 avat (1) sub (b) Keputusan Menteri

Perhubungan Nomor KM 78/AU 001/PHB-86)

Perusahaan Penerbangan ialah perusahaanm vyang
bargerak dalam bidang angkutan wudara vyang
mengangkut peEnumpang, barang. pos dan
kegiatan kendaraan lainnya dengan memungut
bayaran, dengan menggunakan pesawat terbang
bersavap tetap (fixed wing) maupun bersayap
putar (rotary wing), vang melakukan kegiatan
panarbangan secara berjadwal {schedule)
maupun tidak berjadwal [(Non schedule). (Pasal
1 ayat {1) sub (c) Kep-Men Perhubungan Nomor
EM 78/AU O01/PHB-B6)

Lembaga Pembiavaan adalah badan wusaha vyvang
malakukan kegiatan pemblavaan dalam bentuk
panyediaan dana atau barang wmodal dengan
tidak menarik dapa secara langsung dari
masyarakat. {Pasal 1 sub (2]} Feputusan

Presiden Nomaor 61 tahunm 1988)
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10.

12.

lembaga pemblayvaan. (Pasal 1 sub (5)

Eeputusan Presiden Nomor &1 tahun 1988)

Ferjanjian leasing adalah perjanjian vyang
diadakan antara perusahaan leasing dengan
perusahaan penarbangan yang antara lain
memuat ketentuan-ketentuan tentang  hak,
besarnya pembayaran sewa guna (lease), jangka
waktu, pemeliharaan, asuransi/fganti rugl dan
ketentuan lain yang dipandang perlu oleh
kedua balah pihak. (Pasal 1 avat (1) sub (d)
Feputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 78/AU

001 /PHB-86)

Financial Leasing atau financing lease
adalah kegiatan sewa usaha, dimana penyewa
guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai
hak opsi untuk membeli objek sewa guna wusaha
bardasarkan nilai sisa yang disepakati
bersama. [Pasal 1 sub (&) Eep-MHen Eeuangan

RI Nomor 1251/KMK.013/1988)

Operational Leasing atau Operating Lease
adalah keéegiatan sewa guna usaha dimana
penvewa guna usaha tidak menpunvai hak opsi
untuk membeli objek sewa guna usaha. [(Pasal 1

sub ([} Eeputusan Menteri EKEeuangan Republik
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Indonesia Nomor 1251 /EMK_013/1988)

Nilaf sisa (Residual Value) adalah nilai barang
modal pada akhir masa sewa guna usaha yang
telah disepakati oleh lessor dengan lessee pada
awal masa sewa guna usaha. (Pasal 1 ayat
(1} sub (k) Keputusan Menteri Perhubungan

Nomor KM 78/AU 001 /PHB-86)

Hak opsi adalah hak lessee wuntuk membeli
barang modal yang disewa guna wusaha atau
mémparpanjang Jjangka waktu parjanjian sSewa
guna wusaha. (Pasal 1 sub (o] Kep-Men

Feuvangan RI Nomor 1169/KEMEK.D01/1991)
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BAB I1

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

A. SEJARAH DAN PEREEMBANGAN LEASING PESAWAT UDARA.

Leasing yang pada saat ini populer sebagai
salah satu pilihan pembiayaan terhadap barang modal,
sebanarnya dikenal didunia sejak 5000 5M, vaitu
sejak bangsa Sumeria melakukan kegiatan sewa-menyewa
dalam aktifitas perekonomiannya. Barang-barang yang
disawakan pada waktu itu meliputi tanah ladang,
lembu, tempat-tempat pertambangan dan bahkan juga
budak-budak untuk mengali pertambangan disekitar

Sungai Efrat dan Tigris, di teluk Persia pada jaman

.

Babilonia. (Eddy P. Scekardi, 1994 : 18)

Selanjutnya transaksi leasing semi modern
mulai dipraktuhgan oleh Raja Charles XI, tepatnya
pada tanggal 25 September 1694, disaat dilakukannya
Eransaksi leasing kapal. Kemudian transaks: leasing
yang lebih modern dikembangkan oleh Bell Telephone
CO-USA rtahun 1877 dalam transaksi leasing pesawat
telapon. Pada tahun vang sama di Philadelpia juga
dirintis transaksil leasing untuk gerbong kereta api

vang dilakukan oleh The Railroad Company Trust. Hal
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vang sama kemudian diikuti pula oleh North Central

Wagon Company, England. (Eddy P. Soekardi, 1994:19)

Perkembangan selanjutnya meskipun sulit
dimonitor, konon transaksi leasing kian berkembang
pesAt diakhir abad ke 19, dan mulai diakui
kebaradsannya dalam dunia bisnis modern sebagai
salah satu sumber pembiayaan sekitar tahum 1960-an.
Selanjutnya tampil negara-negara pengembang leasing
saperti Swiss, USA, Inggris, Australia dan untuk
kawasan Asia, Jepang dapat dikatakan sebagai
palopornya, karena ditahun 1982 tercatat ada 161
perusahaan leasing di Jepang, dengan nilai kontrak
kurang lebih Yen 2,4 triliun. (Krisna Wijaya,

Infobank, Edisi No. 55 - Juli 1984 : 34)

Di Indonesia sendiri lembaga ini mulai
dikenal pada dekade tahumn 1970-an. Dan secara formal
keberadaan lembaga leasing tersebut telah diakui di
Indanesia dengan dikeluarkannva ijin dari pemerintah
pada tahun 1974, vaitu sejak dikeluarkannya Surat
KEeputusan Bersama (SKB) Menteri Keuangan, Henteri
Perindustrian dan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia Romor Kep=122/MKfIV/2 1974, Nomor
J2/M/SK/2/1974, Nomor 310/Epb/I/74 rtertanggal 7

Februari 1974 tentang Perijinan Usaha Leasing.



Akan tetapi baru pada tahun 1975 secara resmi
muncul perusahaan leasing yang pertama berbentuk PT,
yaitu PT. Orix Bina Usaha Leasing (OBUL), vang pada
waktu itu melakukan transaksi dengan nilai kontrak
kurang lebih Rp. 680 juta. (Erisna Wijava,
Infobank. Edisi Mo. 55 - Juli 1984 : 34}

Sejalan dengan terciptanya situasi yang
memungkinkan dalam dunia bisnis, maka perkembangan
jumlah perusahaan leasing dari tahun ke-tahun di
Indonesia semakin meningkat. Jika ditahun pertama
hanya ada satu perusahaan leasing vang muncul, maka
ditahun 1983 jumlah perusahaan leasing vang ada di
Indonesia mencapai 36 buah perusahaan, dengan nilai
kontrak mencapai Rp 200 milyvar. (EKrisna W¥Wijaya,

Infobank, Edisi No. 55 - Juli 1984 : 34

Jumlah perusahaan leasing tersebut berkembang
tarus dan mencapat puncaknya ditahun 1991.
Berdasarkan hasil pengamatan vang dilakukan oleh PT.
Capricorn Indonesia Consult Ine. (CIC) dalam buku
laporan "Multi Finance-1994", ditahun 1995,
diperoleh data mengenai perkembangan jumlah
perusahaan dan nilai Kontrak perusahaan leasing di
Indonesia dari tahun 1985 sampai dengan tahun 1992,

sebagaimana vang terlihat dalam tabel-1 dibawah ini:
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Tabel-1
Perkembangan Jumlah Perusahaan Leasing di Indonesia
{1985-1992})

e s e - -

Jumlah Perusahaan TOTAL
-------------------------------------- Hilai
Tahun Patungan Swasta Milik Total Fontrak
Hasional WNegara (miliar]
1985 33 38 1 72 484,019
1986 34 48 1 813 645,460
1987 34 48 1 83 1,247,212
1988 34 48 1 B3 1,873,070
1989 i5 65 1 101 2,885,179
1990 34 L) 1 122 &,734,037
1991 &3 98 1 142 3,954, TL2Z
1992 &1 94 1 136 3,748,400

R i i R e e L ke ———

(sumber : CIC Multi Finance - 1994, 1995 : 109 dan
Fepala Badan Analisa Keuvangan  dan

Moneter Departemen Keuangan, 1996).
S5elain nilai Eontrak dan jumlah perusahaan
leasing vang semakin berkembang, jenis komoditi vang
disewakan juga kian bervariasi. Jika di Era bisnis
sami modern transaksi leasing diawali dengan kapal,
maka semakin lama transaksi leasing tersebut semakin
berkembang. Menyadari hal tersebut pemerintah
mendukung sepenuhnya perkembangan bidang usaha
leasing dengan memberikan fasilitas-fasilitas serta
berusaha mel ibatkan bidang usaha ini kedalam
berbagai kegiatan pembangunan vang sedang digiatkan

(Charless Dulless Marpaung, Ak, 1985 : 1-2).
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Terutama disektor-sektor Industri, kontruksi,
partambangan, perkantoran, kedokteran, pertanian,
pariwisata, parmasi, perbankan, jasa, perdagangan,
bahkan transportasi, baik darat, laut maupun udara.
Hal inilah yang melatarbelakangi lahirnya Leasing

Pesawat Udara.

Leasing Pesawat Udara, berkembang sekitar
tahun 1950-an di Amerika. Akan tetapi baru terkenal
dengan adanya kasus leasing pesawat udara di Jepang
pada tahun 1978/1979 dalam rangka "Samurai leasing
program” yang didukung oleh pemerintah Jepang,
beberapa perusahaan sewa guna Jepang membeal i pesawat
udara dengan tunai, vang kemudian di lease kepada
perusahaan asing. Tujuannya adalah untuk menambah
volume impor Jepang dan guna mengurangi dana
cadangan devisa Jepang. Transaksi ini dibuat dalam
nilai wang US dollar dengan perusahaan penerbangan
separti ELM dan Olympic dan marupakan awal
terbentuknya pasar leasing Internasional Jepang yang
terkemuka., (E. Syaifullah Wiradipraja dan Mieke
Komar, 1988 : 77)

Kemudian untuk mengurangl resiko nilal tukar
mata uang, transaksi-transaksi ini dibuat dengan

nilai uang ven (dikenal dengan "Shogun Leases”) guna
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mamberikan tingkat bunga efektif yvang rendah kepada
perusahaan penerbangan, khususnya untuk memperoleh
pendapatan yen dari rute-rute ke Tokyo. (E.

Syaifullah Wiradipraja dan Hieke Komar, 1988 : 77}

Hal yang serupa diatas dipraktekkan juga di
Australia pada tahun 1980-1981 yang mencakup Boeing
747 untuk Air New Zealand, Cathay Pacific, Singapore
Airlines, dan Boeing 747 untuk Alr Nauru,
keseluruhannya bernilal kurang lebih satu bilyun US
dollar, yang melibatkan baik pihak bank maupun
perusahaan leasing di Australia. Transaksi-transaksi
diatas dikenal dengan persetujuan leveraged leasing.

(E.Syvaifullah Wiradipraja dan Mieke Komar, 1988:78)

Sedangkan di Inggris, sejak dikeluarkannya
Finance Act 1980 vang mengatur tentang sSeva guna
pesawat udara dan peralatan lain kepada pihak lesses
di luar negeri, tercatat beberapa perusahaan
penerbangan asing Amerika memperoleh keuntungan
pajak sebesar 25 I dari transaksi tersebut.
Diparjanjikan antara lain bahwa perusahaan leasing
Amerika bertindak sebagal lessee menurut ketentuan
Ingeris diatas, dan kemudian pesawat tersebut di
sub-lease kepada perusahaan pensrbangan Amerika

sebhagai direct lease. Suatu contoh mengenai 8 buah
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pesawat Boesing 727-200 berharga kurang lebih 140
juta dollar Amerika telah dibeli oleh & [empat )
perusahaan sewa guna Inggris yang kemudian disewakan
kepada perusahaan leasing di Amerika yang
menyewakannya lagi kepada American Alirlines.
Keuntungan pajak yang diperoleh adalah sekitar 20
juta dollar Amerika, dengan ketentuan tambahan bahwa
perusahaan penerbangan yang bersangkutan dapat
membayar sewa berjangka dalam dollar Amerika, dan
pihak lessor Inggris menerima dalam mata vang Pound

sterling.

Demikian juga dengan di Amerika Serikat yang
mengawali leasing pesawat udara tahun 1950, ditahun
70-an telah berkembang dengan adanya US Leveraged
Lease, terutama dengan adanya persyaratan Federal
Aviation Administration (FAA) yang menguntungkan.
Inti ketentuan FAA mengijinkan pesawat udara
terdaftar yang melakukan operasi penerbangan dari
dan ke pelabuhan udara d4i Amerika Serikat sebanyak
26 kali setahun dianggap sebagai kepemilikan Amerika
Sarikat tanpa memparhatikan tanda pemilik vang

sabenarnya.

Tercatat perusahaan penerbangan Alr France,

British Airways, KLM, Singapore Airlines dan CAAC
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[(RET) sebagali lessee dari berbagail perusahaan
leasing Amerika. Sebagai contoh pada tahun 1983
sebanyak 2 (dua) buah Boeing 747-300 seharga kurang
lebih 185 juta dollar Amerika disewagunakan kepada
Japan Adirlines. (E.Saefullah Wiradipradja dan Mieke

Fomar Eantaatmadja, 1988 : 79).

Sebagai akibat dari perkembangan tersebut
diatas, akhirnya leasing terhadap pesawat udara
dilakukan oleh negara-negara lainnya termasuk
Indonesia, karena alasan sebagai berikut

a. Lessor Asing dapat menanggung resiko
yang lebih besar dan memiliki akses

kepasar pembelian kembal i banda-benda
ini [resale market).

b, Dilihat dari segi pemilikan atas
peralatan, perusahaan sewa guna merasa
memparaoleh jaminan labih kuat atas

bhenda-benda yang bersangkutan dibandingkan
dengan menggunakan jaminan mortgage maupun
berntuk jaminanm lain dengan bank. Selain
karena berbagai kesulitan hukum dam alasan
prosedural serta biava pembebanan dan
pendaftaran mortgage adalah besar sekali,
menyebabkan bentuk sewa guna finansial
lebih ménguntungkan dalam pembiavaan
transnasional {cross border leasing).
Selain itu dalam persetujuan sewa guna
finansial lazim diperjanjikan bahwa pihak
lessor memperoleh kemudahan dalam
mengeksekusi jaminan apabila pihak lesse
malanggar janji.

c. Lazimnya sewa guna financial digunakan
untuk menghindarkan berbagali ketentuan
pembatasan impor dan ekspar atas

peralatan stau ketentuan pengawasan devisa
vang ditetapkan negara-negara.
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d. Perusahaan multinasinal memilih bentuk sewa
guna internasional agar dapat memisahkan
hak kepemilikan dan untuk mengurangi resiko
politik "konfiskasi®.

@. Para pabrikan (manufacturer) ada kalanva
dapat memeperoleh keuntungan dari ketentuan
subsidi ekspor vang diberikan di beberapa
negara dengan menggunakan cara pembiavaan
sewa guna finansial imi.

f. Sewa guna digumakan juga sebagai cara untuk
méngatasi pembatasan pinjaman luar negeri,
terutama dengan mengklassifikasikan
persetujuan sewa guna sebagai current
account transactions.

(E. BSaefullah Wiradipradja dan Mieke FKomar

Fantaatmadja, 1995 : T76-77)

Demikian juga dengan di Indonesia, leasing
pesawat udara pertama kali dilakukan pada tahum 70-
an, tepatnya tanggal 31 Juli 1979, vyang ditandai
dengan ditanda-tanganinya kontrak leasing pesawat
udara No. LN 12/IV/1979 antara Pemerintah Indonesia,
yang diupurlulkin oleh Pelita Alr Service dengan
perusahaan leasing Jepang Mitsui & Co.,Ltd/Mitsui
Leasing & Development Ltd, Tokyo Jepang. Dimana
pemarintah Indonesia meleasing 3 buah pesawat wudara
jenis Hercules L-100-30 dengan nilai kontrak sebasar
us § 30,075,000.00 (@ uUsS §$ 10,025,000.00), wuntuk
meénunjang angkutan udara transmigrasi EECAra
teratur. Adapun jenis leasingnya adalah Cross Border

Leasing. Karena ternyvata yang bertindak sebagai
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vendornya adalah perusahaan leasing Amerika Serikat,

valtu Lockheed Georgia Company.

Fegiatan leasing pesawat udara tersebut di
Indonesia, terus berkembang sampal sekarang. Menurut
keterangan Dinas Sertifikasi dan Kelaikan Udara
Departemen Perhubungan, leasing pesawat udara
tersebut telah berlangsung dari tahun 1979 sampai
sekarang, baik vang dilakukan oleh perusahaan
leasing nasional maupun luar negeri dengan

perusahaan penerbangan di Indonesia.

B. Pengertian Leasing Pesawat Udara.
B.1. Pengertian Leasing.

Kata leasing berasal dari bahasa Inggris
"lease™, dalam arti kata biasa/umum berarti
"sewa-menyewa", karena memang dasar leasing
adalah sewa menvewa. Mepnurut penjelasan Kamus
Webster's, lease diartikan sebagai berikut

1. @ contract by which one conveys real
estate for a term of years or at will
use. For a specified rent : alsa : the
act of such convevance or the term for
which it is made.

2. & piesce of land or propérty that is
leased.

[Webster s MNew Collogiate Dictionary 1980:649).
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Demikian juga T.M. Clark, dalam bukunya
"Leasing Finance” hal. 57, mengatakan bahwa

"a lease is a contract between a lessor
and lessee for the hire of a specific
asset salected from a manufacturer or
vendor of such assets by the leasea. The
iessor retains ownership of the assels.
The leasee has possassion and use of the
asset on payment of specified rentals over
a period”.

[Komar Andasasmita, 1989 : 622)

Jadi leasing merupakan suatu bentuk
derivatif dari sewa menyewa (lease], yang
berkembang menjad{ bentuk khusus yang disebut
leasing, dan telah berubah fungsinya menjadi
salah satu jenis pembiayaan. Dalam bahasa
Indonesia leasing sering diistilahkan dengan

"gawa guna usaha".

Demikian pula untuk istilah "operating
lease”, maupun "financing lease", didalam
literatur maupun paraturan-peraturan, banyak
yang menggunakannya dengan istilah tersebutl,
padahal istilah yang benar menurut Kamus Besar
Bahasa Indonesia adalah istilah "operational

leasing" dan "financial leasing”.

Diberbagai negara di Eropah, antara lain

Nederland dan Belgia, orang mencoba mangartikan
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kata "leasing" ini kedalam bahasa nasionalnya
masing-masing. Seperti di Hederland
menggunakan istilah "financieringshuur” atau
"huurfinanciering"” untuk pengganti istilah
“financial leasing". Pembentuk Undang-Undang di
Belgia secara resmi menggunakan istilah
"exploitatieverhuur”™ untuk istilah "operational
leasing” atau "langtermijnverhuur™. Padahal di
Amerika Serikat kata "long term lease" selalu
dimaksudkan sebagal "perjanjian lease Yang
mengatur kevangan". Di Jerman orang menggunakan
istilah "mietfinanzierung" vang oleh bangsa

Belanda disebut "financieringshuur" tersebut,

(KEomar Andasasmita, 1989 : 34)

Para alih bahasa Atau terjemahan
tersebut ternyata banyak menemui kegagalan,
karena hurina lengkap, sehingga dapat menjadi

sumber penafsiran yang berbeda-beda.

Menurut Komar Andasasmita, dalam bukunya
*Serba Serbi Tentang Leasing", mengatakan bahwa
perbedaan istilah tersebut muncul, karena
menurut kenyvataan bahwa leasing yang muncul ituw
mempunyal banyak bentuk, dimana yang satu

dengan vyang lainnva barbeda sama sekali. [Dan
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kerumitan penggunaan istilah ini disebabkan
pula oleh berbagal pandangan para ahli, serta
perundang-undangan/peraturan yang berbeda-beda,
yvang kedua-keduanya bisa, atau bahkan memberi
pengaruh yang berbeda pula terhadap {istilah
leasing tersebut. (Komar Andasasmita, 1989 :
35)

Olah karana itu, untuk memudahkan
pengertian didalam pembahasan ini, maka untuk
istilah "ogperating lease” dan "financing
lease”, penulis akan menggunakan istilah
"operational leasing” dan "financial leasing",
yang mana sebenarnya artinva adalah sama.
Adapun alasannya karena istilabh tersebut adalah
istilah vyang baku dalam FRamus Besar Bahasa
Indonesia dan telah dipergunakan oleh sebagian
iiteratur yang mengatur tentang leasing di

Indonesia.

Menurut Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis dan
Manajemen, wyang dimaksud Leasing adalah

wealah satu cara untuk membiayai kebutuhan
barang modal perusahaan, yaitu penyewaan
barang modal untuk jangka waktu tertentu
disertal dengan hak pilih bagi perusahaan
untuk membeli barang modal tersebut atau
memperpanjang jangka waktu leasing”.

(Ensiklopedi Ekonomi, Bisnis & Manajemen,
1992 : 356)



Jika kita melihat pengertian leasing
tersebut pada Black Law Dietionary, maka
didalam kamus tersebut istilah leasing sama
artinya dengan istilah "Lease with optien to
purchase"”, yang artinya adalah sebagai berikut:

"4 lease under which the lessese has the
right te purchase the property. Tha price
and term of the purchase must be set forth
for the option to be valid. The option may
run for the length of the lease pariod.

{Black's Law Dictionary, 1990 : B9S0).

Istilah yang sama ini dipergunakan pula
oleh Prof. DR. Rochmat Sumitro, SH, vaitu "sewa
barang modal dengan hak opsi” dalam makalahnya
yvang berjudul : "Leasing Ditinjau Dari Segil
Hukum Perpajakan Di Indonesia®™ pada Diskusi
Panal Leasing tahun 1986 di Universitas
Padjadjaran Bandung. {Komar Andasasmita,

1989 : 591)

Menurut litaratur, secara umum leasing
artinya adalah aquipment funding. vaitu
pembiayaan peralatan/barang modal untuk
digunakan pada proses produksi suatu perusahaan
* baik sgcara langsung maupun tidak. { Amin
Widjaya Tunggal dan Arif Djohan Tunggal, 1994 :
7).
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Sedang  menurut Sri Suyatmi dan 5
Sadiarto, didalam bukunya "Problematika Leasing
di Indonesia”, menyebutkan bahwa yang dimaksud
dengan leasing atau leasing company adalah :

“badan usaha yang melakukan kegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang
modal, baik secara finanace lease maupun
operating lease yang digunakan oleh
penyewa guna usaha selama jangka waktu
tertentu berdasarkan pembavaran sacara
berkala”. ([Sri Suyatmi dan J. Sadiarto,
1993 : 8)

Jika kita melihat pengertian leasing
didalam paraturan perundangan, maka pengertian
leasing pertama kali ditetapkan dalam Surat
Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri
Parindustrian dan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia No. KEP-122/MR/IV/2/1974,
No.32/m/sk/2/1974, NKo.30/Kpb/I1/1974, tentang
Perijinan Usaha Leasing, dimana dalam pasal 1
avat (1), disebutkan bahwa yang dimaksud dengan
leasing adalah

setiap kegiatan pembiayvaan perusahaan
dalam bentuk penyediaan barang-barang

modal untuk digunakan oleh suatu
perusahaan untuk suatu jangka waktu
tertentu, berdasarkan pembayaran-

pembayvaran secara berkala disertai dengan
hak pilih (opsi) dari perusahaan tersebut
untuk membeli barang-barang modal yang
bersangkutan atau memperpanjang jangka
waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang
telah disepakati bersama.
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Kemudian pengertian Leasing tersebut
dipertegas lagi oleh Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 78/AU 001/PHB-8& tentang
syarat-syvarat Pendaftaran dan Operasional
Pesawal Udara yang diperoleh dengan Cara
Leasing, dimana di dalam pasal 1 ayat (1) sub

[a): vang dimaksud dengan leasing adalah;

setiap kegiatan pembiayaan perusahasan
dalam bentuk penyediaan barsng-barang
moda | untuk digunakan oleh suatu
perusahaan untuk suatu jiangka waktu
tertentu berdasarkan pembayvaran-pembavaran
secara berkala disertai dengan hak pilih
{Optie)] bagi perusahaan tersebut untuk
membe | i barang-barang modal ¥YANg
bersangkutan aAtau memperpanjang jangka
waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang
telah disepakati bersama.

Adapun pengertian Leasing vang terakhir
diatur oleh Kepdtusan Menteri Keuangan Nomor
1169/KME. 01 /1991 tanggal 27 Nopember 1991, yang
dimaksud dengan leasing adalah

"suatu kegiatan pembiavaan dalam bentuk
penyvediaan barang modal baik ZECATLA
sewaguna usaha dengan hak opsi (finance
lease] madpun sewa: guna usaha tanpa hak
opsi (Operating Lease) wuntuk digunakan
oleh |lessee selama jangks waktu terteéntu
berdasarkan pembayaran secidra berkala”.
Batasan teraebut distas, YENE

menyatakan bahwa leasing adalah "kegiatan

pembiavaan” adalah suvatu batasan vang sifatnya
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ekonomis, bukan yuridis. Untuk mencari bhatasan
yuridisnya, kita bisa melihat pada Pasal 9 ayat

{1y Surat Keputusan tersebut diatas, yang

menyatakan Seftiap transaksi sewa guna

usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian

sewaguna usaha (lease agreement)”.

Dari batasan tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa leasing adalah suatu
perjanjian, sehingga leasing harus berpadoman
pada KUH Perdata, khususnya Buku Ke-III tentang
Perikatan, disamping peraturan-peraturan khusus

tentang leasing.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka
dapat ditekankan bahwa leasing vang ingin
dibicarakan disini adalah :

1. Leasing sebagai Sebuah Badan Usaha vang
dikelompokkan didalam lembaga pembiavaan,
yvang secara spesifik melakukan penyediaan
barang modal baik secara "Financial Leasing”
maupun "Operational Leasing” untuk digunakan
oleh lessee selama jangka waktu tertentu.

2, Leasing sebagal suatu kegiatan ([(praktek)
pardata khusups persetujuan/perjanjian sawa
vang memenuhi syarat sahnya suatu perikatan
yaitu pasal 1320 Eitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KEUH Perdata), yvang mengatur hak-hak
dan kewajiban-kewajiban para pihak |(lessor
dan lessee) sebagaimana diatur didalam pasal
1338 avat (1), 15468 dan 1580 KUH Pardata,
vaitu ketentuan dasar mengenai kontrak dan
Sawa menyewa.
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Leasing yang digunakan dalam penulisan
ini, memang mempunyai unsur sewa, karena di
dalam leasing terdapat beberapa persyaratan
tersendiri maka leasing disini tidak bisa
disamakan dengan perjanjian sewa menyewa secards
biasa (rental), perjanjian kredit {loan).,
perjanjian jual beli <cicilan (Purchase an

Instaliment) maupun sewa-beli (Hire Purchase).

Oleh karena itu pengertian leasing 1itu
memang mempunyal karakter tersendiri, dimana
didalam prakteknya pengertian tersebut sering
kali disalah=-artikan, karena didalam
perkembangannya obyek leasing itu tidak hanya
berupa barang modal, tetapi berkembang kepada
barang-barang yang sifatnya konsumtif. Sehingga
pengertian leasing tersebut dalam kenyataannya
banvak dfaulah-:rtit:n dan disamakan dengan
jual beli secara cicilan aAtau sewa beli,
misalnya terhadsp kendaraan bermotor, mobil dan
lain sebagainya. dan dalam perjanjiannya
disebutkan bahwa itu adalah perjanjian leasing.
Pegertian inilah yang harus diluruskan karena
pada prinsipnya leasing (tu berbeda dengan

lembaga lainnva. Untuk mengetahui perbedaan
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leasing dengan lembaga lainnya, akan dibahas

dibawah ini.

B.2. Perbedaan Leasing dengan Perjanjian lainnya.

Ada beberapa bentuk perjanjian lain vang
mirip-mirip dengan leasing tetapi sebenarnya

terdapat perbedaan-perbedaan tertentu, yaitu

a. Leasing dengan Loan.

Terdapat perbedaan antara loan (perjanjian
pinjam uang) yang diberikan oleh bank dengan
leasing yang diberikan oleh lembaga
pembiayaan. Sehingga ketentuan hukum tentang
pinjam meminjam dalam ‘buku ke=III KEUH
Pardata tidak berlaku terhadap leasing.
Demikian ~ juga ketentuan tentang loan dalam
peraturan perundangan seperti UU perbankan
tidak barlaku terhadap leasing. Adapun
perbadaan yang mendasar antara loan dengan

leasing adalah

- Didalam perjanjian pinjam uang tujuannva
adalah menyediakan dana, sedangkan dalam

leasing tujuannya adalah untuk meyvewakan
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barang modal sehingga leasing
dikatagorikan sebagai A5SaLS based
[finance,

Loan berpokus pada uvang., sehingga kreditur
bukan pemilik dari barang yang didanai,
sedangkan dalam leasing secara vyuridis
lessor merupakan pemilik barang modal.
Pada loan resikonya berupa finance risk,
sedangkan dalam leasing resikonya bisa
berupa finance risk dan physical risk atas
barang modal.

Jaminan hutang pada loan dapat berupa
barang bergerak atau tidak bergerak vang
tidak ada hubungannya dengan tujuan
Penggunaan dana pinjaman. Sedangkan dalam
leasing jaminannya berupa barang modal
yang dibeli dengan dana dari leasing
tersebut .

Jika terjadi wanprestasi dari piliak
debitur di dalam perjanjian loan, maka
barang jaminan dilelang, dan kelebihan
harganya dikembalikan kepada debitur.
Sedangkan didalam leasing tidak, pada
prinsipnya lassor tinggal mengambil

kembali barang modal tersebut tanpa harus
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memperhitungkan/mengembal ikan kelebihan
harga. Hal ini disebabkan karena barang
modal tarsebut masih merupakan milik
lessor. Didalam praktek hal ini tidak

selamanya konsisten diikuti.

b. Leasing dengan Sewa Menyawa.

Dari istilah Lease yang dipakai, leasing
memang merupakan pekembangan dari Bawa
menvewa. Akan tetapi karena leasing sudah
berkembang dan mempunyai kedudukan sendiri
dalam sistem hukum tentang pembiayaan, maka
ketentuan buku ke-II1 KUH Perdata YAngE
mengatur tentang sewa menyewa tidak dapat
diterapkan terhadap leasing, meskipun ada
jenis leasing vang mirip dengan seva menyewa
seperti operational leasing, tetapi pada
prinsipnya leasing tidak sama dengan sewa
menyawa. Adapun perbedaannya sebagai

berikut

- Didalam sewa menyewa, jangka waktu sewa
tidak menjadi fokus utama, bisa terbatas
dan bisa tidak terbatas jangka waktunya,
sedangkan dalam leasing jangka waktunya

terbatas.
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- Dbyek perjanjian sewa menyewa adalah

berupa barng berwujud yvang berbentuk apa
saja, sedangkan obyvek dari leasing umumnya
adalah barang modal, alat produksi atau
beberapa bentuk barang konsumsi.

Dalam kegiatan bisnis leasing, maka
lessornya harus  berbentuk  perusahaan
pembiavaan, sedangkan dalam sewa manyewa
tidak ada pembatasan.

Didalam sewa-menyewa biasa (rental)
kepemilikan barang tidak pernah beralih
kepada pihak vyang menggunakan barang.
Penyewa hanya bertujuan untuk menggunakan
barang tersebut dengan membayar sejumlah
uang sewa (Pasal 1548 KUH Perdata), Dan
barang obyek sewa adalah milik lessor, dan
berkedudukan sebagai pihak yang
menvediakan barang obyek sewa. Sedangkan
dalam leasing, lessor berkedudukan sebagal
penvandang dana, baik tunggal maupun
secara bersama-sama dengan penyandang dana
lainnva, sementara barang obyvek leasing
disediakan oleh pihak ketiga atau oleh

lessea sondiri.
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- Pada leasing dibutuhkan jaminan-jaminan
tertentu barupa personal Buarantee,
sadangkan dalam sewa menyewa tidak ada

Jaminan tersebut.

¢. Leasing dan Jual Beli.

Parbedaan prinsip antara Jual beli dengan

leasing adalah sebagal berikut

= Jual beli merupakan salah satu jenis
"parjanjian bernama", yvang diatur dalam
buku Ke-II1 KUH Perdata. Sedangkan leasing
bukan jual beli sehingga tidak bisa
diterapkan ketentuan tentang jual beli
tarhadap leasing. Leasing maerupakan
perijanjian tidak bernama, yang tidak

diatur di dalam Buku Ke-III EUH Perdata.

- Latar belakang terjadinya leasing karena
lesses membutuhkan bharang tartantu,
sementara tidak cukup tersedia dana untuk
memperoleh barang modal tersebut, dan
lessar vang bertindak sebagal penyedia
dana dan penengah keuangan antara lessar
dan lessee. Lain halnya dalam transaksi

jual beli, maka dama untuk membeli barang
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tersebut harus tersedia pada saat
transaksi dilakukan.

- Didalam leasing, diakhir masa leasing
lessee mempunyai hak opsi wuntuk membeli
barang modal tersebut. Hal ini tidak akan
terjadi dalam jual beli.

- Dalam jual beli barang “demi hukum®
menjadi milik pembali segera setelah
adanya levering, sedangkan dalam leasing
terjadinya peralihan hak tidak  “demi
hukum", tetapi terjadi jika hak opsi
dipergunakan oleh lessee diakhir masa

leasing.

d. Leasing dengan Jual Beli secara cicilan.

Perbedaan antara leasing dengan jual bell
secara - cicilan, vyang merupakan bentuk
derivatif dari jual beli (Purchase on
Installment), terletak pada levering yang
manyababkan beralihnya hak milik pada saat
transaksi jual beli cicilan tersebut
dilakukan, tanpa menunggu lunasnya harga
barang. Hal ini berbeda dengan leasing,
dimana levering baru terjadi diakhir masa

leasing. TITtupunm hanya untuk jenis leasing
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yang menyediakan hak opsi dan hak opsi

tersebut diwujudkan oleh lessee.

Leasing dengan Sewa Beli (Hire Purchase).

Sawa ball marupakan anak dari hasil
perkawinan antara jual bell dengan sewa
menyewa. Karena disatu pihak sewa bali
mempunyal sifat vang sama dengan jual beli,
dilain pihak juga mempunyai sifat yang sama

dengan sewa manyewa.
Adapun perbedaannva adalah :

= Terletak pada saat beralihnva hak dari
penjual kepada pembeli. Pada sewa beli
beralihnya hak (levering) terjadi pada
saat seluruh cicilannya teéerbavar lunas.
Jadi sebelum harganva Ilunas kedudukan
pembali sewa hanyva sebagai penvewa balaka,
Dan akan berubah manjadi pembali setelah
habis masa angsurannya. Sedangkan dalam
leasing kepemilikan barang modal oleh
lessea, hanvya akan terjadi apabila hak

opsinva dilaksanakan oleh lessae.
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- Dalam sewa beli, barang modal berasal dan
milik dari pemberi sewa beli, vang
bermaksud melakukan semacam investasi
dengan barang yang disewakan, dengan uang
SewWa sebagali kKeuntungannya. Sedangkan
dalam leasing pihak lessor hanyva bermaksud
membiavai perolehan barang modal, dan
barang tersebut berasal dari pihak ketiga

atau dari pihak lessee sendiri.

B.31. Ciri-Ciri Leasing.

Beberapa persyaratan serta ciri-eciri

leasing dibawah ini yang membedakannya dengan

perjanjian sewa menvewa, yaitu :

.

Obyek Leasing.

Barang-barang vang menjadi obyek dalam
perjanjian leasing disini meliputi segala
macam barang modal sebagaimana tarmuat dalam
lampiran Surat Keputusan Menteri Keuangan
Republ ik Indonesia Nomor Eep.
072/EM.11/1984.



Fembayaran secara berkala dalam jangka waktu

tertentua. e

palam sewa-menyewa blasanvya cara pembavaran
dilakukan sekali untuk suatu periode
tertentu, sedangkan leasing di sini
pembayarannya dilakukan secara berkala dan
bisa dilakukan set{ap bulan, setiap kuartal

atau setiap setengah tahun sekali.

Nilai sisa atau residual value.

Pada perjanjian leasing ditentukan suatu
nilai sisa vang disetujui oleh kedua belah
pihak (lessor dan lessee), sedangkan pada
perjanjian SEWA-mEnyewa tidak mengenal

residual value.

Hak opsl lessee.

Pada akhir dari masa leasing, leassea

mempunyai hak untuk menentukan apakah dia
ingin membeli barang tersebut dengan harga
sebesar nilai sisa ataukah mengembalikan
kepada lessor. Pada perjanjian sewa-menyewa
jika masa sewa telah berakhir maka penyewa
wajlbh mengembalikan, barang tersebut kepada

pihak vang menyewa.
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5. Pihak-pihak vang terlihat dalam perjanjian

leasing.

Pada perjanjian sewa-menvewa siapa saja
boleh menjadi lessor, sedangkan pada
perjanjian leasing hanya perusahaan-
perusahaan tertentu vang telah mendapat {jin
dari{ Departemen Keuangan vang boleh menjadi
lessor. Para pihak yang terlibat adalah

lessor dan lessae,

B.4. Pengertian Leasing Pesawalt Udara.

Dari pengertian, perbedaan dan ciri=-eiri
leasing vang dikemukakan diatas KkKiranva jelas
perbedaan antara leasing dengan lembaga lainnya,
sahingga, sampailah kita pada pengertian Leasing
FPesawat Udara, wvang tidak lain merupakan suatu
bantuk leasing vang obyvek leasingnya adalah pesawat

udara.

Sobalum panulis mangemukakan pengertian
leasing pesawat udara, akan dibahas terlebih dahulu
mengenai defenisi "Pesawat Udara”. Sebagai obyek
leasing, pengertian pesavat udara memang sudah

diatur didalam Undang-Undang No. 15 tahun 1992

&9



tentang penarbangan, terutama dalam pasal 1 avat (3]

yaftu :
"setiap alat yang dapat terbang diatmosfer
karena dava angkut dari reaksi wudara“. Dan
pesawat udara vyang dimaksud disini adalah
pesawat udara Indonesia yvang didaftarkan dan
mempunyai tanda pendaftaran Indonesia."

Jika kita melihat status hukum Pesawat wudara
dalam hukum Perdata, maka pembahasannya seélalu
dikaitkan dengan klasifikasi hukum kebendaan yang
umum dilakukan dalam hukum Perdata mavoritas negara
didunia ini. Dari sifatnya pada hakekatnya pesawat
udara merupakan suatu benda wvang bergerak. Oleh
kEarena itu vang pertama-tams menguasai suatu pesawat

udara adalah pengaturan hukum keperdataan mengenai

banda bargerak.

Meskipun demikian untuk kKepentingan khusus,
sama halnva seperti kapal laut, perundang-undangan
nasional mayvoritas negara ternyata menyimpang dari
aturan umum diatas dan mengklasifikasikan serta
memberlakukan Kketentuan benda yang tidak bergerak

terhadap pesavat udara.

Kecenderungan ini mengakibatkan timbulnva
barbagai pandangan dikalangan pada ahli hukum, untuk
kemudian memberikan suatu status sebagail benda

bergerak vang diatur secara khusus ([sul generis).
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S5ul generis disini menunjuk pada sifat sendiri dari
kKebendaan pesawat udara, oleh karena itu R. Soesbekri
mengatakan bahwa : "mengolongkan pesawat udara
kedalam benda yang tidak bergerak akan merupakan

suatu fiksi hukum". (Soebekti, 1981, 21-21)

Dari pendapat R. Soebekti tersebut dapat
ditafsirkan bahwa Soebekti meénggolongkan pesawat
udara sebagai suatu benda yang bergerak, dan harus
diakui pula bahwa klasifikasi kebendaan dalam benda
bergerak dan benda tidak bergerak seperti yang
dianut oleh hukum nasional yang berasal dari sistem
hukum Eropa Kontinental dan Anglo S5axon, sudah tidak
sesuai lagl dengan kenyataan dan kebutuhan saat ini.
Sehingga pembagiannya pada saat ini lebih cenderung
kepada benda vang terdaftar dan tidak terdaftar, dan
hal ini dapat dilgraphan untuk pesawat udara. Dengan
alasan bahwa pesawat udara perlu didaftarkan, dan
para ahli hukum sependapat untuk mengkualifikasikan

pesawat udara sebagai benda terdaftar.

Adapun alasan-alasan yang mendukung pandangan
bahwa pesawat udara memiliki status yang khusus
adalah :

a. Pada suatu pesawat udara diberikan suatu

tanda nasionalitas, disertai kewajiban
didaftarkan pada negara tertentu.
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b. Untuk tujuan kepentingan perdata, pesawat
udara tunduk pada persyaratan dapat
didaftarkan dalam suatu register umum Yyang
bersifat perdata.

¢. Pada Pesawat Udsara ditetapkan ketentuan
khusus tentang peroclehan dan pengasingan
yang tidak berlaku pada benda tidak
terdaftar.

d. Pesawat udara dapat dijaminkan dengan suatu
hak tanggunggan, seperti hipotik.

8, Pesawat udara lazim tunduk pada pengaturan
hukum tentang penahanan dan penyitaan yang
berlainan dengan benda bergerak lainnya.

f. Barlakunvya aturan hukum tentang bantuan,
penyelamatan pesawat udara yang menimbulkan
hak bersifat kebandaan yvang ditetapkan oleh
Undang-Undang dan hak ini mempunyat

kedudukan mendahului hak jaminan lain yang
sudah terdaftar.

(Mieke Komar Kantaatmadja, 1989 : &48-50).

Jika kita melihat status hukum  perdata
pesawat udara Yang berkebangsaan Indonesia,
sebenarnya tidak diatur dalam ketentuan hukum
Indonaesia, baik didalam Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata, Kitab-Undang-Undang Hukum Dagang Indonesia
maupun oleh Hukum Udara Indonesia. QDan selama
ketentuan tersebut belum diatur, maka penggolangan
pesawat udara diklassifikasikan kaedalam benda
bergerak atau benda tidak terdafcar. (R. Soebekti,

1981 : 21-23)
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Akan tetapi berdasarkan pertimbangan alasan-
alasan diatas dan berdasarkan ketentuan didalam
Pasal 9 Undang-Undang No, 15 tahun 1992 tentang
Penerbangan, maka penulis berpendapat bahwa pesawat
udara adalah termasuk kedalam klassifikasi banda
yvang harus didaftar, yang disamakan dengan benda
vang tidak bergerak atau benda tetap. Dan jika kita
lihat kedudukan pesawat udara tersebut dalam neraca,
maka pesawat wudara termasuk dalam aktiva tetap.
Dimana hal ini sebenarnva sudah berlaku terhadap
kapal laut, tentunya hal ini bisa pula diberlakukan
terhadap pesawat udara. Dan untuk lebih menjamin
kEepastian hukum memang seharusnya diatur aleh
paraturan perundangan kita seperti halnya kapal
laut. Hal ini vang perlu dipikirkan oleh pembuat KUH
Dagang yang baru nantinya.

Jadi, vyvang dimaksud dengan leasing pesawat
ydara menurut penulis adalah :

suatu kegiatan pembiayaan pesawat udara oleh
perusahaan pambiayaan (lessor) baik nasional
maupun Internasional untuk suatu jangka waktu
tertantu berdasarkan pembayaran secara barkala,
vang disertai dengan hak opsi oleh perusahaan
penerbangan (lessee) untuk membali pesawat
udara tersebut atau memperpanjang jangka waktu
leasing berdasarkan nilai sisa yang telah
disepakati bersama didalam suatu perjanjian
leasing (lease agreament).

Dari pengertian diatas, dapat diambil suatu

kesimpulan bahwa leasing pesawat udara berbeda
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dengan charter pesavat udara, dimana dalam dunia
penerbangan sipil, tidak bisa kita pungkiri bahwa
leasing memang merupakan perkembangan dari bentuk
charter yang mengakui dan memakai istilah "lease”
didalam kegiatan Charter pesawat wudara dengan

beberapa nama seperti Dry lease, wet leasea.

Adapun yang dimaksud dengan charter menurut
Badan International Civil Aviation Organization
{ICAD), adalah :

"sarvice operated under special arrangements,
flight booked in toto and thereafter not open
toa members of the public”™. Tetapi Kemudian
diperluas artinva menjadi " The term charter is
usaed in the spesial sense that it has acquired
in the air transport filed to indicate the
purchase of the whole capacity of an airecraft
for a specitiv flight or flights, for the use
of the purchaser (Individual or Group). The
term thus covers a wide variety of specializad
air transport operation from the taxi flight to
large scale operation (for the carriage of
passengers or goods on private or gouvermental
contractks)".

Maka sacara singkat dapat diartikan bahwa
charter disini adalah meliputi setiap jenis
pEnggunaan pesawat udara diluar penerbangan dan
angkutan udara teratur (regular and schedul ed

flight).

Khusus mengenai charter ini, menurut Prof. E.

Suherman, mencakup beberapa bentuk vaitu :
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Suatu perjanjian untuk menyvewa seluruh
kapasitas pesawat oleh orang atau badan vang
bukan merupakan perusahaan penerbangan
untuk :

a. dipakai oleh pencharter sendiri, atau:
b, dipakai bersama-sama alah SUatu
rombongan yang mempunyal kepentingan

bersama, atau;
€. Untuk dijual kembali kepada individu-
individu.

Suatu perjanjian antara suatu perusahaan
penerbangan dengan pemilik pesawat untuk
meényewa suatu pesawat wudara dengan atau
tanpa awak pesawat , untuok keperluan
pengangkutan dalam suatu waktu (jangka
waktu) tertentu atau suatu perjalanan (trip)
tertentu.

Suatu perjanjian vang diadakan antara suatu
perusahaan yang bukan perusahaan penerbangan
dengan pemilik pesawat udara {bisa
perusahaan penerbangan/pribadi) untuk
pemakaian pesawat udara oleh penyvewa, tanpa
jadwal, dan pesawat terbang lengkap dengan
awak pesawat (crew) selama suatu jangka
waktu tertentu sepenuhnya diserahkan kepada
penyawa.

Suatu perjanjian vang pada dasarnva bukan
suatu perjanjian.

Dari bentuk-bantuk <charter vyang disebutkan
diatas, maka dapat ditentukan jenis-jenis
charter sebagai berikut

2

Eriteria Ekonomis

a, Fomersial : "Unschedules Services"”, untuk
LT .

b. ¥on Komersial: "Specialized Services",
tidak untuk wmum .,

Eriteria Pihak-pihak Yang mengadakan
perjanjian
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4. Charter antara dua perusahaan
penerbangan.

b. Charter aAntara pesawat perusahaan
penerbangan atau pemilik pesawat udara
dengan perusahaan vang bukan bergerak
dibidang penerbangan.

1. Kriteria Jenis Perjanjian
a. Perjanjian angkutan

b. Bukan perjanjian angkutan seolah-olah
Perjanjian sewa barang.

c. Bukan perjanjian angkutan, tapi jasa-jasa
lain.

&, Kriteria dengan atau tanpa awak pasawat

a. "War Lease™, vyaitu Charter pasawat
lengkap dengan awak pesawat khususnya
"cockpit crew", vaitu awak pesawat vyang
langsung bertugas untuk mengemudikan
pasawat charteran.

b. "Dry lease"™, vaitu charter pesawat tanpa
awak pesawat.

Dalam prakteknya kita menjumpai banvak bentuk
charter yang merupakan suatu kombinasi dari

jenis charter diatas, misalnya

a. Merpati mencharterkan pesawat pada seseorang
individu yang dipergunakan untuk mengangkut
jenasah seseorang anggota keluarganya dari
Jakarta ke Solo untuk dikebumikan di Solo.
Ini adalah suatu charter non komersial dari
segi pencharter, dan ada dua pihak wyaitu
penyvewa dan pemilik pesawat wudara, dimana
perjanjiannya vyang dibuat berbentuk "Wet
lease".

b. Sempati mencharter pesawat pelita lengkap
dengan awak pesawat untuk mengangkut
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wisatawan dari Tokyo ke Denpasar (p.p). Hal
ini merupakan suatu charter komersial,
karena sempati mengangkul pepumpang umum.
Ada tiga pihak dalam charter ini, yaitu
pemilik pesawat, pencharter dan penumpang.
pisini ada dua perjanjian yvang terjadi vaitu
antara Sempati dan Pelita, serta perjanjian
angkut antara Sempati dan Wisatawan.

. Transna mencharter pesawat Felita lengkap

dengan awak pesawat, disub-charterkan pada
searang agen vang kemudian mencari
pEnumpang . Charter ini merupakan suatu
charter komersial, dan ada empat pihak,
suatu perjanjian antara Pelita dan Transna,
kombinasi suatu perjanjian sewa dan angkutan
antara agen/Transna dan penumpang.

Merpati mencharter sebuah pesawat Felita
tanpa awak pesawat selama setahun untuk
pengangkutan pPeEnumpaAng . Charter ini
merupakan suatu sewa biasa, dan bersifat
komersial, bukan suatu perjanjian angkutan
antara Pelita dan Merpati, tetapi perjanjian
angkutan antara Merpati dan Panumpang,
sehingga ada tiga pihak.

Paelita mencharter pesawat helikopter kepada
satu perusahaan minvak lengkap dengan awak
pesawat selama satu tahun dan ditempatkan di
sorong, Irja dengan tujuan hanya untuk
keadaan darurat mengangkut orang sakit.
Charter ini meérupakan suatu charter non
komersial dari segi perusahaan minyak, dan
ada dua pihak vang terlibat, perjanjiannya
lebih luas dari suatu perjanjian angkutan
biasa.

Pelita mencharter pesawat helikopter lengkap
dengan awak pesawat kepada suatu perusahaan
pengeboran minyak dalam kegiatan eksploirasi
dan eksploitasi dilepas pantai [off-shore])
dalam jangka waktu satu tahun. Dan digunakan
untuk pengangkutan pekerja perusahaan minyak
dari darat ke off-shore {rig) maupun
kegiatan lain dari perusahaan minyak. Hal
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ini merupakan suatu charter VAN Ancn
komersial dari segl pencharter (karena tidak
bertujuan mencari wuwang dari penggunaan
helikopter), ada dua pihak, dan
parjanjiannya lebih luas dari suatu
perjanjian umumnya, karenanya disebut suatu
"aircraft (helicopter) services agreement™.
Akan tetapi meskipun istilah "Charter"
seringkall dipergunakan dalam arti yang amat
luas, pengertiannya memang berbeda dengan
"leasa". Suatu Charter adalah penyewaan
kapasitas suatu pesawat untuk dipergunakan oleh
pencharter. Sedang Lease, khususnya "Wet Lease”
(karena suatu "dry lease™ jelas merupakan suatu
sawa bissa)l, adalah suatu penyewaan pesawat
terbang lengkap dengan awak pesawat dan
pengusahaannya dilakukan oleh penyvewa, dan

penyvaewalah vyang mengadakan persetujvan dengan

pemakai jasa angkutan.
(E. Suherman, 1979, 96-104)

Pada mulanva perjanjian leasing pesawat udara
adalah suatu kontrak/suatu persetujuan tartulis
diantara satu perusahaan penarbangan dengan
perusahaan penerbangan lainny¥a untuk menyverahkan hak
kepemilikan secara yuridis kepada penyvewa/pemakai
untuk suatu jangka waktu tertentu dengan suatuy

jumlah pembayaran yang dibavarkan secara berkala
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atas kesepakatan kedua belah pihak. Pihak penyewa
berhak untuk menikmati manfaat/keuntungan dari
peralihan hak kepemilikan selama masa sewa belum

bherakhir.

Dan Lembaga leasing pesawat udara ini
berkembang pesat serta dimanfaatkan oleh beberapa
perusahaan penerbangan di dunia dan khususnya di
Indonesia antara lain oleh Garuda Indonesia, MHNA,
Sempati Air, Bourag, Mandala, dan Pelita didalam
penyadiaan pesawat terbang sebagai barang modal
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

C. Landasan Yuridis Leasing Pesawat Udara.

Jika mamﬁiclrlkln dasar hukum mengenai
leasing pesawat udara, maka kita berpedoman kepada
ketentuan umum vang ada didalam buku ke-III EKitahb
Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) khususnya

Pasal-Pasal sebagai berikut
= Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi

"untuk sahnya persetujuan-persetujuan
diperlukan empat syarat
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Sepakat mereka yang mengikatkan dirinva:
- Kecakapan untuk membuat suatu perikatan:
. Suatu hal tertentu;

« Suatu sebab yang halal.

A —

- Pasal 1338 ayat (1), yang berbunyi

"semua persetujuan yang dibuat secara sah
berlake sebagai undang-undang bagi mereka yang
membuatnya®.

- Pasal 1548 KUH Perdata, yang berbunvi

"sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan
mana pihak yang satu mengikatkan dirinva untuk
memberikan kepada pihak vang lainnva kenikmatan
dari sesuatu barang, selama suatu waktuy
tertentu dan dengan pembayaran sesuatu harga,
yang oleh pihak tersebut belakangan ity
disanggupi pembayarannya”.

- Pasal 1580 KUH Perdata, yang berbunyi

"Jika dalam persetujuannys sewa telah disetujui
bahwa pihak yang menyewakan akan mempunyai
kekuasaan memakai sendiri rumah atau tanah yang
disewakan, maka ia diwajibkan sebelum itu
memberitahukan tentang kehendaknyva untuk
menghent ikan sewanya sebegitu lama sebelumnya,
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 1578 KUHM
Perdata™.

- Pasal 1243 KUH Perdata, yang berbunyi :

"Penggantian bisya, rugi dan bunga karena tak
dipenuhinya suatuy perikatan, barulah mulai
diwajibkan, apabila siberutang, setelah
dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap
melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus
diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan
atauy dibuat dalam tenggang waktu yang telah
dilampaukannya®,
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- Pasal 1266 ayat (1) EUH Perdata, vang berbunyi

"syarat batal disnggap selalu dicantumkan dalam
persetujuan-persetujusn yang bertimbal-balik
manakala salah satu pihak tidak memenuh i
kewajibannya™.

- Pasal

646 KUH Perdata, yang berbunyi ¢

"Persekutuan berakhir :

1. dengan lewatnya waktu untuk marna

2.

persekutuan telah diadakan;

dengan musnahnya barang atau
diselesaikannya perbuatan yang menjadi
pokok persekutuan:

atas kehendak semata-mata dari beberapa
atau seorang sekutu;

jika salah seorang sekutu meninggal dunia
atau ditaruh dibawah pengampuan, atau
dinyatakan pailit.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan suatu

ketentuan dasar bagl adanya suatu perjanjian leasing

di

Indonesia. Dan jika kita membicarakan mengensai

ketentuan dari leasing pesawat udara kita tidak bisa

lepas dari ketentuan yang mengatur mengenal leasing

pada umumnya. Dan dalam prakteknya memang ketentuan

intlah vwang dipakai.

Adapun ketentuan terkait, Yang dapat

dijadikan pedoman sebagai landasan yuridis leasing

pesawat udara adalah

1. Undang-Undang Na, 15 tahun 1a93 tentang
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10.

Penerbangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 40
tahun 1995 tentang Angkutan Udara.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor.
EM.TEB/FAL.Q01 /JPHB-86, tentang Syarat-Syarat
Pendaftaran dan Operasional Pesawal Udara yang
diperoleh dengan cara Leasing.

Keputusan Presideén No. 61 tahun 1988 tentang
Lembaga Pembiayaan.

SK Menteri Keuangan No. 1251 /kmk.013/1988
tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan
Lembaga Pembiayaan.

Pengumuman Direktur Jenderal Moneter No.PENG-
J0T/DIM/SITL/1/T/1974 tentang Pedoman Felaksanaan
Peraturan Leasing.

5K Menteri Keuangan No.Kep=-6350/MK/I1/5/1974
tentang Penegasan Ketentuan Pajak Penjualan dan
Besarnya bea Materai Terhadap Usaha Leasing.
Intruksi Presiden RI No. | tahun [980 tentang
Larangan Pemasukan dan Pemberian [jinm
Pengoperasian Pesawat Terbang.

5K Menteri Perhubungan No.SK.J31/1970, tentang
Syarat-Svarat dan Ketentusan-ketentuan mengenal
Penerbangan Umum non Komersial.

SK Ménteéri Perhubungan No.SK.13/5/1970, tentang
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11,

12.

13.

14,

15.

Syarat=-Syarat dan Ketentuan-kKeteantuan mengenal
Penggunaan Pesawat Terbang Secara Komersial di
Indonesia.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonasia
Nomor 634/EME.013/1990 tentang Pengadaan Barang
Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna
Usaha (Parusahaan Leasing).

Eeputusan Menteri Keuangan ERepublik Indonesia
Nomor 1169/EKEME.01/71991 tentang EKegiatan Sewa
Guna Usaha (Leasing).

Feputusan Menteri FKeuangan Republik Indonesia
Nomor 5B0/EME.01/195&6 Pembebasan Bea Masuk Atas
Import Bahan, Suku Cadang, Eomponen Dan
Peralatan Untuk Perbaikan Dan Pemel iharaan
Pesawat Udara.

Keputusan Presiden No. 34 tahum 1987 tentang
Pangakuan dan Pelaksanaan FReputusan-Reputusan
Arbitrase Luar Negeri.

PERMA No. 1 tahumn 1990 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Putusan Arbhitrase Asing di

Indonesia.

Adapun KkKetentuan Internasional yang dapat

dijadikan pedoman bagi pelaksanaan leasing pesawat

udara secara Iaternasional adalah Konvensi Uni Droit
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1987 tentang Tripartie Financial Leasing.

Jika kita melihat kepada Eonvensi UNIDROIT-
1987 maka pembiayaan pesawat udara dengan cara
leasing secara Internasional telah dibuat dalam
suatu "Naskah Konvensi sewa guna Interpasional’ atau
Internasional Finansial Leasing" vang dikenal dengan

UNIDROIT 1987,

adapun alasan Lahirnya UNIDROIT 1987 ini
karema tidak adanya aturan-aturan Yyang SEeragam
tentang sewa guna khususnya dalam pembiayaan pesawat
udara secara Internasional, maka pada tahun 1974
dalam suatu partemuan Gouverning Council UNIDROIT,
disepakati perlu adanya suatu uniformitas aturan-

aturan mengenai sewa guna internasional.

Sebagai tindak lanjutnya dibentuk suatu
kelompok studi  pada tahun 1975 yang menatapkan
beberapa kebijaksanaan agar dikecualikan pengaturan
finansial leasing dengan obyek real estate, kapal
laut, dan pesawat udara. Studi ini khusus malihat
pada cara pengaturan sewa guna Finansial
Internasional, secara lebih khusus yaitu mengenai

"tripartie financial leasing".

Eemudian UNCITRAL dan UNIDROIT sepakat bahwa
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terlepas dari aspek hukum fiskal, maka dalam
transaksi-transaksi leasing Finansial Internasional
terdapat unsur-unsur yvang sama sehingga persetujuan
ini merupakan suatu bentuk "sui generis" sewa guna
{Internasional uniform rules on the sui generis type

of leasing transaction]).

Secara khusus barkaitan dengan persetujuan
sewa guna internasional tiga pihak (tripartie),
maka Kesepakatan vyang cukup penting adalah bahwa
persetujuan financlal leasing tidak dianggap sebagal
transaksi keuangan, tetapi sebagai “bentuk khusus

sewa untuk menggunakan benda-benda tertentu".

Tujuannya adalah profesional isme dan
peralatan yang di-lease vang merupakan i{dentitas
dari transaksi financial leasing Internasional.
Disepakati bahwa aturan bersama vang berlaku atas
peralatan vang disewakan pada saat perjanjian
berakhir, tergantung adanva hak opsi atau tidak
sejak ditanda tangan| persetujuan itu. Pihak lessee
harus menanggung resiko fisik dari peralatan yang
disewakan dan para kreditur pihak ketiga dari lessee
dapat diberi proteksi berupa pendaftaran haknya,
tetapi tergantung sepenuhnya pada hukum nasional

setiap negara peserta.
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Sewa guna finansial yang dimaksud diatas

mempunyai dua ciri yang khas yvaitu

1. Lesse® memegang peranan penting dan sangat
menonjol. Karena ia yang memilih Vendor/Supplier
peralatan yang mau di-lease dan menyerahkan data
kepada lessor untuk membal i selanjutnya
malakukan persetujuan leasing dengannya.

Disini ada dua macam kepemilikan yang perlu
diketahui vaitu “kepomilikan secara vyuridis
{yuridische e igendom) dari lessaor dan
kepemil ikan secara ekonomis” [economische
eigendom) di pihak lessee, demikian juga menurut
hukum Anglo Saxon dikenal beneficial ownership

pada lessee dan legal ownership di pihak lessor.

2. Jangka waktu sawa guna finansial ikut
memperhat ikan jangka amortisasi ekonomis
peralatan. Lessor menitik beratkan pada aspek

finansial didalam transaksi ini.

Pasal 1 FKonvensi ini, menyusun tentang
"Konsep Financial Leasing” yaitu suatu transaksi,
dimana satu pihak, Lassor atas spesifikasi
dari/sesuai persyvaratan vyang di setujuil Lessea
membuat suatu persetujuan [supply agreement ,

purchase agreement) dengan pihak ke tiga (Vendor,
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supplier), disini lessee menerima hak untuk

memanfaatkan/mengunakan peralatan tertentu dengan

kewajiban membayar sewa berjangka (rent-payment).

Jenis-Jenis Leasing Pesawat Udara.

Sebelum kita membicarakan jenis leasing

pesawat udara, pada prinsipnya ada 2 jenis leasing

yang diatur oleh Keppes Nomor 61 tahun 1988 tentang

Lembaga Pembiayaan. Adapun kedua jenis leasing

tersebut adalah :

Financial Leasing.

Adalah kegiatan sewa guna usaha, dimana penvewa
guna usaha pada akhir masa kontrak mempunyai hak
ops i untuk membeli obyek sewa guna usaha
berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.
Perusahaan leasing yang bergerak dalam jenis ini
adalah suatu lembaga keuangan Yang telah
mendapatkan {ijin darl Menteri Keuangan.

Bagi Lessee yang akan membutuhkan suatu barang
modal menentukan sendiri jenis serta spesifikasi

dari barang yvang dibutuhkan. Dan lessee



mengadakan negosiasi lengsung dengan supplier
mengenai harga, syarat-syarat perawatan serta
lainnya yang berhubungan dengan pengoperasian
barang tersebut.

Disini lessor hsnya berkepentingan mengenai
kepemilikan barang tersebut secara hukum. Lessor
akan mengeluarkan dananya untuk membavyar barang
tersebut kepada supplier dan kemudian barang
tersebut diserahkan kepada lessee. Sebagai
imbalan atas jasa penggunaan barang tersebut
maka |essee akan membayar secara berkasla kepada
lessor sejumlah uang yang berupa sewa untuk
jangka waktu tertentu sebagaimana telah
disepakati bersama.

Jumlah sewa ini secara keseluruhan akan meliputi
harga barang vang dibavar oleh lessor ditambah
faktor bunga barang serta keuntungan untuk pihak
lessor.

Jelaslah, bahwa lessor dalam {inancial leasing
hanya merupakan pemilik barang secara hukum,
sedangkan lessee merupakan pihak yang menikmati
kKeuntungan ekonomis atas barang terssbut.

Pada akhir masa kontrak, lessee mempunvai hak
pilih untuk membeli barang tersebut kepada

lessor atau mengadakan perjanjian leasing lagi
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untuk tahap yang kedua atas barang yang Sama.
Besarnya sewa serts masa lease yang kedua ini
jauh berbeda dengan Yang terdapat pada

perjanjian lease tahap pertama.

Operational Leasing.

Yaitu keziatan sewa guns usaha, dimana penyewa
guna wusaha tidak mempunyai hak opsi untuk
membeli obyek sewa guna usaba.

pada jenis leasing ini lessor membeli barang dan
kemudian menyewakan kepada lessee untuk jangks
waktu tertentu. Dalam praktek lesses membayar
sewn yang besarnya secara keseluruhan tidak
meliputi harga barang serta biayva yang telah
dikeluarkan oleh lessor.

Didalam muhentukun besarnys sewa, lessor tidak
memperhitungkan biaya-biaya tersebut karena
setelah masa lease berakhir diharapkan harga
barang tersebut masih cukup tinggl sehingga
dapat di lease kembali kepada calon lessee yang
lain. Disini secara jelas tidak ditentukan
adanya nilai sisa serta hak opsi bagi lessee,

seperti dalam [inancial |leasing. Setelah masa
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lease berakhir lessor merundingkan kemungkinan
dilakukannya kontrak lease dan mencari lessee
¥ang baru. Dari adanya beberapa kontrak lease
ini lessor mengharapkan keuntungannya. Selain
itu lessor juga menghareapkan adanya kemungkinan
keuntungan dari hasil penjualan barang tersebut
setelah masa lease berakhir, Pada operational
leaaing biasanya lessor bertanggung jawab

mengenal perawatan obyek lease tersebut.

Selain kedua jenis tersebut diatas, dalam
prakteknya banyak jenis-jenis leasing yang lain,
yang merupakan perkembangan dari kedua bentuk

leasing tersebut diatas, yaitu

1. Sale and lease back.

Sale and lease back merupakan sSuatu jenis
pembiayaan dengan FL £ & barang tersebut
sebenarnya berasal dari lessee, kemudian dibeli
oleh lessor. Selanjutnya, barang tersebut oleh
lessor disewakan kembali kepada lessee untuk
suatu periode tertentu. Biasanya bentuk sale and
lease back ini mengambil bentuk financial
leasing, oaleh karena lessor dari semula memang

tidak berkeinginan memiliki barang tersebut.
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Sehingga bentuk sale and lease back ini mirtip
dengan hutang wuang untuk suatu keperluan
tertentu dengan bayaran cicilan dimana barang
tersebut dipergunakan sebagai jaminan hutang.
Mekanisme dari perjanjian leasing Jjenis ini
jelas bahwa dari sisi lessee perjanjian ini
dibuat dengan tujuan yang berbeda dibandingkan
dengan direct finance lease. Lessee disini
memer lukan dana cash yang bisa dipergunakan
untuk tambahan moda | ker ja atau untuk
kepentingan lainnya. Disini kita temukan bahwa
sistem sale and lease back memungkinkan lessor
memberikan dana untuk keperluan apa saja kepada
kliennya. Yang diperlukan lessee hanyalah obyek
lease yang nilainya sesual dengan dana Yyang

diberikan.

Direct Finance Lesse.

Direct Finance Lease merupakan pengembangan
bentuk Financial leasing dimana barangnya tidak
dibeli terlebih dahulu oleh lessor dari lessee
seperti pada sale and lease back, tetapi Ilessor
membeli suatu barang dari pihak ketiga, yakni
suppllier, untuk kemudian barang tersebut

dileasingkan kepada pihak lessee. Jadi dalam hal
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ini, pihak lezszsee sebenarnva membutuhkan barang
modal wuntuk usahanya atau untuk keperluannya.
tetapi memerlukan bantuan biaya dari pihak
lessor untuk penggadaan barang tersebut. Antara
direct [inance lease dan sale and lease back ini
tidak ada perbedsaan vang mendasar mengenal Sewa,

residual value serta jangksa waktu lease.

Leveraged Lease.

Leveraged lease merupakan suatu jenis financial
leasing tetapi jauh lebih kompleks serta
melibatkan pihak ketiga. Jadi disini selain ads
lassor dan lessee, juga ada pihak ketiga yang
disebut "eredit provider”™. Lessor tidak
membiayai barang tertentu hingga sebesar 100%
dari harga barang melainkan hanya antara 20%
sampai 40%. Kemudian sisa dari harga barang
tersebut akan dibiavai oleh pihak ketiga.
Biasanva "leveraged leaga” ini dilakukan
terhadap barang-barang yang mempunyai nilai

tinggi .
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Crosa border lease.

Transaksi pada jenis ini merupakan suatu
transaksi transnasional karena melewati batas
suatu negara. Ini berarti bahwa antara lessor
dan lessee berada dan tunduk kepada hukum
nasional dan kedaulatan negara masing-masing.
Dengan demikian maka segi hukum dan perpajakan
masing-masing negara belum tentu sama, sSehingga
diperlukan pEnanzanan yang khusus untuk
transaksi jenis ini. Cross border Jlease ini
sudah memasyarakat dan dipratekkan di negara-
negara maju seperti di Eropa atau di Amerika
Eerikat. Barang=barang atau peralatan Yyang
ditransaksikan kedalam cross border lease atau
sewa guna finansial transnasional ini biasanya
meliputi mnilai jutaan dollar, seperti misalnya
pengadaan pesawat terbang jet. Dalam perjanjian
“"leveraged lease” maupun "cross border lease”
ini masing-masing memerlukan penguasaan
perpajakan, segi-segi hukum serta accounting

yang mendalam bagi pihak-pihak yang terlibat.
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Net Lease.

Ini merupakan bentuk financial leasing dimana
lessee yang menanggung resike dan bertanggung
jawab atas pemeliharaan barang, membayar pajak

dan asuransinya.

Het-Het Lease.

Jenis ini juga merupakan financial leasing
dimana lessee tidak hanyva menanggung resiko dan
bertanggung jawab atas pemeliharaan barang dan
membayar pajak saja, bahkan lessee harus juga
mengembal ikan barang kepada lessor dalam kondisi
dan nilai seperti pada saat mulainya perjanjian
leasing. Sering juga dipakal istilah Non-
Maintenance Lease baik untuk Net Lease maupun

untuk Net-Net Lease.

Full Service Lease.

Full service Lease disebut juga dengan Rental
Lease atau Oross Lease. Yang dimaksudkan adalah
leasing dengan mana pihak lessor bertanggung
jawab atas pemeliharaan barang. membayar

asuransi dan pajak.
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10.

Big Ticket Lease.

Jenis ini merupakan leasing untuk barang-barang
yang mahal, misalnya pesawat terbang, dan dengan
jangka waktu leasing vang relatif lama, misalnyva

sampai 10 tahun.

Captive Leasing.

Yang dimaksudkan dengan Captive leasing adalah
lensing yang ditawarkan oleh lessor kepada
langganan tertentu yang telah terlebih dahulu
ada hubungan dengan lessor. Dalam hal int,
biasanya yang menjadi obyek leasing adalah

barang yang merupakan merk dari lessor sendiri.

Third Party Leasing.

Third Party Leasing merupakan kebalikan dari
captive leasing. Dalam third party leasing inli
pihak lessor bebas menawarkan |leasing kepada
siapa saja. Jadi lessor tidak harus mempunyai

hubungan terlebih dahulu dengan lessee.

5



11. Wrap Lease.

12.

Wrap lease merupakan jenis yang biasanya pilhak
lessor tTidak mau mengambil resiko, sehingga
jangka waktunya lebih singkat dari bissanva.
Tetapi tentunya ini akan memberatkan lessee
karena dia harus membavar cicilan vyYang besar.
Karena itu pihak lessor biasanya melease kembali
barang tersebut KkKepada invester YANE A
menAnggung resiko, sehingga jangkas waktu leasing
bagi lessee akan menjadi lebih panjang, sehingga
cicilannya menjadi relatifl lebih kecil. Wrap
lease ini belum lazim d4i Indonesia, dan =sering
kali bentuk leasing seperti ini dipraktekkan

terhadap leasing komputer.

Straight Payable Lease, Secasonal Lease dan

Feturn on [Invesment Lease.

Pembagian kepada J jenis leasing inl adalah jika
dipergunakan kriteria "cara pembavaran” terhadap
cicilan harga barang oleh lessee kepada lessor.

Yang dimaksud dengan Straight Pavable Lease
adalah leasing yang cicilannya dibavar oleh
iessee kepada lessor tiap bulannnya dan dengan

jumliah cicilan vang selalu sama.



sedangkan Seasonal Lease adalah leasing yang
metode pembayaran cicilannya oleh lessee kepads
lessor dilakukan setiap periode tertentu.
Misalnya dibayar tiap 3 bulan sekall.

Kemudian Yang dimaksud dengan Eeturn on
Invesment Lease adalah suvatu jenis leasing
dimana pembayaran cicilan oleh lessee kepada
lessor hanya terhadap angsuran bungany¥a sSaja.
Sementara hutang pokoknya baru dibayar setiap
akhir tahun dari keuntungan yang diperoleh oleh

perusahaan lessee.
(Munir Fuady, 1995 : 19-25)

Dari jenis-jenis leasing yang disebutkan
diatas, dalam prakteknya terdapat beberapa jenis
perjanjian leasing pesawat udara, baik YANE
dilakukan secars nasional maupun Internasional.

Adapun bentuk tersebut adalah sebagai berikut !

a. Operational Leasing;
b. Financial Leasing;
c. Sale and lease Back;
d. Sub-lease;

e. Leveraged Lease;

. Cross Border Lease)
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E. Feuntungan dan Eerugian Leasing Pesawat Udara.

Leasing yang sudah berkembang lebih dari
sepuluh tahun di Indonesia ternyata memberikan suatu
harapan yang baik. Ini disebabkan adanya dukungan
pemerintah maupun dukungan masyarakat bisnis yang
Secara langsung telah memperoleh manfaat dan
keuntungan dari leasing ini, baik bagi perusahaan

leasing maupun perusahaan penerbangan.

Didalam prakteknya, jika kita pelajari maka
ada keuntungan dan kerugiannya menggunakan lembaga
leasing ini. EKeuntungan dan kerugian didalam
penggunaan lembaga leasing inipun bisa diterapkan
kapada pelaksanaan lembaga leasing Peasawat Udara di
Indonesia. Adapun keuntungannya adalah sebagal

berikut
4. Penghematan modal.

Dengan memanfaatkan sistem pembayaran melalui
leasing dalam pengadaan pesawat wudara, maka
lessee bisa mendapatkan dana guna membeli
paralatan atau mesin-mesian untuk proses
produksinya sebesar 100 ¥ dari harga beli barang

tersebut. Sehingga lesses hisa memanfaatkan
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modal uang tunai yang tersedia untuk keperluan
lain misalnya membiaval pengadaan fasilitas

kantor dari perusahaan penerbangan tersebutl.

Menguntungkan cash [low.

Bagi perusahaan penerbangan yang cash [lownya
kurang liquid dan memerlukan dana investasi
mesin secepat mungkin maka leasing adalah
pemilihan yang realistis sebagai sumber dana
karena proses leasing pesawat udara jauh lebih
singkat [cepat waktu). Juga untuk sSuatu
investasi, maka besarnyas sSewa juga  bisa

disesuaikan dengan kemampuan cash flow yang ada.

TANpa AguUNAN.

Bagi perusahaan penerbangan yang tidak memiliki

agunan maka akan sangat sulit mendapatkan
kredit bank, terutama bank-bank swasta nasional.
Karena faktor collateral merupakan faktor mutlak
dalam kredit bank. Sehingga alternatif
pembiavaan pengadaan pesawat udare melalui

leasing merupakan satu-satunya jalan keluar.
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Sangat Fleksibel.

Pengartian fleksibel disini bersifat sangat luas
dan merupakan cirl utama bagi kelebihan leasing
dibandingkan dengan kredit bank. Fleksibilitas
ini mencakup struktur kontraknva, besar
pembayaran sewa, jangka waktu serta nilai

sisanya (residual valua).

Cocok untuk barang modal dengan teknologi

canggih.

Leasing sangat cocok untuk barang modal yang
mempunyal teknologi vang sangat cepat berubah
dan tinggi, misalnya pesawat terbang jet, yang
diproduksi oleh masing-masing manufacturer.
Untuk efisiensi maka pesawat udara ini akan
kurang menguntungkan jika dibeli dengan uang

sendirli, apalagi meminjam pada bank.
Tax Benefit (tax advantage).

Perusahaan penerbangan yang neraca rugi labanya
dalam posisi untung sebaiknya menggunakan
laasing sebagai alternatif pembiayaan investasi
ekspansinya. Sebab akan meringankan pembayaran

pajak vang dikenal dengan "tax benefit™. Hal ini
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disebabkan karena status kepemilikan didalam
leasing adalah ditangan lessor, sehingga seluruh
lesase paymentnya oleh lessee dapat dijadikan
"unsur biava®, dan yang membayar pajak adalah
pihak lessor, lessee tidak kena pajak. Dan tax
benefit bisa dinlkmati melalui finance lease
dengan 3 syarat, vaitu :

1. Lesses memiliki hak opsi untuk membeli.

2. Saluruh pembayaran lessee dibayar penuh.

1. Masa lease minimum 2 tahun, 3 tahun dan 7

tahun.

off Balance Sheet.

Tanpa adanya maksud untuk melakukan window
dressing, leasing pesawat udara sesual dengan
kebutuhannya bisa dibukukan dengan menggunakan
off balance sheet, artinya transaksi leasing
pesawat udara tidak tercatat di Neraca lesses,
karena bukan aktiva perusahaan lessee, tetapi
aktiva perusahaan lessor. Di Indonesia untuk
keperluan perhitungan pajak digunakan off

balance shest.

Fixed Rate Lease Payment.

Leasing pesawat wudara dapat memberikan fixed
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rate lease payment yang mana blasanya tidak
dapat diberikan oleh bank. Keuntungannya antara
lain memudahkan perusahaan untuk membuat budget
baik ecash flow maupun projected i{ncome. Untuk
negara-negara yang tingkat inflasinya tinggil,
fixed rate lease ini sangat menguntungkan pihak
lessee, tidak ada resiko kenaikan biaya karena
kenaikan bunga. Sehingga tingkat pembayaran

tetap meskipun terjadi inflasi.

Disamping keuntungan seperti yang talah
disabutkan diatas, sabanarnya terdapat juga
kelemahan darli lembaga pembiayaan dengan cara
leasing imi. Sungguhpun kelemahan tersebut dalam
banyvak hal dapat ditekan seminimal mungkin. Dan
kelemahan dari leasing ini penulis anggap sebagai
permasalahan-permasalahan yang timbul dalam
lpan::unlnn lembaga leasing pesawat udara tersebut di

dalam prakteknva di Indonesia.
Adapun kelemahannya adalah sebagai berikut :
a, Biaya bunga yvang tinggi.

Earena perusahaan leasing juga memperoleh biaya
dari bank, maka pada prinsipnya keberadaan

lessor hanyvalah sebagail perantara saja dalam
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menyalurkan dana kepada lessee. Untuk itu
tentunya lessor akan mendapat keuntungan margin
tertentu. Eonsekwensinya perhitungan bunga,
ataupun kompensasi tarhadap bunga dalam
transaksi leasing akan relatif lebih tinggi.
Akan tetapi{ hal ini tidak konsisten, karena
dalam prakteknya ada perusahaan leasing nasional
vang menerapkan suku bunga dalam transaksi
leasing pesawat udara, sama dengan suku bunga
pinjaman kredit di bank, bahkan bisa lebih

rendah.

Biaya Marginal tinggi.

Hal ini merupakan sisi lain dari mata uang dalam
transaksi leasing. Sebab, disatu pihak leasing
banyak memberikan kemudahan bagi lessee, tetapi
dilain pihak lain justru berbagai kemudahan
tersebut tidak mungkin diberikan secara gratis,
melainkan dengan cost-cost tertentu. Disamping
ftu eksistensi lessor sebagai perantara antara
penyadia dana dengan pihak lessea, hal ini yang
menyebabkan mata rantai distribus{ dana menjadi
lebih panjang. Tentunya berpengaruh pula
terhadap cost, vang menjadi lebih tinggi.

mengingat perantara juga memerlukan fee tertentu
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sebagai kompensasi atas jasa-jasanva. Namun
demikian cost-cost tersebut sampali batas-batas
tertentu masih dapat ditekan. Didalam lease
agreement blasanya ditentukan cost-cost tersebut

ditanggung oleh pihak lessee atau lessor.

Kurangnya perlindungan hukum.

Leasing termasuk bisnis yvang loosely regulated,
demikian juga dengan leasing pesawat udara,
sehingga perlindungan para pihak hanya secbatas
itikad baik dari masing-masing pihak, yang
Semuanya dapat dituangkan dalam bentuk
perjanjian leasing. Dalam hal ini akan berlaku
prinsip pasar, antara permintaan dan penawaran,
dari legssaa dengan lessor. Sebagai
konsekvensinva, pihak vang mempunvai kedudukan
lamah akan tergilas, dan kurang terlindungi.
Disamping itu kurangnya pengaturan hukum
menyebabkan kurang terjaminnya unsuf falrness,
dan bisnis leasing pesawat udara akhirnya tidak
prediktable dan kurang mendapatkan Kkepastian

hukum.
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Proses Eksekusi Leasing Macet yvang sulit.

Tidak ada suatu prosedur yvang KkKhusus terhadap
eksekusi leasing yvang mengalami kemacetan dalam
pembayarannya. Oleh kKarenma itu jlka terjadi
sengketa haruslah beracara seperti biasa lewat
pengadilan dengan prosedur biasa. Hal ini
tentunya akan menghabiskan waktu dan biaya
disamping tidak predictable. Selain itu jika
sengketa terjadi, maka selama itu pula barang
leasing berada dalam keadaan status gquo, Yang
bararti barang leasing tersebut tetap dikuasai
dan dipergunakan oleh lessee. Dan akibatnya
nilai ekonomisnya semakin lama semakin berkurang
akibat proses amortisasi vang biasanyva relatif

cepat.

(Munir Fuady, 1995 : 35-37).
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BAB III

PELAKSANAAN LEASING PESAWAT UDARA DI INDONESIA.

A. JENIS-JENIS TRANSAKSI LEASING PESAWAT UDARA DI
DALAM PRAKTEK.

Dalam suatu transaksi leazing pada
umumnya, minimal terdapat 3 pihak yang terlibat.
vaitu lessor, lessee, dan supplier. Hal in{
berlaku pula terhadap Ileasing pesawat wudara,
Dimana dalam perkembangannya tidak hanya terdiri
dari 3 pihak tersebut diatas, tetapi juga
melibatkan pihak lain, yaitu pihak ke-3 vyang
biasanyva dinamakan Lenders (kreditur) dan Trustee
(penjamin). Lenders dan trustee inipun tidak
hanya seorang tapi bisa beberapa orang yang
membentuk sebuah konsorsium ‘untuk membiayai
pembelian pesawat wudara dari pabrik pesawat

Udara.

Untuk memudahkan pembahasan, maka penulis
menggolongkan transaksi leasing pesawat udara
yang terjadi dalam prakteknva di Indonasia

menjadi 2 golongan, yvaitu :
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. Transaksi leasing pesawat udara yang dilakukan

olah perusahaan leasing nasional {LESSOR )
dengan perusahaan penerbangan nasional

(LESSEE).

Transaksi leasing yang dimaksud adalah
transaksi leasing pesawat udara yvang dilakukan
antara perusahaan leasing nasional dengan
perusahaan penarbangan nasional , dimana
perusahaan leasing nasional tersebut bertindak
sebagal lessor dan pemilik pesawat udara,
sedangkan perusahaan penerbangan YAang

mendaftarkan pesawat udara tarsebut agar

mendapatkan tanda kebangsaan dan dapat
beroperasi di Indonesia. Perusahaan
penerbangan tersebut sekaligus bertindak

sebagal lessee.

Bari hasil penelitian penulis diperoleh
data bahwa di Indonesia hanva terdapat sebuah
perusahaan leasing vang dimaksud diatas, yaitu
PT. PANN MULTI FINANCE (selanjutnya disebut
sebagali PT. PANN), vang berstatus sebagai Badan
Usaha Milik Negara, dimana 93 X sahamnya
dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini

Departeman Eeuangan, sedangkan yang 7 )
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sahamnya dimiliki plah Bank Pembangunan

Indonesia (BAPPINDO).

PT. PANN merupakan satu-satunya
perusahaan pembiayaan leasing nasional vang
bertindak sebagai pemilik sekaligus sebagai
lessor dalam leasing pesawat udara yang
diadakan di 1 ndonesia. Dan sampai saat ini
memang belum ada satupun perusahaan leasing
nasional yang bertindak seperti PT PANN. Hal
ini disebabkan karena harga pesawat udara
tersebut sangat mahal. Sehingga dana yang
dibutuhkan untuk pembelian pesawat udara
tersabut sangat tinggi. Dan sampai saat ini
belum ada perusahaan pembiayaan lain yang mampu
menyaingi atau melakukan transaksi leasing

pesawat udara separti PT PANN tersebut diatas.

Sampali saat ini PT. PANN telah
meleasingkan pesawat udaranyva sebanyak 10 buah,
dengan jenis Boeing 737-200, yang dibeli dari
perusahaan penerbangan milik Lufthansa-Jerman.
Adapun yang bertindak sebagal lesseenva adalah
4 perusahaan penerbangan nasional Indonesia,

yaitu: Merpati, Sempati, Mandala, Bourag.
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Jenis leasingnya adalah financial lease
dan operating lease, dengan jangka waktu
berkisar antara 10 sampai dengan 12 tahun, dan
bisa diperpanjang kembali, jika hak opsi tidak

digunakan.

Transaksl leasing pesawat udara vang dilakukan
oleh perusahaan leasing Luar Negeri (LESSOR)
dengan perusahaan penerbangan nasional

(LESSEE).

Transaksi leasing pesawat udara secara
Internasional ini maksudnya vang bertindak
sebagal lessor dan pemilik pesawat udara adalah
Perusahaan pembiayaan leasing yang berkedudukan
di luar negeri dan tunduk pada Hukum Nneégaranya
masing-masing. Sebagai lessee adalah perusahaan
penerbangan ‘Indonesia yang tunduk pada hukum
Indonesia, dan sebagai pihak lessce yang
mendaftarkan serta mengoperasikan pesawat udara

tersebut di Indonesia.

Didalam struktur transaksi leasing
pesawat wudara antara perusahaan penarbangan
Indonesia dengan perusahaan leasing luar negeri

terlihat lebih kompleks, karana terkadang
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meélibatkan pihak lain selain para pilhak vyang
disebutkan diatas, vang sering disebut sebagai
"provider credit”, dalam bentuk leveraged lease

untuk jenis leasing Cross Border Lease.

B. MEEANISME LEASING PESAWAT UDARA DALAM PRAKTEE.

Dari pengolongan tersebut diatas, dapat
dikemukakan Mekanisme dari transaksi leasing pesawat
udara baik yang dilakukan oleh perusahaan leasing
nasional maupun oleh perusahaan leasing luar negeri
dangan perusahaan penerbangan di Indonesia, di dalam

praktak adalah sebagai berikut :

1. Lessee dalam hal ini perusahaan penerbangan yang
membutuhkan pasawat udara untuk kegiatan
oparasional _plru:nhunnnrl menghubung i dan
merundingkan kebutuhan pesawatnya dengan penjual
pesawat wudara, dari dalam maupun luar negeri.
Lesses kemudian menentukan Jenis, tipe, harga,
potongan harga, jangka waktu dan pengiriman
pesawat udara serta pemasangan jaminan purna
jual. Jadi hal-hal diatas seperti menentukan
supplier atau penjual sampai kepada jenis pesawat

yang diinginkan sepenuhnva dilakukan oleh lessee.
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Jika kriteria pesawat vang diinginkan telah
didapatkan oleh lessee, maka Lessee kemudian
menghubungi dan merundingkan kebutuhan pembiayaan
pesawat udara tersebut dengan calon penyedia dana
{bisa seorang/beberapa lessor). Pokok-pokok yang
dirundingkan maliputi : jumlah pembavaran, jangka
waktu, penyerahan pesawat, jaminan uang tunai,
nilai residu, asuransi dari pesawat udara
tersebut serta persyaratan-persyaratan lainnya.
Jumlah pembayvaran dalam leasing biasanya
ditentukan oleh harga pesawat udara, jaminan uang
tunai, nilal sisa, jangka waktu dan tingkat suku
bunga yang harus juga menjadi pertimbangan
sebalum melakukan transaksi leasing pesawat

udara.

Lesses kemudian melakukan negosiasi dengan
penjual pesawat udara atau suplier mengenai
harga, tipe, perawatan dan lain sabagainya,
sesual dengan kriteria vang telah ditentukan
dalam sub (1) diatas. Jika antara suplier/penjual
pesawat udara dan lessee telah ada kata sepakat,
maka tahap selanjutnya adalah menentukan calon
penyedia dana atau lessor. Lessor ini bisa berupa

aorang/badan hukum Indonesia maupunm asing Yang
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mempunyai ijin dan kemampuan untuk membe L i
pesawat wudara. Jika lessor tersebut lassor luar
negari biasanya tidak hanya terdiri dari satu
orang/badan hukum, dia bisa berupa Kkonsorsium
atau sindikat leasing dari beberapa orang/badan
hukum, dalam leasing pesawat udara EBcara
Internasional akan muncul pihak-pihak seperti
vang dikemukakan diatas vaitu para lenders dan
para trustee yang bertindak sebagai provider
credit, dan jenis leasingnya bervariasi berupa
leveraged lease, ataupun cross border lease,
Dalam praktek bentuk/jenis leasing seperti ini

yvang sering dilakukan.

. Adanva Evaluasi dari pihak lessor terhadap

permohonan leasing pesawat udara yang diajukan
olah lessee kepada lessor. Dan hasil evaluasi

dari lessor akan dikirimkan kepada lessea.

Jika permochonan lessee diterima, salanjutnya
lassor akan mengirimkan surat penagasan
(confirmat ion latter) kepada lessoa dengan
disertai syarat-svarat umum tentang persetujuan
lessor untuk membiayai pesawat udara vang
dibutuhkan lessee tersebut. Apabila confirmation

letter tersebut diterima oleh lesseaea, maka

92



segeralah ditanda-tangani aleh lessee dan

dikirimkan kembali kepada penyedia dana (lessor).

Setelah semua persyaratan dipenuhi oleh lessee,
maka ditanda-tangani lease agreement oleh lessor
dan lessee. Pada saat penandatanganan tersebut

Lessee berkewajiban untuk membayar biaya-biaya

sebagaimana disebutkan di Bab IV Bagian III.3.f

(halaman 131) dan menyerahkan dokumen-dokumen

sebagal berikut

4. 1Ijin-I1jin dan sertifikat-sertifikat untuk
mengimport dan mengoperasikan pesawat udara.

b. Polis asuransi.

c. Berita acara serah terima pesawat udara yang
akan ditanda-tangani segera satelah
diterimanya dokumen tersebut.

d. Serah terima pesawat udara akan dilaksanakan
di bandar udara penjual atau tempat lain vyag
akan ditetapkan oleh pemilik pesawat udara.

Dalam kesempatan yvang sama Penjual menyerahkan

dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pelaksanaan

perjanjian leasing pesawat udara tersebut kepada

lessar.

Setelah semua persyaratan diatas terpenuhi, maka
Fenjual mengirimkan pesawat udaranya dalam
keadaan utuh siap terbang dan telah mempunval
tanda kebangsaan Indonesia (PK), kepada lessee

untuk dioperasikan diwilayvah Indonesia.
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8. Lessor melaksanakan pembayaran pesawat udara
tersebut kepada penjual secara tunai atau menurut
pembayvaran vang telah ditentukan dalam purchase
agreement. Untuk selanjutnya lessee akan membayar
harga pesawat tersebut dengan cara leasing kepada
lessor sesuai dengan ketentuan yang disepakati

didalam lease agreement.

C. PROSEDUR FPENDAFTARAN PESAWAT UDARA YANG DIPEROLEH
DENGAN CARA LEASING DI INDONESIA.

Sebagaimana telah dijelaskan didalam bab I,
bahwa pada prinsipnya ketentuam yang meangatur
mengenai tata cara pendaftaran pesawat udara yang
diperoleh dengan cara leasing di dalam
pelaksanaannya di Indonesia, belum diatur secara
khusus dalam ;ul:u Undang-Undang, akan tetapi
didalam pasal 9 ayat (2) sub (b) Undang-Undang No.
15 tahun 1992 tentang penerbangan, memperbolehkan
pesawat udara yang diperoleh dengan cara leasing
oleh orang mavpun badan hukum asing untuk beroperasi
di Indonesia, dengan jangka waktu pemakaian minimal
2 tahun secara terus menerus berdasarkan perjanjlan

leasing terssbut.
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Ketentuan inilah vang menjadi pedoman bagi
pemerintah kita {dalam hal ini Departemen
Perhubungan) wuntuk secara administratif membear i
tanda kebangsaan pesawat udara kepada pemchon agar
dapat mengoperasikan pesawat udara yang dipercleh

dengan cara leasing di Indonesia.

Sebenarnya jika kita melihat Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 78/AU 001 /PHB-86 disana
disebutkan mengenai syarat-syarat pendaftaran dan
Operasional pesawat udara yang diperoleh dengan cara
leasing. Dan ketentuan ini yang dipakai sampai

sekarang.

Jadi, jelas bagi perusahaan penerbangan Yyang
mendapatkan pesawatnya dengan cara leasing menurut
Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992 diperbolehkan
untuk nen:upatuéiknn pesawat udaranya di Indonesia.
Sedangkan syarat-syarat dan tata caranya diatur oleh

Keputusan Menteri Perhubungan No.EM/78/AUDD1/PHB-B6.

Kewajiban pendaftaran pesawat udara yang
diparoleh dengan cara leasing tersebut dapat
dilakukan oleh Perusahaan leasing vang dalam hal ini
bertindak sebagai pemilik pesawat udara (lessor]

atau aleh perusahaan penarbangan, berdasarkan
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perjanjian leasing.

Adapun bagi perusahaan leasing yang akan
melakukan perjanjian leasing pesawat wudara harus

meéemenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

a. Memiliki 1ijin usaha dalam blidang usaha leasing
yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

b. Membuat perjanjian leasing dengan perusahaan
penerbangan yang diberi 1ijin operasi untuk
mengoperasikan pesawat udara di Indonesia, dan
dapat membuktikan bahwa pesawat udara tersebut
akan dioperasikan aleh perusahaan penerbangan
sesual jangka waktu yang diperjanjikan (Minimal

2 tahun]).

Dalam prakteknya, perusahaan penerbangan
yang harus mendaftarkan pesawat tersebut untuk dan
atas nama lessor, di Direktorat Sertifikasi dan
KFelaikan Udara Dirjen Perhubungan Udara Departemen
Perhubungan, bardasarkan perjanjian Ileasing yang

dibuat oleh para pihak.

Jadi, para pihak dalam transaksi leasing
secara nasional maupun internasional dapat
mendaftarkan pesawat udara tersebut di Indonesia

untuk meminta tanda kebangsaan. Tanda kebangsaan
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pesawat Udara akan diberikan kepada pesawat udara,
jika pesawat wudara tersebut memeénuhi persyaratan
untuk diberi tanda kebangsaan Indonesia, berupa code
huruf PE. Akan tetapi hanya perusahaan penerbangan
Indonesia vang diperbolehkan mangoperasikan pesawat

tersebut, baik untuk penerbangan komersial maupun

non komersial. Perusahaan leasing tidak
diperkenankan untuk mengoperasikan sendiri
pesawatnya.

Dan syarat-syarat pendaftaran maupun

operasional pesawat udara yang diperoleh dengan
perjanjian sewa guna usaha sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor

EM/78/AUDDY /PHE-B6 tersebut sebenarnya mengacu
kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Civil Aviation

safety Regulation (CASR) tahum 1960.

Adapun prosedur/mekanisme pendaftaran dan
pemberian sertifikasi kelaikan terbang bagi pesawat
udara vang diperoleh dengan cara leasing tersebut
adalah sebagai berikut : (Wawancara dengan Bapak
¥Wahvu Satrio Utomo selaku Kabag Penyusunan Feraturan
Perundang-Undangan di Biro Hukum dan Kerjasama Luar

Nageri Departemen Ferhubungan)
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Tahap pertama yang harus dilakukan adalah, pihak

perusahaan penerbangan yang bertindak sebagai

operator pesawat wudara tersebut, mangajukan
permchonan kepada Direktorat Jendral Perhubungan

Udara (DITJENUD) untuk mendapatkan ijin dan

tanda kebangsaan poasawat udara Indonesia.

Pemilik pesawat wudara tersebut dapat berupa

orang/badan hukum Indonesia, maupun orang/badan

hukum asing vyang melakukan kerjasama dengan
orang/badan hukum Indonesia, vyang dilengkapi
dengan persyaratan sebagai berikut

a. Melampirkan Lease agreement para pihak.

b. Surat pernyvataan dari lessor/pemilik pesawat
udara yang menyatakan bahwa pesawal yang
barsangkutan dapat didaftarkan di Indonesia
dan tidak akan didaftarkan dinegara lain
selama berlangsungnya perjanjian sewa guna

usaha (minimal 2 tahun).

Jika permohonan dan persyaratan tersebut diatas
telah lengkap, maka DITJENUD akan mengirimkan
tembusan permohonan tersebut kepada Menteri
Perhubungan ¢q. Departemen Perhubungan, dan
Departemen Perhubungan akan meneliti kemball

permohonan dan kelengkapannya.
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Menjawab surat permohonan tersebut diatas,
selanjutnya diterbitkan surat persetujuan oleh
Menteri Perhubungan c.q. Departemen Ferhubungan
yang ditujukan kepada pemilik pesawat udara
{Lessor) ataupun perusahaan penerbangan yang
mendaftarkan pesawat tersebut, disertai tembusan
ke Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara,
bahwa pesawat udara tersebut diijinkan dan dapat
didaftarkan di Indonesia untuk beroperasi

diwilavah negara Indonesia.

. Eemudian pihak yang mendaftarkan agar

menyertakan persyaratan lainnya berupa surat
persetujuan dari Prasiden {diwakili oleh
Mensekneg) mengenal mengadaan dan perclehan
pesawat udara vang dimaksud, dan surat
persetujuan dari Menristek / Ketua BPPT sebagai
pertimbangan penerapan teknologinya di

Indonesia.

Kemudian pendaftar pesawat udara tersebult juga
membuat surat jaminan, vang intinya jika terjadi
default, maka Menteri Perhubungan cq. Departemen
Perhubungan akan mancabut pendaftaran pesawat

tersebut dari tanda kebangsaan Indonesia dan
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mengeluarkan pesawat udara tersebut dari wilayah

negara RI.

Jika persyaratan tersebut diatas telah terpenuhi
maka akan diproses dan dikirim ke Direktorat
Sertifikasi dan Kelaikan Udara Dirjen
Perhubungan Udara, untuk memasuki tahap validasi
darli pesawat udara tersebut, baik secara dokumen
maupun teknis wuntuk mendapatkan sertifikat

kelaikan udara dan sertifikat pendaftaran.

Pemeriksaan secara dokumen terhadap pemilik
pesawat udara/lessor oleh Direktorat Sertifikasi
dan FKelaikan Udara dilakukan dengan mengisi
suatu formulir vang dinamakan "Document
evaluation for new registered aircraft-list"”

{lampiran-1}.

ndlpuﬁ dalam pengisian formulir tersebut
pihak lessor atau pemilik pesawat udara tersebut
harus memenuh i manyertakan dokumen-dokumen
sebagai berikut : (Wawancara dengan Bapak Wisudo
dari Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara

Dirjen Perhubungan Udara)
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. Mempunyai Ijin operasi dan penambahan/

pemasukan pesawat ke Indonesia dari Menteri
Perhubungan cg. Dirjen Perhubungan Udaral.

Melampirkan lease agreement pesawat udara
tersebut. Jika pesawal udara tersabut
diperoleh dengan cara leasing, agar
mendapatkan tanda kebangsaan Indonesia, maka
minimal jangka waktu leasing tersebut adalah

2 (dua) tahun dan bisa diperpanjang.

Bukti mengenai penghapusan tanda pendaftaran
pesawat udara tersebut dari tempat yang lama,
jika pesawat udara tersabut pesawat udara
bekas, dalam sebuah pernyataan sebagaimana

disebutkan didalam point 1.b. diatas.

Jika persyaratan tersebut telah terpenuhi
maka tahap selanjutnya Direktorat Sertifikasi
dan Kelaikan Udara akan melakukan pemeriksaan
secara teknis terhadap badan pesawatl dan
kondisi kelaikan terbangnya, termasuk
mempunyal ijin frekwensi penggunaan pemancar

radio, dan sertifikat keselamatannya.

. Menyertakan bukti pembayaran bea masuk

pesawat udara ke Indonesia (tarif) sebagai

pajak yvang harus dibayarkan kepada negara.
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Adanya suatu jaminan dari negara penjual
bahwa pesawat tarsebut hanya wmemiliki satu
tanda kebangsaan (export certificate of

afrworthiness).

. Menyebutkan Tipe atau jenis pesawal tarsabut ,
dengan kualifikasi baik secara teknis,
ekonomis, dan faktor lainnya agar dapat
terbang di wilayvah di Indonesia. Secara
teknis artinya pesawat udara tersebut memang
berhak mendapatkan sertifikat kelaikan udara.
Secara ekonomis artinya pasawat udara
tersaebut tidak hanya dapat dioperasikan
secara komersial oleh pilot-pilot Indonesia,
akan tetapi jika terjadi kerusakan maka
teknisi-teknisi vang dimiliki oleh perusahaan
penarbangan tersebut dapat menangani dan
memperbaikinya. Sedangkan faktor-faktor lain
yang parlu diperhatikan adalah faktor
bandara, untuk jenis pesawat wudara Yang
dimaksud apakah dapat mendarat di Bandara
tersebut atau tidak, kemudian pesawat udara
tersabut secara komersial bertentangan atau
tidak dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun

1980.
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h. Jika persyvaratan tersebut telah lengkap dan
terpenuhi, maka Dirjen Perhubungan Udara e¢q.
Direktorat Sertifikasi dan Kelaikan Udara
akan mengirimkan timnya untuk malihat
langsung kondisi{ pesawat udara tersebut di
tempat penjual. Jika tidak ada masalah maka

dikeluarkan dua sertifikat, yaitu:

1. Sertifikat Relalkan Udara (certificate of
airworthiness) - lihat lampiran-=2.
2. Sertifikat pendaftaran pesawat (certifikat

of registration) - lihat lampiranm-3,

i. Jika kedua sertifikat tersebut telah
diberikan, maka dibuatkan berita acara serah
terima penyverahan pesawat udara tersebut dari
penjual kepada pembeli atau pemilik pesawat
udara yang baru yang telah memiliki bendera
dan tanda kebangsaan Indonesia (yaitu PK)
dibandara wudara penjual. Dan pesawat udara
tersebut akan langsung diterbangkan aleh
oparataor lessae, untuk dibawa dan
dioperasikan di Wilayah negara Republik
Indonestia. Sehingga penyerahan pesawat udara
tersebut tidak dilakukan di Indonesia, tetapi

di negara penjual pesawat udara tersebut.
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PELAKSANAAN LEASING PESAWAT UDARA DI PT. GARUDA

INDONESIA.

0. 1. Latar Belakang.

PT. Garuda Indonesia (selanjutnya disebut
sebagai GARUDA saja) sebagai suatu perusahaan
penarbangan nasional, yang merupakan BUMN
Departemen Perhubungan ini mulai beroperasi
pada tanggal 31 Maret 1950, dengan sejumlah
paesawat yang diterima pemerintah RI pada waktu

itu dari perusahaan penarbangan KLM.

Armada GARUDA vang pertama adalah wuntuk
melayvani penerbangan dalam negeri, yang terdiri
dari 20 pesawat DC-3/C-47 dan B pesawatl jenis
PEY-Catalina Amphibi. Jaringan penerbangan
tersebut diperluas pada tahun 1960-an dan
meliputi selu;uh wilayah Republik Indonesia
kecuali Irian Jaya, sedangkan keluar negeri
menjangkau kota-kota Singapure, Bangkok dan

Manila.

Dalam perkembangannya di tahun-tahun
sekarang int GARUDA dengan jumlah pegawal
sekitar 14.190 orang., telah merentangkan

sayapnya sampai ke 35 negara tujuan di dunia,
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dan 20 tujuan domestik. Dengan total armada 60
pesawat udara, GARUDA telah berusaha untuk
meningkatkan pelayanan, bahkan mulai mengganti
pesawat-pesawvat Yyang lama dengan pesawatl yang
dapat menunjang kemajuan perusahaan, yaltu
dengan pesawat penumpang dan barang bermesin Jet

berbadan lebar.

Dihadapkan pada kKenyataan bahwa teknolog:
kedirgantaraan telah maju sedemikian pesatnya,
khususnya pesawat bermesin jet berbadan lebar
untuk mengangkut penumpang dan barang, sSehingga
menimbulkan persaingan seru antara ketiga pabrik
pembuat pesawat jet penumpang herbadan lebar
tersebut, yakni Boeing Co, Mc. Donnel Douglas

Corp dan Airbus Industri.

sebagai- langkah awal untuk mewujudkan
tujuan tersebut ditahun 1996, pihak perusahaan
penarbangan Garuda memutuskan untuk menambah
armadanva dari pabrik pembuat pesawatl Alrbus
Industri dan Boeing, dengan rincian sebagai

barikut
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Ka Jenis Pesawal Jumlah

1. B F77 15

2 B T737-500 12

3 & 300 atau A 350 i
TOTAL = 16

S eSS s S S E I NI IS S S S S SN EENEEEEESEESE

Dengan suratnya tertanggal 153 Agustus
19946 Nomor B-269/M. Sesneg/8/1996 Bapak Presiden
melalui Menteri Negara Sekretaris Negara telah
menvetujui tentang pengadaan/pengunaan pesawat

untuk jenis yang dimaksud diatas.

Sehingga diperkirakan menyongsong tahun
2000-an PT. Garuda Indonesia akan mempunyai
banyak armada pesawat dari generasi teknologi
terbaru, vang dikenal dengan generasi ketiga
pesawat barmesin jet.

Dalam neraca pembayaran, agar penggadaan
pesawat udara tersebut tidak mengakibatkan beban
pinjaman negara, dapat dilaksanakan dengan cara
leasing. Akan tetapi penggadaan pesawat udara
dengan cara leasing tersebut dilakukan secara

bertahap.
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D. 2. Data Pesawat Udara yang Dileasingkan.

Dari 60 armads pesawat udara milik GARUDA
yang beroperasi, ternyata ada 19 pesawat wudara
yang cara penggadaannya dilakukan dengan cara
leasing. Adapun jenis leasing pesawat udara yang
dilakukan bermacam-macam, sebagaimana terlihat

dalam tabel dibawah ini :

nl:n:n;=::::::nnz::::::::===n-:---========1BIII=======E=

Tipe Jenls Jangka Nilai Lessor Jml.
Pesawatl Leasing Waktu Lease
{tahun) (juta)

A=330-300 opP 12 US$650 Gie Sulawesi 6
Afirbus B& S&LB 5 uss s0 Alrspeed &
A-330-300 s-L 12 uss 5 Gie Sumatra 2
MD-11 oP 12 Us$300 MD-FC 1
MD-11 oP a Uss115 MD-FC 3
B-747=-200 SELB 538 . 1
TOTAL = 149
=ssEEEIEEEES s E S E S EERE lll'ﬂ':.::F#q"—ﬂ:l"”:ﬂl::::==‘==lt-lﬂ ==

Esterangan :

- op = Operational Leasing.

- S&LB = Sale and Lease Back.

- &=L = S5ub Lease.

Dari bermacam=-macam jenis leasing pesawat
udara vang dilakukan oleh GARUDA diatas, maka
bentuk Sale and Lease Back adalah bentuk leasing
vang perlu mendapatkan perhatian karena adanya

suatu korelasi antara pengadaan dengan cara jual

107



beli dan sewa menyewa, serta pembiayaan dengan
cara loan, Dimana di dalam Sale and Lease Back
ini ada syarat wutama yang Ctertuang dalam
perjanjian pembelian (purchase agreement) bahwa
penjual harus menvewa kembali barang yang telah
dijual kepada pembeli. Sehingga kedudukan
pembali tersabut dalam perjanjian leasing (lease
agreement) adalah bertindak sebagai pemilik dan

lassor dalam Sale and Lease Back.

Jadi, sebenarnya dalam Sale and Lease
Back kepentingan dari penjual adalah untuk
mendapatkan pembiavaan. Sehingga banyak para
ahli vang mengatakan bahwa Sale and lease back
sebagai finance lease, terutama dari segi

akuntasi karena adanva akulsisi cost.

Dan jika kita perhatikan tabel diatas,
dapat disimpulkan bahwa, dari 19 pesawat udara
vang dileasingkan tersebut, maka jenis leasing
yang banyak dilakukan oleh GARUDA , adalah
Operational Leasing, vaitu sebanyak 12 buah.
Sebenarnya cara ini dilakukan, karena adanya
Paket Kebijaksaan Luar Negeri di tahum 1995 dari
peameérintah yang diperlakukan bagi Badan Usaha

Milik Negara, agar dengan cara ini tidak
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memberatkan neraca pesrusahaan (off balanced) dan
pemerintah. (Wawancara dengan Bapak Jimmy
Tombukan, SH, di biro Hukum PT. Garuda

Indonesia)

D. 3. Cross Border Lease [ Sawa Guna Usaha

Intarnasional di PT. Garuda Indonesia.

Didalam mengadakan pesawat wudara untuk
mendukung pelayanan umum di dalam negeri GARUDA
masih bisa menggunakan kekuatan monopoli yang
diberikan pemerintah. Akan tetapi menghadapi
mekanisme pasar Internasional maka GARUDA
dihadapkan pada kenyataan bahwa dunia
penerbangan sipil Internasional tidak mengenal
fasilitas-fasilitas tetapi "free competition”
antar parusahaan penerbangan untuk menarik calon

pemakat.

Selama ini dengan memasukkan kedalam
rencana jangka panjang. GARUDA didalam investasi
pembelian pesawat udara bermesin jet masih
mengRunakan cara leasing. Dimana jonis
leasingnya kebanyakan adalah dengan menggunakan

Operaticanl Leasing, Yang merupakan perpaduan
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darli leveraged lease dan cross border lease,
Terjadinya cross border lease dalam praktek
pembiayaan leasing di GARUDA, memang sangat
dimungkinkan sekali, karena harga sewa maupun
harga jual dari pesawat udara tersebut sangat
mahal. Dan kebiasaan ini memang merupakan suatu
kebiasaan yvang berlaku wumum didalam dunia
penerbangan sipil, terutama penerbangan sipil

Internasional.

Didalam cross border lease ini GARUDA
menentukan jenis leasingnya berdasarkan jangka
waktu dan keperluan, Misalnya yang sering
dilakukan oleh GARUDA, dalam rangka untuk
pengangkutan jemaah Haji pada musim haji. Jangka
waktunva adalah sekitar 1 sampail 6 bulan, dalam
kKasus ini GARUDA memutuskan untuk mempergunakan
jenis leasing Operational Leasing. Demikian
jugs operational leasing dipilih sebagai bentuk
leasing, wuntuk pesawat udara vang dipergunakan
salama 1 sampai 2 tahun sambil menunggu tibanyva

pesanan pesawat udara dari pabrik.

Adapun pertimbangannya, bahwa GARUDA akan
memperoleh keuntungan mengoperasikan pesawal

udara seécara langsung tanpa harus menyvediakan
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biava-biaya wuntuk pajak pertambahan nilai/bea
marerai serta biaya-biaya service dan asuransi
pesawat udara (hull insurance). Jadi GARUDA
hanya mengeluarkan biaya sewa, bea masuk, dan
biaya bangkar muat barang dibandar udara.
Disamping ltu, dalam sistem operational leasing.
GARUDA sewaktu-waktu dapat memutuskan hubungan
sewan dalam batas waktu yang layak, untuk
memberitahu lessor (hiasanya tengEang waktunya |
bulan), Jjika pesawat udara Jjel yang dipakai
kurang menguntungkan. Sebagai konsekwensinya
GARUDA dikenakan pelunasan harga nilad sisa.
YANE harus dibavarkan sebe lum berakhirnya

perjanjian leasing ters=but.

Jenis Operational leasing yang selama ini
dilaksanakan oleh GARUDA memang tergolong unik.
karens mlklﬂi!ﬂﬂ leasing yang ditempuh adalah
dengan langsung mengadakan Aegosiasi dengan
perusahaan penerbangan dsing vang akan menyewa-

guni usahakan pesawatnya.

Dari cara operational leasing tersebut
diatas omzet GARUDA melonjak ditahun 1996
sebesar Rp 4,2 trilyun, perolehan tersebut

mengalami peningkatan dari tahun sehelumnya ¥Yang
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basarnva Rp 4,2 trilyun. Untuk mendukung semua
kegiatan tersebut, GARUDA telah merancanakan
untuk menambah lagli jumlah armada pesawat Jet
Boeing tipe 737-500 dan 737-300, masing-masing 5
dan 12 buah. Rencana tersebut akan
direalisasikan sekitar tahun 1998. Dan dalam
pelaksanaan jenis leasing pesawatl udara tersebut
adaslah cross border lease, dengan cara leveraged

lease.

Sementara itu GARUDA sendiri sedang
mempelajari kemungkinan untuk mendirikan suatu
anak perusahaan dibidang pembiayaan sewa guna
usaha yvang akan menunjang GARUDA didalam
mewujudkan rencana pengadaan pesawat yang cukup
besar. Adanva kebijaksanaan pemerintah dibidang
keuangan, hal ini tidak mengurangi kemauan
GARUDA wuntuk membantuk perusahaan pembiayaan,
dengan pertimbangan selain meningkatkan devisa
negara, GARUDA dapat menjadli lessor dari negara-
negara kecil di Asia Fasifik di tabun 2000-an
nantinva, dan menjadikan Indonesia sebagal pasar

leasing Internasional Asia kedua setelah Jepang.
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E. PELAEKSANAAN LEASING PESAWAT UDARA DI PT.
MERPATI NUSANTARA AIRLINES (PT. MNA).

E. 1. Latar Belakang.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan
Pamerintah Nomor. 19 tahun 1962 tertanggal &
September 1962, dibentuklah Perusahaan Negara
Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serba
Guna Merpati Nusantara, yang disebut juga P.N.
Merpati Nusantara, untuk meningkatkan
perkembangan sistem transportasi udara domestik,
yang bertujuan wuntuk membuka isolasi daerah
Kalimantan dan pelosok daerah lainnya. Sehingga
PT. MNA dijuluki sebagail suatu perusahaan
penerbangan perintis di Indonesia, karena memang
menjangkau daerah-daerah terpencil di negara

kita vang terdiri dari banyak pulau tersebut.

Dengan peraturan pemerintah RI Ne. 70O
tahun 1971, status PT. MNA dirubah dan
berdasarkan Akte Notaris Sceleman Ardjasasminta
SH. Nomor 15 tahun 1975, tanggal & September
1975, status hukum PT. MNA ditingkatkan dari
Perusahaan MNegara menjadl "Persero (Perusahaan

Perseroan terbatas atau PT. Merpati MNusantara
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Afirlines), disingkat PT. MNA.

Dengan ditetapkannya PT. MNA sebagai anak
perusahaan dari PT. Garuda Indonesia, di tahun
1978 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nemor. 30
tahun 1978, maks pola operasi PT. MNA adalah
menye lenggarakan penerbangan pada semua jaringan
penerbangan dalam negerli secara terpadu dan
saling mengisi dengan PT. Garuda Indonesia.
Sebagai real isasinya ditetapkan semacam
pembagian tugas operasional, dimana PT. MNA
bertugas untuk menerbangkan seluruh rute
domestik, sedangkan GARUDA menerbangi rute

Iinternasional.

Jika diawal operasinya, PT. MNA hanya
memiliki 17 armada pesawat udara, maka diakhir
1995 tercatat bahwa jumlah armada pesawat udara
yang dimiliki aleh PT. MNA berjumiah 85 buah.
Dan jalur penerbangan komersial mencapai 1748,
rute penerbangan Perintis 68, serta rute

penerbangan Lintas Batas sebanvak 15 kali.

Adapun status ke-85 alat produksi/armada

BT. MMA tersebut adalah sebagai berikut :



L L L & &% 0 peeere iyttt ittt t3rEEEEErartttEEEd
Jenis STATUS BESAWAT

Pesawat i L. | A8
dimiliki Lease

T (s - o i o S e R . [ W D B NPT CHE N M M S i s g

|. Boeing-T37=200 - 3 3
Y. Fokker F-100 3 3 B
3. Foker F-25/4000 17 3 25
4, ATP - 3 3
5. Fokker 27 11 - 11
6. Fokker F-27 Cargo 2 - i
T TN 215 14 = 14
B. CASA-212 i = il
9, DHC=-6 Twin Otter 3 - 4
TOTAL 1] 19 g5
eSS SSETE NS N EENN I I IS sEssasssasSssSSss=sEss

Jadi., pesawal udara milik PT. MNA Yang
diperoleh dengan cara leasing berjumiah 19 buah,
dan untuk meningkatkan sarana sérta prasarana,
berdasarkan Surat Menferi XNegara Sekretaris
Negara Nomor B-269/M.Sesneg/8/1996 tangzal IS
AZustus 198a, PT. MNA telah mendapatkan
Persciujuan dari Bapak Presiden mEngenal
pengadaan dan penambahan pesawalt udara sSebagai
mana telah ditetapkan dalam Lampiran Surat
Menteri Perhubungan Nomor 3 AL.O0ODL1/1/22 PHB-96
tertanggal 23 Agustus 1996, dengan rincian

sebagal berikut



Mo . Jenis Pesawat Jumlah
1. A 330 atau B 777 3
2. A 100-600 3
3. A 310 &
TOTAL = 12
1:251HEI.I-I'l":'====1t===ﬂ--l.l-lt'========.ﬂ-litl===
Ke=-12 pesawat udara tersabut, akan

diperoleh oleh PT. MNA dengan cara leasing dari
Middle East Aeroplana Company PTE, Led,
sedangkan sebagai pemilik pesawat rersebut
adalah Kuwait Airways Corporation. Realisasi
perjanjian tersebut akan dilaksanakan tahun

1998.

E. 2. Data Pesawat Udara vang diperoleh dengan

Cara Leasing di PT. HHA.

bBari hasil WAWANCATS dengan Bapak
Fardinan Kenedy (selaku Kepala Seksi Perjanjian
Jasa Merpati Nusantara), diperoleh keterangan
bahwa ke-19 pesawat udara yang di Lease oleh PT.
MNA tersebut diatas, jenis leasingnya adalah

sebagai berikut @
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=:tr==:==:t==:===:t====:===ﬂt!ln:::!tn==lln======

Ko. Jenis Jumlah Jenis
Pesawal Leasing
1. B 737-200 3 Finance Lease
2. F 28/4000 & Finance Leasa
3. F 100 3 Operating Lease
& ATE 5 Operating Lease
TOTAL = 19
=:=ltlu¢ﬂ=l1-=:==llj=====t=n===I===EIII=:ﬂ=lt==:=

Jadi, dari ke=19 armada pesawat udara
yang dilease oleh PT. MNA tersebut, 11 buah
pesawat udara jenis leasingnya adalah Financial
Leasing. dan 8 buah pesawat udara jenis
leasingnyva adalah Operational Leasing. Dan dari
tabel tersebut dapat diketahui bahwa jenis
leasing pesawat udara yang banyak terjadi di PT.

MN¥A adalah Financial Leasing.

Sebagai  suatu perusahaan penerbangan
nasional, PT. MNA dalam menyelenggarakan leasing
pasawat udara tersebut, tidak hanya mengadakan
hubungan bisnis dengan perusahaan leasing
nasional, yaitu PT. PANN, sabagaimana telah
dikemukan di BAB III, akan tetapi juga melakukan
hubungan bisnis dengan perusahaan leasing Luar
negeri, separti Jepang, Belanda, dan Singapore.

sahingga di PT. MNA berlaku juga sistem Cross
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Border Lease, sebagaimana dilakukan pula oleh

GARUDA.
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BAB 1V

STUD! KASUS DAN ANALISIS

STUDI KASUS TENTANG PERJANJIAN LEASING DENGAN
HAK OPS1 UNTUK MEMBEL! (FINANCE LEASE] PESAWAT
UDARA ANTARA PT. PANN MULTI FINANCE DENGAN PT.

MERPATI NUSANTARA AIRLINES,

A. 1. Latar Belakang.

Sebagal salah satu Badan Usaha Milik
Negarn yang didirikan pada tanggal 16 Me: [974
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 18 tahun
1974 dan Akte Pendirian PT PANN No. 48 tanggzal
16 Mei 1974 oleh Notaris Soelemen Ardjasasmita,
PT. PaANN mempunval misi menunjang tugas-(ugas
pemerintah pada bidang pengembangan armada
nasional dalam menvediakan kapal sesuai dengan
ketentuan serta bertindak sebagai ship financing
dan ship owning., dan cturut pula memberikan
pengarahan dan pembinaan terhadap perusahaan
pelavaran dari 5281 operasional maupun

mARD j=men.
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Dengan perubahan anggaran dasar Mo. 1
tahun tanggal 15 Mei 1991 BT {Persero)
Pengembangan Armada Niaga Nasional (PT. PANN)
diubah namanya menjadi PT {Persero) PANN MHULTI
FINANCE iselanjutnya dalam pembahasan ini
disebut PT. PANN saja). Dan dengan Keputusan
Menteri Keuangan No. 1105/KMK.013.1991 tanggal
12 Nopember 1991, kegiatan wusaha PT. PANN
diperluas menjadi leasing umum (kapal dan barang
modal lainnya), modal ventura, pembiavaan

konsumen dan anjak piutang.

Jadi diawal berdirinyva, kegiatan PT. PANN
lebih terfokus kepada bidang usaha transportasi
laut, dengan membantu dalam :

- angkutan bahan pokok dan barang lainnya antar
pulau.

- angkutan transmigrasi.

- angkutan ekspor keluar negeri.

- memajukan mobilitas penumpang dan barang untuk
wilavah Indonesia bagian Timur.

- menciptakan lapangan kerja di sub sektor
angkutan laut.

- mengembangkan perusahaan pelayaran nasional.

Adanya perubahan anggaran dasar diatas,
membuat kegiatan PT. PANN diperluas dalam bidang
lainnva, khususnya wusaha wusaha tranaportasi
udara berupa penggadaan pesawat terbang, untuk

menpunjang mabilitas udara dan mendorong
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pariwisata, serta mengembangkan perusahaan

penaerbangan nasional.

Guna mewujudkan tujuan tersebut diatas,
maka PT. PANN ditahun 1994, telah memberikan
fasilitas pengadaan pesawat udara dengan cara
leasing sebanyak 10 buah pesawat udara jenis B-
737-200 kepada & perusahaan penerbangan di
Indonesia, yaitu Merpati 3 buah, Sempati 2 buah,

Bourag 3 buah dan Mandala 2 buah.

Pengadaan pesawat wudara dengan cCara
leasing tersebut dilaksanakan sebagai suatu
usaha wuntuk membantu kelancaran penarbangan
komersial di Indonesia. Serta adnya beberapa
partimhangan yang sifatnya lebih menguntungkan
dalam pengadaan pesawat udara dengan cara
leasing. Diantaranya adalah adanya hak opsi dari
pihak lessee untuk membeli atau tidak pesawat
udara vang dimaksud diakhir masa kontrak.
Kemudian penerapan suku bunga yang rendah, serta
harga pesawat vang tidak terlalu mahal, Ekarena
pesawat udara vang dimaksud adalah pesawat udara
bakas, bukan baru. Hal-hal inilah yang mendasari

terjadinya leasing pesawat udara di PT. PANN.
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Adapun tipe pEsawat udara yang
dileasingkan adalah jenis Boeing 737-200, yang
dibeli dari perusahaan penerbangan Lufhansa-
Jerman, untuk kemudian dileasingkan kepada ke-&
perusahaan  penerbangan diatas. Jadi dalam

transaksi ini ada 2 perjanjian, yaitu :

a. Perjanjian pembelian pesawat udara antara PT.
PANN dengan Lufhansa.
b. Perjanjian leasing pesawat udara antara PT.

PANN dengan Perusahaan Penerbangan.

Sedangkan status pesawat udara tersebut adalah
milik PT. PANN dan didaftar atas nama PT. FPANN
di Direktorat Jendral Sertifikasi dan Kelaikan
Udara Departemen Perhubungan, dengan operator ke

4 perusahaan penerbangan tersebut diatas.

UHtuk. lebih jelasnya, penulis akan
memberikan salah satu contoh kontrak  yang
dilakukan oleh PT. PANN dengan PT. MNA, dalam
perjanjian leasing pesawat udara secara finance

lease dengan hak opsi untuk membeli kembali.



A. 2. Perjanjian Leasing dengan hak opsi untuk

membeli (FINANCE LEASE CONTRACT).

Dengan perjanjian leasing Nomor: 23,
dapat dikatakan bahwa Assignornya (lessaan)
adalah PT. MHA, sedangkan Vendornya ([(lessor)
adalah PT. PANN, dimana PT. PANN meleasingkan

pesawatnya dengan jenis leasing "finance lease".

Finance lease atau disebut juga capital
lease atau full payout lease, merupakan suatu
corak leasing dengan hak opsi vang diterapkan
dalam leasing pesawat udara di PT. PANN, dimana
kegiatan leasing dengan hak opsi yang dijelaskan
didalam lease agreement antara FT PANN dengan
PT. MNA tersebut telah memeanuhi ketentuan yang
diatur didalam Eeputusan Henteri Keuangan

Republik Indonesia Nomor : 1169/KEME.O1/1991.

A. 3. Proses Penggadaan Pesawat Boeing 737-200.

Sebhalum ditanda-tanganinya "purchase
agreemant” dan "lease agreement” oleh para
pihak, maka proses awal yang dilakukan oleh para

pihak adalah sebagai berikut
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A.3.1. PENJAJAGAN AWAL.

Pihak perusahaan penerbangan FPT. MNA
sebagai lessee, melakukan negosiasi mengenai
harga dan kesanggupan/kesediaan penjual pesawatl
udara {vendor) dalam hal ini perusahaan
penerbangan Lufhansa-Jerman untuk mamanuh i
"draft perjanjian leasing dan perjanjian

pembealian pesawat udara”.

Setelah penjual menvetujui, maka
diberikan data sfesifikasi dari pesawat wudara
yvaitu data spesifikasi "airframe" dan "engines"

vang akan dijual kepada lessee.

PT. MNA, disaat yang sama menyerahkan
data-data vang diperlukan kepada PT. PANN MULTI
FINANCE [selaku pembeli), untuk kemudian
diadakan pembicaraan pendahuluan tentang syarat-
syarat yang akan dicantumkan di dalam per janjian

pembalian dan perjanjian leasing.

Setelah itu baru mamasuki tahap
berikutnva yaltu tahap penandatanganan
perjanjian pembelian pesawat dan perjanjian

leasing.
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A.3.11. PENANDA-TANGANAN PERJANJIAN-PERJANJIAN.

Adapun dokumen=-dokumen dan perjanjian
vang ditandatangani oleh para pihak adalah

sebagal barikut :

- Perjanjian pembalian pesawat wudara (Sales
Agreement For B737-200 Advanced Aircraft),
ditanda-tangani pada tanggal 5 September 1994
aleh penjual yaitu Lufhansa Jerman dan

pembali yaitu PT. PANN.

- Penanda tanganan Surat Penegasan
{confirmation letter) Nomor :
1136 /USH/PANN/0994, pada tanggal 8 September

1994,

- Pada tanggal 7 November 1994 ditanda-tangani
Syarat-Syarat Umum perjanjian leasing, Nomor:
509/XI/N/1994, sebagai suatu perjanjian yang

tidak terpisahkan dengan pejanjian leasing.

- Perjanjian leasing (lease agreamant) Nomor:
21 ditanda-tangani pada tanggal 17 November
1994 antara lessor yaitu PT. PANN dan lessee
yaitu PT. MNA didepan Notaris Harun FKamil,

Jakarta.
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A.3.11I. ISI PERJANJIAN-PERJANJIAN.

A.3.I11.1. Content Sales Aareement For B737-200
Advanced Aircraff.

a. Sales Agraement ink memuat kertentuan
perjanjian pada umumnya yaitu tentang para
pihak, dan klausula pembelian 10 pesawat
udara tipes B737-200 oleh PT. FANN, yang
berkedudukan di Jakarta kepada Deutsche
Lufthansa Aktigesellschaft, vang berkedudukan

di Jearman.

b. Adapun 10 pesawat udara yang dibeli oleh PT.

PANN tersabut adalah:

EEEESETEENENE e s sssE N EEESSE=EEEAE DE=EF=S=SSS0STEF

Current Manufacturer's Delivery
Registration: Serial Number: Date:
D-ABHE 22136 01.12.9%
D-ABHL 221137 15.11.94
D-ABHR 22141 23.12.94
D-ABHS 22142 15.03.95
D-ABFY 22129 15.12.94
D-ABFZ @ 22130

D-ABFS @ 22125

D-ABHU # 22143

D-ABHA = 221

D-ABHE ® 22132

R ——————————————— R PPl R Rl e
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Feterangan @

—— A R R ER

KEe-10 jenis pesawat udara tersebut akan
dileasingkan kepada Merpati, Sempati, Mandala
dan Bouraq. Jenis pesawat udara yang bertanda
# diserahkan kepada Bourag Airlines,
sedangkan pesawat udara yang bertanda *
diserahkan kepada Sempati Air, yang akan

dileasingkan dengan cara operating leasa.

Adapun harga pesawal udara tersebut dalam

dollar US adalah :

EErEEESSSSCSSEEEESESSSCEEEESESCSOSIENRESSSSSSEEEES

Current Manufacturer's Prices in US
Registration: Serial Number: Dollars.
D-ABFS 22125 8.629.000,-
D-ABFY 22129 8.590.000,-
D=ABFZ 22130 B.517.000,-
D=ABHA 2211 B.708.000,~
D=-ABHRB 22132 B8.744.000,-
D=ABHE 22136 g.608.000,-
D-ABHL ' 221137 8.740.000,-
D-ABHR 22141 B.755.000,~
D-ABHS 22142 B.764.000,-
D=-ABHU 221413 8.945.000,~-
Total Amount : B7.000.000,-

e ————————— T

Pembayaran awal harga pesawat udara tersebut,
harus sudah dilakukan oleh pembeli (PT. PANN)
cebesar 15 T (US § 13.050.000,-), pada saat
perjanjian ini mulai berlaku, yaitu pada

tanggal 30 September 1994.
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B,

Pembayaran selanjutnya (B85 X) akan dilakukan
aleh PT. PANN, bersamaan dengan penyerahan

pesawat udara tersebut di Indonesia.

Segala pajak dan biaya yang dikeluarkan di
wilayah Jerman, ditanggung oleh penjual. Akan
tetapi segala pajak dan biaya impor pesawat

masuk ke Indonesia, ditanggung oleh Fembeli.

Jika terjadi sengketa, maka akan diselesalkan
melalui badan arbitrase ICC (Internasional
Chamber of Commerce, dengan memakai 3

arbitrator

Parjanjian ini juga disertal dengan dokumen-
dokumen sebagai berikut

- Discrepancy List.

Memorandum of Acceptance.
Bill of Sale.

Aircralft Eeceipt.

Technical Data and Dicuments.
Documents Receipt.

Technical Training.

Agreement on Pilot Training.

I11. 2. Isi Svyarat-Syarat Umum Leasing.

Memuat tentang ketentuan Umum, yaitu
daefenisi-defenisi dan pemeriksaan  pesawat

oleh pemilik.
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b. Eemudian Syarat-syarat tehnik pesawat wudara,
meliputi segi kelaikan terbang, pemeliharaan,
tanggung jawab penyewa, pengoperasian pesawat
udara, tanda kepamilikan, sarta biaya

perbaikan dan pemeliharaan.

. Memuat Syarat-syarat Administrasi dan
Keuangan, yang meliputi jangka waktu,
pambayaran, asuransi, klaim asuransi,

kerusakan pesawat udara, dan tanggung jawab

penyewa terhadap klaim asuransi.

d. Memuat Syarat-Syarat Opsi Untuk Membeli serta

pelaksanaan jual beli pesawat udara.

¢. Kemudian juga memuat syarat-syarat Hokum,
mangenai pendaftaran pesawat udara, Jaminan
penyewa dan Pemilik, resike penerbangan,
punyernhan- kembali pesawat, wanprestasi,

sanksinva, dan penyalesaian sengketa.

171.3. Isi Perjaniian Leasing (Lease Asreement).

4. Memuat ketentuan umum, yaitu identitas para

pihak, dan kKewajiban para pihak untuk
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menyerahkan dokumen-dokumen sebagai berikut

sebelum serah terima pesawatl

- Ijin=ijin dan sertifikat-sertifikat yang
diperlukan dari instansi yang bervenang
untuk mengimport dan mengoperasikan pesawat
udara.

- Poli= asuransi.

. Eetentuan mengenai hak opsi untuk membeli

kembali oleh penvewa, berlaku pada akhir
periode tahun ke-6 (atau akhir bulan 72)
sejak ditanda-tanganinya berita acara serah
terima pesawat udara, dengan harga tunal
sebasar US $. 5,761,387.71 {(lima juta tujuh
ratus enam puluh tujuh dan tujubh puluh satu
perseratus delapan puluh tujuh dan tujuhpuluh
satu perseratus dollar Amerika Serikat).
Dengan syarat, jika dalam waktu 2 bulan
sebelum berakhirnya tahun ke-6f atau bulan ke-
12, penyewa tidak memberitahukan untuk
melaksanakan hak opsinya, maka perjanjian ini
secara otomatis akan berjalan terus sampai

berakhirnva sewa.

Harga pesawat tersebut ditetapkan sebesar
Uss. 9.026,920.00 (sembilan juta dua pulub
enam ribu sembilan ratus dua pulubh Dollar

Amerika Serikat.
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. Adapun Jangka waktu selama 12 (duabelas)

tahun atau 144 bulan terhitung sejak ditanda-
tanganinya berita acara serah terima pesawat
udara., Rate bunganya adalah 9.5 T pertahun,
yvang berasal dari perhitungan ¢ Internasional
Capital Market Rate + 0,51 + 1X.

Adapun yang dimaksud dengan Internasional
Capital Market Rate adalah sebagaimana yang
telah ditentukan dalam loan agreemant Yyang
ditanda-tangani antara pemerintah Indonesia
dengan KFW (Kreditanstalt Fur Wiederaufbau)

tertanggal 25 Septamber 1994,

Cara Pembavarannya dilakukan dalam mata uang
Dollar Amerika Serikat, dimana setiap
bulannya penyewa harus membayar uang sewa
guna usaha sebesar US§. 105,297.58, dan uang
sewa guna usaha pertama wajib dibayar 1 bulan
sejak ditanda-tangnainya berita acara serah
terima. Selain itu Penyewa harus menyerahkan
uang jaminan sebesar USS. &21,150.32, yang
wajib diangsur selama 12 bulan terhitung

sejak tanggal serah terima pesawatl udara.

Dan Pada saat ditanda-tanganinya perjanjian

ini, Penyewa wajib membayar dan manjadi
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tanggungannya, vaitu hal-hal sebagai berikur:

(i) Uang tanda jadi (commitment fee) sebesar:

0,5 T x US$.9,026,920,00

USS. 45,134.60

(ii) Biava Provisi sebesar :

1 3 x USS$.9,026,920,00 Uss. 90,269.20
{iii) Biaya Administrasi = USs. 2,500.00
{iv) Biava Notaris dan PPN = US§. 9,929.61

(v) Bank Garansi = US$§.421,150.32

TOTAL = US%.568,9831.713

R- Untuk setiap hari keterlambatan pembayvaran
kewajiban, dikenakan denda 11 X pertahun.
Dengan konsekwensi jika tingkat suku bunga
berubah, besarnya denda akan ditinjau
kembali, akanm tetapi perubahan besarnya denda
tersebut adalah sebesar 1,5 ¥ diatas tingkat

bunga vang ditetapkan.

h. Kemudian ada pula kewajiban asuransi yang
harus dilakukan oleh lesses wuntuk jenis
resiko penerbangan "all risks" sebagaimana
diseabutkan didalam Syarat-syarat Umum, dengan
ketentuan selama tahun pertama dan kedua dari
gajak ditanda-tanganinya berita serah terima

pesawat udara, maka penyawa wajib



mencantumkan Lufhansa sebagai salah satu
tertanggung dalam polis asuransi. Jadi dalam
2 tahun pertama, asuransi leasing pesawat
udara tersebut ditutup oleh PT. PANN, PT. MNA
dan Lufhansa. Sedang untuk tahun berikutnya
sampai berakhirnya leasing, yang menjadi
tertanggung adalah PT. PANN. Bukti asuransi
berupa cover notefendorsment Asuransi
tersebut diserahkan kepada Pemilik pesawat

udara.

Selain itu juga memuat janji-janji dari

penyewa ([Lessese) untuk

- mengirimkan laporan keuangan  perusahaan
vang telah diaudit oleh akuntan terdaftar.
- memberitahukan secara tartulis kepada

pemilik, 3jika dalam waktu 5 tahun sejak

ditanda-tanganinya perjanjian, peEnyewa
barmaksud melakukan pinjaman jangka
panjang.

Selain itu juga memuat janji-janji Pemilik,

untuk :

- malakukan penyempurnaan pesawat, dengan

membantu mencarikan dana.
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- mengembal ikan alat-alat tambahan yang
dipasang oleh penyewa.

- janji untuk mengembalikan semua biaya yang
telah dikeluarkan, jika ternyata dalam
waktu 110 hari satelah rencana serah
terima, peemilik balum menyerahkan pesawat
tersebut kepada penyewa, dan penyawa
barhak wuntuk mengakhiri perjanjian sewa

guna usaha ini.

j. Perjanjian ini dibuat berdasarkan Lketentuan

par-UU-an negara RI.

h. Adapun domisili yang dipilih jika ada
sengketa adalah Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat,

Isi perjanjian-perjanjian vang dikemukakan
diatas, hanvalah merupakan  sebagian dari
klausula-klausula perjanjian leasing pesawat
udara antara PT. PANN dengan PT. MNA yang
dianggap pokok, dan tertuang dalam suatu akta

Notaris, No. 23 tanggal 7 Novembar 1994,

Jadi, dari ke=-10 pesawat udara yang dibeli
tarsabut, kKemudian dileasingkan kepada ke=4

perusahaan penarbangan diatas dangan jenis
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leasingnya adalah sebagai berikut

EEEEEEEE s E e e s s s s e s sy I S S S RS S E S E S S S EEEEE
Nomor Seri Lessee Jenis Leasing
Pabrik :

22136 MNA Financial Leasing
22137 HMNA Financial Leasing
22141 MNA Financial Leasing
22142 Mandala Financial Leasing
22129 Mandala Financial Leasing
22130 Bourag Operational Leasing
22125 Bourag Operational Leasing
22143 Bourag Operational Leasing
221 Sempat Operational Leasing
22132 Sempat Dperational Leasing

[P I G —————— S S RS S S gl

B. ANMALISIS HASIL PENELITIAN.

B. 1, Dari segi pelaksanaannya.

Dari hasil penelitian yang penulis
lakukan di perusahaan Leasing dan perusahaan
penerbangan di Indonesia, maka dapat penulis
kemukakan bahwa pelaksanaan leasing pesawat
udara di Indonesia, telah sedemikian pesatnya di
dalam praktek. Dan lembaga leasing ini ternyata
lebih banvak dipergunakan sebagal salah satu
cara untuk memparolah, mengadakan, sarta

membiayal pasawat udara oleh perusahaan
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penerbangan di Indonesia, hal ini dimungkinkan
mengingat lembaga leasing ini memang memberikan
kemudahan bagi lassea, sebagaimana telah

diuraikan didalam bab II sub E diatas.

Demikian pula, pada prinsipnya jenis
leasing yang dilakukan adalah berbentuk
Financial leasing dan Operational Leasing.
Dimana dalam prakteknya jenis leasing financial
leasing ini berkembang, dan menjadi sangat
komplek, jika jenis leasing ini dilakukan antara
orang/bhadan hukum asing dengan parusahaan
penerbangan nasional Indonesia, yang sering
dikenal sebagai Cross Border Lease. Dalam jenis
leasing inti tidak dipermasalahkan apakah
bentuknya financial leasing atau operational

leasing.

Jika kita kemukakan pelaksanaan leasing
pesawat udara tersebut di Indonesia, khususnya
di PT. PANN, PT. GARUDA INDONESIA, dan PT.
MERPATI NUSANTARA AIRLINES, dilihat dari jenis
leasing yang dilakukan, maka diperoleh data
bantuk leasing vang paling banyak dipakati dalam

perjanjlian leasing pesawat udara, yaitu
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=T IS s sES S S e S S S I I I I S EEF S S S S SR E S E SR EREEES TS

Nama Pihak Jenis Leasing
op FL S&LD 5L
1. PT. PANN - 5 - -
2. GARUDA 12 - 5 2
3. PT. MEA B 11 - -
TOTAL : 25 16 5 2
e s ss s I I S S S S eSS S S E RN ENEEESESE S EEESEERE
Keterangan :
- OP = Dparational Leasing.

- S&LB = Sale And Lease Back.
= 5=L = Sub Lease.

Dari tabel tersebut terlihat, bahwa jenis
leasing vang paling banyak digunakan oleh
perusahaan leasing dan perusahaan penerbangan di

Indonesia adalah Operational Leasing.

Jika kita telaah kembali, sebenarnya ada
dasar atau alasan yang dipakai oleh perusahaan
leasing atau perusahaan penerbangan tersebut
dalam menggunakan jenis leasing operating lease
untuk leasing pesawat udara, vang diberlakukan
bagli BUMN, dan secara kebetulan perusahaan
penerbangan dan perusahaan leasing yang penulis

telitli dalam pelaksanaan leasing pesawat udara
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ini merupakan suatu perusahaan Yyang berbentuk
BUMN., sehingga bagi mereka berlaku Paket
Kebijaksanaan Luar Negeri tahun 1995 yang
mengharuskan jenis leasing vang diterapkan Dbagil
pasawat udara adalah operating lease, agar tidak
memberatkan pemerintah dan perusahaan

penérbangan itu sendiri (off balanced).

Demikian juga dengan ketentuan yang
mengatur mengenali leasing pesawat udara
tersebut, khususnya vang mengatur mengenai
leasing pesawat udara Internasional, mengingat
kondisl ekonomi yang semakin meningkat dan
semakin dibutuhkannya suatu armada pesawat udara
yang canggih (jet) dalam menghadapi ara
globalisasi, maka diperlukan suatu peraturan,
yvang berbentuk Peraturan Pemerintah, untuk
mengatur atau hanya sekedar untuk meratifikasi
UNDROIT 1987, jika Indonesia belum mampu membuat
peraturan tersendiri mengenai leasing pesawat

udara seacara Internasional.

Sebagai solusinyva, sebaiknya di dalam
peraturan tersebut diperjelas mengenai sistem
hukum vang akan dipakai dalam pelaksanaan

leasing pesawat udara Internasional, apakah
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hukum lessee atau kita menggunakan hukum Lessor
Luar MNegeri sebagaimana dalam Mortgage pesawat
udara. Dengan melihat juga kepada aspek hukum

pajaknya, serta hukum asuransinya.

B.2. Hukum Yang Berlaku Bagi Para Pihak Dalam
Transaksi Leasing Pesawal Udara

Internasional .

Dalam pelaksanaan leasing pesawat wudara
dengan cara operational leasing, GARUDA tidak
pernah melakukan default, sehingga tidak pernah

diajukan dipersidangan Arbitrase Internasional.

Salama ini, perusahaan penarbangam yang
mengadakan transaksi leasing dengan GARUDA
merasa tidak aman jika memilih hukum [ndonesia.
Oleh karena itu biasanya disepakati bersama
untuk memilih hukum yang berlaku adalah Common

Law/Anglo Saxon, jika terjadi default.

Masalah penerapan hukum ini, pihak GARUDA
telah mengadakan pembicaraan dengan beberapa
ahli hukum udara Indonesia dan Asing, tetapi
belum didapatkan suatu kesepakatan hukum apa

yang berlaku bagi mereka dalam suatu transaksi
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sewa guna f[inancial Internasonal.

Jika kita melihat ketentuan Pasal 5
Eonvensl UNIDROLIT 1987, wvang mengatur tentang
hak kebendaan lessor atas peralatan, mempunyal
kekuatan mengikat terhadap kuasa lesses dalam
kepailitan. Hak kebendaan lessor mampunyai
kekuatan hukum setelah memenuhi pesyaratan
pengumuman dengan pendaftaran/pencatatan hak.
Sedangkan wuntuk benda bergerak selain pesawat,
ditetapkan bahwa hukum vang berlaku adalah hukum
dari negara, dimana pihak lesse mempunyal tempat
usaha utama. Sementara untuk benda lainnya hukum
vang berlakue adalah hukum dari negera dimana
benda itu terletak. Dengan demikian penerapan
hukum vyang berlaku bagi leasing pesawat udara

adalah menggunakan hukum Angleo Saxon.

B, 3. S5tatus EKepemilikan Pesawal Udara YaANng

Diperoleh dengan Cara Leasing.

Jika kita lihat Mangenai Etatus
kepamilikan pesawat udara di dalam transaksi
leasing pesawat udara menurut Undang-Undang

Penerbangan kita yang lama, yaitu Undang-Undang
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Somor. 83 tahun 1958 tentang Penerbangan, maka
didalam pasal 12 disebutkan bahwa : “pesawat
udara milik bangsa asing tidak dapat didaftarkan
di Indonesia", sedangkan di dalam ayat (2)
disebutkan bahwa : "pendaftaran yang

bertentangan dengan ayat 1 pasal ini tidak sah".

Jadi, didalam Undang-Undang Penerbangan
yang lama, dapat kita asumsikan bahwa pesawat
udara vang diperoleh dengan cara apapun,
termasuk leasing, jika kepemilikannya adalah
orang/badan hukum asing, maka pesawat udara
tersaebut tidak dapat didaftarkan, bahkan
dioperasikan di Indonesia. Hal ini tentu akan
menyulitkan dan menghambat kemajuan perusahaan
penerbangan yang ingin menambah armadanya dengan
cara leasing atau cara lainnya, yang kepemilikan
pesawat udara tersabut, dimiliki oleh

orang/badan hukum asing.

Untuk memperbaiki keadaan ini, akhirnya
pemerintah, dalam hal ini Departemen Perhubungan
mengeluarkan suatu Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor: KM/7B/AUODY fPHB-86, yang mangatur
mengenal syarat-syarat dan tata cara pendaftaran

pesawat udara vyang diperoleh dengan carad
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leasing.

Dengan adanya surat keputusan Ctersebut,
maka pesawat udara yang diperoleh dengan cara
leasing, artinya dapat didaftarkan dan
dioperasikan di Indonesia aleh perusahaan
penerbangan nasional, meskipun kepemilikan
pesawat udara tersebut, dimiliki aleh

orang/badan hukum asing.

Hal ini diperkuat dengan dikeluarkannya
Undang-Undang Penerbangan vyang baru, vaitu
Undang-Undang  No. 15 tahun 1952 tentang
Penerbangan, dimana di dalam pasal 9 ayat (2},
pada prinsipnya dinyatakan bahwa : "pesawal
udara sipll yang diperoleh dengan cara leasing,
sewa beli atau perjanjian lainnya, dapat
memparoleh tanda pendaftaran Indonesia, meskipun
pesawat udara tersebut dimiliki oleh orang/badan
hukum asing, dengan syarat harus dioperasikan
oleh orang/badan hukuom Indonesia, untuk jangka
waktu poemakaian minimal 2 tahun sSecara Lterus-

meEnarus.

Dari ketentuan diatas, mengenali status
kepemilikan pesawat udara, yang diperoleh dengan

cara leasing tersebut tidak menjadi masalah,
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karena dalam pelaksanaannyapun telah dijamin,
dimana pada saat perusahaan penerbangan Yang
ingin mendaftarkan untuk mendapatkan tanda
pendaftaran Indonesia, pihak pemerintah memimta
pemilik pesawat udara (vendor] suatu surat
pernyataan bahwa pesawat udara tersebut hanya
memiliki satu tanda kebangsaan, yaitu tanda
pendaftaran Indonesia dan telah dihapuskan dari

tanda pendaftaran negara lain.

Selain itu, sebenarnya untuk
mengantisipasi hal tersebut pemerintah telah
melakukan suatu upaya hukum pada saat pesawat
udara tersebut dimohonkan pendaftarannya, dimana
pendaftar pesawat udara tersebut mengeluarkan
susty surat jaminan, bahwa jika terjadi default,
maka pemerintah Indonesia e.q Departeman
Perhubungan akan mencabut tanda pendaftarannya
dan akan mengeluarkan pesawat udara tersebut

dari wilayah negara Republik Indonesia.
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B.4. Wanprestasi dalam Perjanjian Leasing

Pesawat Udara.

Sebagaimana perjanjian pada umumnya, jika
salah satu pihak melakukan wanprestasi atau
ingkar janji. terutama wanprestasi yang
dilakukan oleh lessee, dalam masalah pembayaran
uyang sewa dalam perjanjian leasing pesawat udara
tersebut, maka biasanya di dalam perjanjian
telah diatur bahwa para pihak diharuskan
membayar suatu denda, yang perhitungannya
biasanya berupa prosentase dari jumlah
pembayaran sewa ¥yang harus dibayarkan tiap

bulan.

Didalam prakteknya, jika terjadi
wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian leasing
pesawat udara tersebut, biasanya diselesaikan
dulu secara musyawarah, jika lessee tidak juga
memenuhi kewajibannya, maka biasanya lessor akan
langsung menahan pesawat wudara tersebut dan
membawa pesawat wudara tersebut kenegeranya,
sampai lessee memenuhi kewajibannya. Jika dangan
cara ini tidak juga bisa diselesaikan, biasanya

para pihak akan menyelesaikan melalui badan
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arbitrase Internasional, yang telah mereka
tunjuk dalam perjanjian leasing pesawat wudara
tersebut, biasanya mereka menunjuk ICC, Yang

tunduk pada ketentuan UNDROIT 1987.

Kasus sebagaimana diuraikan diatas psrnah
dialami oleh salah satu perusahaan penerbangan
swasta nasional negara kita, dan pasawat
udaranya sempat ditahan dan diambil oleh pemilik
pesawat udara. Akan tetapi dengan suatu itikad
baik pesawat udara tersebut dikembalikan ke
lassee, untuk dioperasikan kembali dengan
harapan lessae dapat memenuhi kewajibannya
kembali. Dan penyelesaian permasalahan ini dapat
disaslesaikan tanpa melibatkan lembaga pengadilan

maupun arbitrasa,

Dari ulasan diatas, tampak bahwa
peranan lembaga penyelesal persalisihan sangat
diperiukan sekall dalam menyelesaikan sengketa
dalam transaksl leasing pesawat udara tersabut.
Hal ini tentunya berkaitan dengan penerapan
hukumnya, hukum lesses atau hukum lessor Yyang
dipergunakan sebagai dasar penyelesal
perselisihan. Biasanya hukum lessorlah yang

dipakai.
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BAB ¥
PENUTUP

A. KESIMPULAN.

Dari penjelasan-penjelasan vang dikemukakan
di dalam Bab 1T sampai dengan Bab 1V, dapat

ditarik suatu kesimpulan, sebagai berikut :

1. Ketentuan ¥Yang mengatur tentang leasing
pesawat wudara secara khusus belum diatur,
sehingga menggunakan keteantuan vang terdapat
di dalam Keputusan Presidan No. 61 tahun 1988
tentang lembaga pembiayvaan, dengan peraturan
poelaksananya Surat Keputusan Menteri Keuangan
No. 1251/KME.013/1988 tentang ketentuan dan
tata cara pelaksanaan lembaga pembiavaan, yang
kemudian dipertegas lagi oleh Keputusan
Menteri FKeuangan RI Nomor 1169/kmk.01/1991

tentang kegiatan sewa guna usaha (leasing).

2. Didalam pelaksanaannya, transaksi leasing
pesawat wdara tersebut di Indonesia ada 2

macam, yvaltu
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a, Transaksi leasing pesawal udara Yang
dilakukan oleh perusahaan leasing nasional
(leassor ) dengan perusahaan penerbangan

nasional (lesseal).

b. Transaksi leasing pesawat udara Yang
dilakukan oleh perusahaan leasing luar
neger i {lessor ) dengan perusahaan

penerbangan nasional (Lessee).

1. Cara pendaftaran pesawat udara yang diperoleh
dengan cara leasing tersebut, diatur oleh
Keputusan Menteri Perhubungan Nomar

EM.78/AU.001/PHB-86.

4. Adapun bentuk perjanjian leasing pesawat udara
vang terjadi di Indonesia, khususnya yang
dilakukan oleh perusahaan penerbangan GARUDA,
MERPATI adalah berbentuk % Oparational
Leasing, Financial Leasing, Sale and Lease
Back, Sub Lease, Leveraged Lease dan Cross
Border Lease. Dari bentuk-bentuk perjanjian
leasing pesawat udara tersebut, yang paling
banyak terjadi di dalam prakteknya adalah
bentuk perjanjian Operasional Leasing. Hal ini
disababkan adanya paket kebijaksaan Luar

Negeri tahum 1995 yang diberlakukan bagi
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perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di

Indonesia.

Status kepemilikan pesawalt udara dalam

transaksi leasing pesawal udara, vaitu :

a. Dalam transaksi leasing pesawat udara
yung dilakukan oleh perusahaan leasing
nasional dengan perusahaan penerbangan
nasional, maka kepemilikan pesawat
tersebut dimiliki oleh perusahaan leasing
nasional yaitu PT. PANN MULTI FINANCE,
sebagai satu-satunya lembaga pembiayaan
milik pemerintah yang menye lenggarakan

leasing pesawal odara di1 Indonesia.

b. Dalam transaksi leasing pesawat udara

Internasional, yang dilakukan oleh
perusahanan leasing luar negeri dengan
perusahaan penerbangan nasional, maka

status kepemilikan pesawat udara tersebut
dapat dimiliki oleh orang/badan hukum

using; dengan syarat

1. Pesawatl Udara tersebut didaftarkan dan
dioperasikan oleh orang/badan hukum

Indonesia atau perusahasn penerbangan
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Indonesia [sesuni Pasal 9% ayat 2
Undang-Undang Nomor 15 tahun 1992).

2. Surat pernyataan dari pemilik pesawat
udara, bahwa pesawatl udara tersebut
hanya didaftarkan di Indonesia, selama
masa per janjian leasing tersebut
berlangsung (dalam praktek).

3. Adanyan surat Jaminan dari lessce pada
saat pesawat itu didaftarkan di
Indonesia, maka jika terjadi kesalahan
{default) maka pesawat udara tersebut
nkan dicaret dari daltar posawat
Indonesia dan akan dikeluarkan dari

wilayah negara RI.

Perjanjian leasing pesawat udara merupakan
perkembangan dari perjanjian sewa-menyewa Yang
bersifat Konsensual, schingga jika salah satu
pihak wanprestasi, biasanya telah ditentukan
didalam perjanjian bahwa akan disclesaikan
melalui lembaga pengadilan atou lembaga

arbitrase balk nasional maupun Internasional.

Jika terjadi perselisihan, maka pilihan hukum
yvang diterapkan didalam prakteknya adalah

hukum dari negara lessor.
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B. SARAN-SARAN.

1. Perlunya diadakan seminar-seminar leasing,
untuk lebih mempopulerkan lembaga pembiayaan
ini dikalangan masyarakat, karena sering kali
dijumpai dalam praktek vang salah mengerti

tentang lembaga ini.

2. Untuk mendapatkan kepastian hukum bagi para
pihak dalam perjanjian leasing pesawat udara,
sebaiknyva, segera dibuatkan peraturan vang
khusus mengatur mengenai leasing pesawat udara
tersebut balik secara nasional maupun

Internasional.

1. Perlu dipikirkan bagi pemerintah Indonesia,
untuk segera meratifikasi UNIDROIT 1987,
karena hal ini akan memudahkan para pihak
dalam mengadakan suatu perjanjian leasing yvang
sifatnya Internasional, khususnya dengan
berkembangnvya leasing pesawat udara secara

Intérnasional .
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DOCUMENT EVALUATION FOR NEW REGISTERED AIRCRAFT - LIST
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FORM : KU-013

REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA No Pendaftaran
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. Wama Peoulik

. Alarmal Pemiilik

Yang bertanda tangan dibawals in: menerangian bahwa pesawal wdara terebut diaas telah didafir dalam
Dafiar Pesawat Republik Indemeus weswai denpan Perjanjian Fmtrb.'nnim Sipul Internasional seriangral
7T Desember 1544 dan Undang-Undang Penerbangan, No. 13 Tahen 1992

. Berlaku sampai lakana, ST ——— | - E—
Valid ontil Direkrur Jenderal Perhubungan Udaro
.

(Tanda 1angan] -
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enanggal 7 Desember 1944 dan Undang- Unﬂmfben&lhu;m No. 15 Tahun 1992, untuk pesawat udara |
tersebut diatas yang dengan ini dinyatakan ].u.:l: udara selama dipelihara dan dipakai menurul ketentuan-
ketentuan tadi dan batas-batas pemakaian yang berlaku

Jakarta, ......... I - -
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ditanda tanganinva Perianjian ini, Pesavat -———-=
Terbang adalah mssih dimiliki oleh LUFTHANSA.- ==

. Poemilik dan Penyewa sepakal uniuk menyewa guna -—-
usahakan Pesawat Terbang sezuai spesifikagi =-=-=---

sebagaimana diuraikan dalam lampiran 1| Perjanjian

—————— Kewa jlban Panyveva Sehelum ferah Terima ----—-
mmmmsmsssamessssa= Pegavat Tarbanpg -=-—-————==—=——= o
i. Penveaa barkewsy||kan yrtuk menyarankan dakumsn- =
dokumen sabazatl beri%ut ijebelum serah terima =--=--
Pezawat Tarhang dilakianalkan hkepada PEMILIK.- -—=

a. 1jtn=ilin den sexti{flkat=-sertiflkat yang ----=
dipesyian oJdhra iatranzl yhahpE horsanang uniulg

mangimpers dan mengoperasikan Pesawat Terbung.



5. Polls asurans! [cover note atau letter af =-==--
sparssnent ) fimaksu® d2xfam Pasal 1Y o e

20737 S3ITA] SE4Ec reccdesmmescccmase——aosa-

Saeprz 324y f2raEn terime Friawat Terbang akan ==
Jivales-ta. ot £34ers Txiilan dliterimanya ===—---
4 s b dwa e Toriele: dirtas oleh Pemilik.- -
Srpe™ terlps Freprdt Tesbarg akan dijaksanakan ==
A% adar cfara Loy trmzat Isin yang akan ======-
gl tatasuin aleh Tanibike- e i

& = = om i ow = FRaymml A e e S S

" - e=s= @pad Uniuk Mampal| =ce=-=s=sssssssss
Aapabiia Tenyent telzh melaksanakan selurgh ======
bewipibatts e bherdasavian ferjanjlasn lnl dan =-====<
Syarat-Jya-at GSpum, mana gada akhir parlode tahun

“gof ztale paZa gkliir bulszn ke-72 sejak tanggal -~

£

1itanss targaninys Yerlta szsra serah terima —-=-
Fasavsi Tarsang darl Funillk Kepade Penyawa, ===
Fenyawe aeaponyal SPsl Ustuk Membell dengan hargs
tdne]l sebasar UEe s, ral, 2272.71 (lima Juta tujuh -
(mtlus #nesm pulub szte ribe 21fR ralus delapan ---
polul, telch dan tujehpuluh satu perseratus Dallar

Aperiho Serivsid, . B
et seud 24 lahcinshanuyit el beli Pestawat =-=-=
Teibeog. Dom: il 2hee mrnendis fengand will of -—
sEIn: S0 Piihiiut of sitle Pezpwal Terbang =====
srbbpaittdia wotenislan oizh hirekturat lenderal -
Furhuiunearn Wil - PEaa mmssesSSEnE—
Fiab, 16 suiamler faatotnye @ Eelan sehelum ======

Yoo bz gtay pada ekhir ==

wi
i

Lesablaii L RLE.2Iu

Liolan Y oy S el

pun tnppanlioyn herlda ATATE

svial ieviim Piszawa: ferbang,: Pemillk belum atau



tidak menerira permohonan Pepvewa unful —-—======
mefdlzsanakan Oprl Untuk Membell, maka Perjan)lan
iRl iecdars otonalis boriaian terut sampal ======-
berakbirnva sewa guna usahe sebagaimana diuralkan
daiam lampiren 2 Herianli&n (Ai.— ~—rsmmmmoscecenens
Pada abhir poriode talicn ke-17 atau pada akhir ==
bulan ke-lss seiak gitanda-tanganinys beritg ==--
acatd seral terlma Pesawat Terbang,  apabila --—--
Fenyewa lelalb melakszanakan serua kewsjlbannya ---
berdasarkzan Feriznji:ar ir: 2an Syarat-Syaral ----
Umur, maka Pemilik skan menyerahkan Pesavat ————;
Terkang paoa Fehvevz cengen hargz nihil.= s=—====
Untuk Keperlivan tertebut pada ayat J diatas pasal
ini, maka Pemilik akan menendz tangan! blll of =--
tale atau trunsicr of title sebageimana ======c--

ditentuekan oles Direkinrat Jenderal Ferhubungan -

Udarg,- =—====-= i S ] T N o

e b‘i‘ﬂl | e e T P ——

------------- Harga, Bunga, dan Jaminan —==-===mea-_

Hargu Pezavat Terblang ditetspkan sebhesar =======-
US3 g9, 024,920.00 0 sembilan juta duapuluh enam ==-
Fitu sembilanratus duapuluh Collar Amerlka ——===-
. S e o T e
Jangka wakiu tewa gund usana adalan selama i Aty &
fduabelas) tahun areu 1e%f (teratus empaipulul —--
empal; Lulan terk:itung fejax ranggal ditanda- ---
langanlnyz berila acara zeéerah terima Fesawat ==-=--
TRrbanp .= ====srcc e me e ——
~halam ha! Fercrintal Repubiik !ndonesin —=—-—==a—

meEnyetujul aganyd tenggang wakiu atas sewsa guna -



gsaha inl. ma¥a Pamilik dan Danvawa capikal nintuk
menetackan kemhall lanrkp vaktu dan Lasarnya iang
crrR EUAT “rARA Pryswnd Tae=Rans dan BAcananya s=ns
lamplzar  Perigsiizn fnl aban Aizgantl dan =—===
pearrant (Ar—pansra=*ian ool marunAkan hagian
vahe tidak Teerieahibss daril Perfanllar Inl,.- ====
Etas RRrreR Prepwn® Tachame te-jebut pads avat | -
pazel Ipéi Prrspen Alka-gbes binyn gapgean =-———===
parkiiynpsr (sbhagal BAT LR e em S —————— -
ril ELTnte-ﬂn'Eﬁnnf Fas)at Hn!kn';--rh----—r——Aa_r
Rete ¢ 0.5 - MV Loesep it semantara ----
djfmramiinp sapa=-=r ¥_ 3% F=mmhl jan =atanpah —
perisn' poep tehurn po. - S
Yare dimskesod =epran [ntz-national Capltal ==
Werket Pgte =#sish potagsimana yang telah -——
ditentykan dalem tosn Sgresment wvang dltanda-
taneani ania-a Persrintah Iindanesla dengan =--
FEE (Kreditarne=salt fy= Tladarsuthau} ===——"==
fertaneen! dusmitah gembilan September tahun
gar Py sembitan=1ryps sem~! lanpuluh empat —o==
[PO=m., veayt - . - e
{1h) Selamsat-)amhatpe pags =ment dllaksencrkannya
permads cgnessan hRepjen =oara serah terima -
Pagaien® Terhunr *t=eablirs derl LUFTHANSA ---=
pensde Pams ik hardncrrien Sales Arreement..
apir gitptenben baphetl bidry yang berlakuy -
padm gaer Enrrehet, - seesclrsessnem oSS mm———
fill Y Depran sfpeys Fetetsnan sads butir LEL) ==-
farganet dister paAky *inrkat bungas akan —-
gla=srplitars tarh!sunpr 32 lak tanggal ditanda

PmmEgml e by = | Ty WegEy 1plrnh terjimea ~=====



Fesawar Terbang yang bLerlaku sescara tetap =

selammn masa se¥a guna usaha Fesawal ==-====<
TATEANF = =~——d=s====s=s e mam

L. Sehubingan dengan butlr LL1] ayal 3 pasal AL, ==
BESATHTA UANE sedh guna usaba wdalah sebesar -=-—-=
USE. o3, 297.38) (seratus Lims ribu duaratus ----<
sembllan puluh tujuh dan dua | imapuluh delapan ==
perreratus Dollas Amarika Ferikatl) setiap bulan -

sebagziranz diuraikan dalam lampiran ¢ Perlan)lan

e ———— etk

-pEles keadaan dimaksus pada butir (il) ayat - B
pasa: ini, Pemiiik can Penyeva akan menanda =--=-==
targani bersami percbehan besarpya Lang feva guna
usaha, hargn Optl Untulk Rembell, dan besarnya ===
UBHE fAF.NAn UAand Sewa funa usaha Fejawat =======
Tertang, 4%arenanya lamplran 2 Parjanjian ini akan
Jdiganti dan penggantian terssbut merupakan baglan
yany tidak terplsabxan dar Perlanjian int.= ===-=
5. a. Sebagal iamipan untuk memanuhi 3¢ luruh ===== -
kawt | izan Panyawa bardaserkan ﬂynrnt-ﬂiarnt -
Umram din Per jandidan ik, Fonyews whllb =======
menyarankan jaminan sesd gURA usaha sebesar &
Cempat) kaii vatg sevwa guna yiaha per-bulan ==
atay sebesar 253.201,153.57 lempat ratus dua -
gatey ribu reratud lumApuleh dan tigapuluh dua-
perserietus Eollar Amarika sarikat), yang wajlb
Ziangsur selans 1: (cua melas) bulan terhitung
seia¥ tarmggal serain terima Pesawal Terbang -—=
yeng difamin dengan bank garansi gari bank ---
eqer ntah 3tac Bank lain yang disetyjul =====

Pamll k. ====---=ssssmcsmammm—cmmmmmssssmme—



b. Bank garans| tersebut! wajlb discrahkan ke ----
Pemlllk selambat-!ambatnys pada saatl penanda -
tanghman Fer phibpisn [hilis resssscransssmsmman -

€. Terrausiz Latg j2uin&yw bewh guna usaha tersebul

pede Burul L aysl Inl, Femlllk t{idak -—-=-—---—- -
MemIer (L3 O LEA. - S cce e s s s s —————————
s e e Ehzhl f.+s memmemccm e
sesssmmmmsms s sss s D873 TETMILFAFAN === cmsmms e =

I. Uang fewxsr guna gesnd werlsma wajib dibayar | ==--

-

& =

frats) dulan syjak d tanda tanganinya berita S———
BCAFL feran Zerime Pesaval Terbang selanjutnys ==
UANE =23 gund Usdlie wijub dilayar pads tanggal -
»arg tena pulern Berihoinyd sampal 164 [(steratug ==
empat polul empetl) bulan sejak ditanda tengeninya
berite acara serah tetima Pesawat Terbang, -====-
kecuels spatilz DPetjangian 1k diakhirl terlebih
dahuely gtau Penyewva rmelaksanakan Opsi Untuk =---=
Membel | su=e aklir buian ke-72 (tujuh puluh daa)
sehapgsimans gitentukan Jalaw Syarat-Syarat Umum -
dAn FRIIANIIAN (M1, - -mr s e e e e ——————————
~fembajyatan vang suw. Euna wnwhs bulan partama ==
akzn gigern!ltunglan dengan uang tanda jadi ------
fegarn! 185! (€8] lériendt Jalem pasal & ayat L ==
dibawan 0] dan Garesanhys Fenyewa walb membayar
Rrdumial USRE {0, 151.%6 [enul pulubl riby seratuz =
Fimzpulan @da dan setbg fanpululh delapap -===-- -
Perfaratat SaIaT Aaeroid Ler.adt) sebagal vang -
FE&E UL sdala bdlan pertalib. s meemsmssmmmemsm e
Setinp pomidyardn wa) i Jiliukedan dalam Dollar =-
Ame-riks S0rikar. i

armua pemhayaran disetor langeung ke kas Pemllik



AL =lE g TEXEnIng FemiliRk padfa PT. Bank e====
Pemoangunan Indenesia (Persaro) Hantor cabamg ---
Jakarta Rava, lalan H.H. Rasuna Said Kav,C=5, ===

Gedung Kanindo Pla=a, Jakarta, dengan rekening ==

namor o G - - - -

------- Rl T PR —— PﬂEa.l- 6-_ S T o

TTEEEETEEEss RewaA L bhan Pembavaruh LAIA c--rececemeae
~Pada saat ditanda-tanganinva Perjaniian ini Penyewa

Yallb membayar menyerahxan hal-hal sebagal berlkut :

(1) uang tanda jad; |eommitment feg] --=-oeeem
0.3% x USS. ¥, 026,.%20.00 ...... e USS.65, L3, 60

(L1} Diaya provist =ecccmmmme e
I x US3.9,084,920.00 ....... " I35, §0,269.70

Fidi) biava BOAMIALTITESE v ewww.. = Uss, 2,500,400

(iv) biaya notaris {termasuk PPH) = USS. 9,.%79.61
fv) Bank Garansi: sebagaimana terschut dalam pasal
SRYRY ¥ o sdidinTsnaniy « = US$.42),150,32
PRAS e r i e da s « = USS5.541,983,. 7]
(lima ratus enam puluh delapan ribu sembilan -
Faluus delapanpuluh tiga dan tujuhpuluh tiga -
Perseratus Dollar Amerika Serikat).- ————eac_o

e L S e e o . e Fi“l ?‘- e e e

e . e e L e T T e——
l. Untuk seltian harr kelambaisan premibayaran Kewa ) L ban
Yang ielah ditetapkan tarnggal jatuhb lemponya, =--
akan dikenakan denca sebesar 11 [sebelas persen)
= BAYN - ~mme e e el
2, Denda dihitung atas casar harizn dan setiap akhir
vulan akan ¢y tambahkan kKedalam vang sewa guna ---
usaha dan danda vang terhiutang-serta dikenakan --

Uehda sélamay 1idak BiiUNASI .= = mme e e .



Sehubungan dengan adanya ketentuan pasal & ayat -
3, maka apabila terjadi perubahan bunga secara -=-
Fasti hesarnya denda akaf @i1tinjau kemball dengan
ke leniuun dunda Verscbial sebuesar 1,5% (satuy =-===
BELENGLL PErsen; widatay Saingdlatl bungas tetap =====

dimaksud diatas, - =eeccecema=- e s .

---------------- ili. niurangl ——==r=smeeeceeceau-

s=m==s R IUPER CEN FECDAACrEN RiAlM ASUTANE] ===

[ ]

Selame jangika waktu Perjanjian, Penyews atas ----
biaya sendiry wajlib menulup asurans| atas Pesavat
Terbang dengan jiemis resihko sebagalmana diuralkan
dalan Syarel-syaral Unum dengan mencantiumkan =-==-
Pemilik cq Ponyewe selbagal lertanggung dan ==--=-=- -

menyerankan kepada Pzmilik cover notefendorsment

AsUraAnst serfta feliap puartubahan dajny ===cessssss==s
PETPANJANEANNYA, = == = oo ———— - e s
Apabiia terjnd: kejadians/kecelakaan yang =======-=
menyababkan Punyewa wajib malakukan pembayaran --
lernadap pinank keliga, maka Pomilik menyetujul ==
baliwa selurun pembayacan Klaim aireraft third ===
party liaos by ada sl merupakan hak sepenuhnya -
Panyows untuk dibayarkan kepads pihak ketiga.= ==
Selad Jjengka wakte tanun perlana dan kedua sejak
difanda tanpaninya derild acara serah terima ==--
Pesawat Tarbang, Fenvewa willoc mancantumkan —-----
=UFIHANSA sebagal saial satu tarlanggung falam ==
polie Aturanst dimassud dalain ayat | pasal 8 ====
Perjaniian inl.- ==escecccc e e nanamme e ittt
Ao la ter judil twtael fuss atas FPesawat Terbang,

MREA peEher ikl alnig aserans: total loss untuk -



kerangka, mesin dan per lengkapan Pesavwat Terbang
merupakan halk seperunnya Pemlllk yang akan ====< -
dipergunukall untdk 1 o smTTEET o R S
(3. Eiunasc Foaub tunpRakan dan kewalilban =====
Paprdus krpade samilik ternasuk saido olu-

tanyg Leva punk Yrohd spsual catatan Pemillik

bat Sasnrkin Perianilan Ink.= o
cli), sambayor kembali kepada Penycwa selisih ===
Liy.m aturansi dengan kewa | tban Punyewa ==—
Cimeisud pada batir (1) ayal fni =zecara -——=

tuniad fman weknlipus aetelah peoinbAyAran e

kruim s3ursanai diterima Pemilik, dengin ===
wetantaan smlaruh tunggakan dan Kewsliban =
seryeva telah dihltung aslen Pemillik, ======
termasyl bunpa selama belum dibayarkannya -

Wilaim esvrensi, vang dlhltung dari saldo --

pub el piuteng feva guna usahz e jak Pesaval
Terszng total IlOEs sampai dengan cairnya -

dana kialm suransi dengan tingkat bunga -=-=
sususi Ketentwan Perjanjlan inl, dengan —==
surhiiungan sebagal bherikut;= —============

n x bunpa « x mital sisa 5P ————==777"

=

A
n = hoart keferlacbatan —==--=ss==m7770 e
s - sesual dengan keteniuan ayat @& Pasal

s pa+ianjlan tal.= =====msosmsmmTEnTT

wp = Srlde puliok sémm LUNL ulkhi PLER Thkl
terjadinya total loss,- —=--——==——"=%

3, fajaskat-lambBatnys dalam vakiu ¢ {tujuhl harl -—=

her s tTeshltung tejak diterimanya pembayaran =-=-—-=



klalm asuranil tetal losz darl plhak-asuransl -=--
kepada Pamilik, maka Pemilik walib menyampalkan =
kepada Penyeva perhliungan jum!ah kewa)lban =-=---=
Penyewa bardasarkan Psrianiian ini uniul ===—=———
srieturtel Penyswa, dan selambat-lambatnya dalam =
wakty 3 ttigel hari: kerla terhitung gejak ======—
ditarimanyd persefujuan tentang iumiah kewa | iban
Penyesa Derdasarkan Perjanjlan inli tercapal, —-——=
pemilik walik menyerahkan lumianh sisa kialm =====

A ransi kepaca Penyewd.= ==--ssssmmmsssssmmmEmes ek
~Aas setiap harl katerlambatan pembayaran sisa -
gang klaim asuransl tersabul kepada Penyewa, ===-=
Pemilik d:ikenakan denda sebesar bunga berdasarkan
Perjanitan Ifg,= —=====s-=ss==ssosmsmmmmesmmmmm—
§. Apabils klaim 1otal los: untuk Hull Pesawat =—-===
Terbanyg tidak dapat diganti slen pihak asdransi -
atad Jumiah miaim yang diterima tidak dapat =-==---
melunas, s2luruh tunegakan dan kewa)lban termasuk
salds plutang sewa gana Jdsaha Penyewa berdasarkan
Perjan)lisn ini. maka PenyeFa wa jib mengganti atau
menamban Xexurangannva sehingEs slsa tunggakan ==
dan Yewajiban tarsabat menjadi lunas seluruhnya.-
7. Peivvewva mamnDaossEan paemi ik terhadap segala blaya
dan tuntutan darl pihar ketlga yang flmbul ===
sadaium ditarimanyd aldim piurdngl .- ======-=ssa==
------- s s ree= RER] W= FeeEEmSsR e TRREETES
= ame === GaAdr | Han Pesawel Terbang —-==""T"TTTTTT
L. Apag:ta Hesawat Terhang ditari=x kembali oleéh =-==
Pamilix daiam rangxa meiaksanakan katentuan dalam
pasal ‘22 Syaray Svarar lmum, Panyewa atas blaya =

sendirl maapsrahkan Pesamat Terbang dibpandar ==—<



udare Soekarno-lfatta Cengkareng, dan dalam -=-====

kondisi lalk terbang sesusal peraturan keselamatan

gpmsrbznrgan ziplt yanyg Rerlaksn can fiet | pighapl ===
Aufier UL tAF.ILT: TESAFR:IMAna teflancum dalam

war|t: 83313 =7re% teg=lnha Teswwat Terbang.- -———=

2« Apahila Peizw

t Trbeng dltarik olen Pemilik ----
srhagalsnse eimshsun paeh wyat 1 pasal ini, maka
blava ssrarivar, giave parkirc ditandar dara dan
atau Biiltg =ity fenubungan dengan penyilmpanan
Pesawal Trrhzag “arnj timbul sT)ak tanggal Fesawal
terbarz toreoshtut =itnfil sanoal dengan Fezawal --
Yerbarg terrelat alsersh¥en pengoperasiannya ---=-=
olen Pemilik kepadx spnyewe biry, menjadi beban -
dir tarnivrp ‘zwar Penyrws, lamanya beban ---e---
spprratur *iz23% leki> Aaxr| A (tiga) bulan sejak --

tanzgal rencrriker fersebyl.- sessssmmmmmmmsssssss
]

semsmsmssamarsa===s== FaEa] Q.+ =mmswsssssssssssee

secmas==== Japil=l2nil Penyewa dan Pemilik ----——r=-

{. Salama !a=;ka vakto Ferjenllen inl Penyews ——====

t-!r'llﬂll '.:-'.II-IF' - P ————— AR ettt

PUY. membacitahulan sesery rartulis terleblh ———=
dahvlu kepara Fempiik apablila dalam waktu 3
(liwa) tahun seiak drtanca tanganinya -----=
fSasipaiian bng Peavenn bermaksud untuk -----
=riycfan =latasis CENELd oEnjang.- =esss===

f14Y, mepgiriThan fanaran wsuangan perusahaan =--

wing telah digediz 2l+vh akuntan terdaftar -
safiam Talyge fengdy Pamille selambat- ses==
sabemimay 8 (egp= tan) bulan sejak ====se=a

P e mpym Patyer ekl perezahaan Yang =m—-—

pAaFrea=Elig LA - O e . B L PR M e i e



z,

—

udara Soekzrao-Hatta Cengkareng, dJdan d{lum ------
kondisi (&ik terbang sesual peraturan keselamatan
peasry4c.ian tintl yang =eriaka dan melenghapl ==—
FUf AT :tmTestir,ias: TESAgEImMAna tertancumn dalam
aerlis 32703 =re= tr=lna Peswvet Terbhnf.=- =-====
Ananitz Taszyrnt Tarknag ditarik oleh Pemllik ===-=
gahazalon=a elxsbkzas pase wyat 1 opasal anl, maka
bigve s:oarsbze, ¢iars parkir dibandar dara dan
a*tay Biess lzimeyr fehubungan dengan penyimpanan
Fesawa! TsrSszng *ani Timbul se)ak tanggal Fesawal
Terkeny tarithut aitacis sampal dengan Fesawval :+
terbarg tirtalat cieerdhkan peEngoperasiannya =--=-
clgn Br=!li} Vernsay mapnyewsr baru, menjadl beban -
g5r *ansrvop ‘rwak Penyrwa, lamanya beban ----=-=
taregess *r=al ekt aacl 3 (riga) bulan sejak --

sanspal semprliver toriebyt.~ s-oTmTTssssSssssssss

sesmasse=s Japil-jan)! Penyewa dan Pemillk ----=--=-

Selsra '==zkr val'e Ferfenllen ini Penyewa ------
Ear ianil At = =e=essssrsecsssssssssm=ss eSS
FiY. meubaritahuban secery tertulls terleblh ----
dabole Repasda Feml!ik apabl'a dalam waktu 3
tlisaY 2ahun sciak oitarda tanganinya ———---—
marbpsptan tni Peaveun hermariud untyk ==—---

gt pAnkAn = inte LA TLnE KD oot JARE .~ T ammm———
fitd. Tepgirimian Jinnean keyangan perusahaan ---
tong taztan AiEgdit 2l+h skentan terdaftar -

et iy taln 'enads Pamilik selambat- -—-—=
tymbyrimws 8 [ppebijan) bulan sejak so====-—-=

At =zpnwa fahan Bukiy perezah3an yang ——===

rﬂ_“!.ﬁ-ﬁ.l'u-uiﬁh n D e T e



{ii11. apeniia karera alasan apapun, Penyewa —-==-

belum dapat memenchl salah saty -=========
voma | | Eappys BefAresrkapn ayat | PAasal @ --
Pas jgpriier irt opn Pesawat terbang telah -
cpzr grtieh #ismrah terimakan sesual dengan
tsoppa’ Teran terima vang telah disetujul
olek Pemilik f2n Penvewa ("Repcana Serah -
Tesire" ). make Fenvewa dikenakan denda ===
septypl donpan Sple=s Apreament tertanggal 5
cep*ember 9% antaran Pemilik Jdan -=-=—--==3
[ UJBETHANSA *erhlteng ¥0 [:iga puluh)] harl .~

raralal Papcans Rerah Terimi,= ==—ss======

3. Falpms ‘eheks wabryg Perlaniian Inl Pemil iKk ======

wWer janil un*yuf 1= messsmsss--=== - ———

{1,

danpan pemharitahuan terlebih dahuly, —-=====
Penvewa herhak memasang alat-alat tambahan =
wanes dipariukan pada Pezawatl Terbang atas ==
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lampiran S.K. Menteri Xeuangan it.I. lomor Kep. 07T2/5.11/1994

Juaia Borons; Yan Honjodi Obvek Jersdn .

1. Mosin/porslatan bidang perkayMan.
= kivsin/peralatan untuk panﬂulnh dan pembunt kayu la
pls hqpurta auku cndnn n&u.
- wenin/perelotan uniuk pabrils pengneriadisn [ Daw=
miil) begerta suku cadaninya.
- Mesin/peralatan untuk penghalus keyu beserta sucu

cadunInys.

- Mesin/perulotaon untulk pembentul kayu beaserta euku
cadaninya.

= Mesin/peralaten profil untul k;yu hatort  aukuy o=
dannnyo.

- Meain/peralatan.untulk pengawet lkayu beserto auku

=~ gadangnya . ' ’

2., Mep er industri gcmen.

- lienin/peralatan unxﬁﬁ pengolal dan pembunt bahan -
mgntah aomen.

keoin/porolatan uniuk penghaneur bulu-bu.Zan.

- Hniiﬁfpernlutun untw: pembakaran bohan mentah se -
men.

Meain/perolatan untuk pencempur balan pemen.

- Ugnin/pernlatan untuk pengisi semen.
~Mesin/pereletan untw: pensadult oemen.,

~ Hesin/persloton untule pesbunilun s .. | Sirgt.an) «

3. Mesin/peralatan industri percetakaon.

Manin/peralatan cetalt kertas (printing) beserta suku
cadangnya.

=



&

- licain/peralutun potong.

- Meainfptroleton pemisah warne (colous -sp.outer) beser
ta sultu cadangnyn. i

- Menin/perclaten polipat kertes beserta sultu cadangnya.

- Mesin/pernlaten peluteng lkertps beserta suku cadangnye.

- Heain/poralatan penjilid beoaserts euku cadangnya.

Meain/peralatan industri telatil.

Mesin/peralotan tolal beserta Julu pAd oL T .

- Muein/perilatan peuintol boscria cukdu cadangnyd.

- Meosin/peralaton tonun beoserta sulu cadansziyo.

- Mesin/peralatan cuci beserie suku cedangnyo.

- Mesin/peralatan celup ucserta suku cadangnya.

- Mesin/perelatan baker bulu beserta suku codaninya.
Hesin/peralatan pemotons; benans bese -t au:u caudangnye.
- Masin/peralatan rajut beoerto Wt Couungnu.

- lieein/peralatan lipat kain beserta sultu cadangnya.

- Mesin/peralaton ootal besorta sulcu ca =
- Hnain}%ﬂrnlatan finiehing (ponyempurnagn mardn sy,
cadanznya, )

Meain/peraletan angkutan.
Daxat.

- Hoter.

- Bus/eedan.

= Truk/pick up.

- Truk peti kepas den peti kemas,

Laut/perkapalan,
- Mesin/peralatan diesel besertn suku cadantnyd.
- Ulgain/peralatan conyvoyor bald Luogort de - ndinnya.

- Meein/peralatan balunzen kapal untul jonis pembuatan -
dan perbaikan.
- Kapal tangkar, tonghkang, angkut barang.
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= Hesln/peraloetan posawot udura boserta suku c.ndnnz:_uq.

~Livnin/peralaton pesavwot terbans/helicopter beserte suku
cadanznya.

- lesain/poraloten pesawat udora untul jenis anpgkuten pe
numpan® dan barang.

- Ligmin/poralaten baden poamyet booorte aull: cadangnys.

gain/peralpton industri peiro JKimia.

Menin/pevelaton untul pembunt dan pengoloh bohan mentah
pupuic,

- uonin/peraluton untuls sencompur pupuk,

= leain/pevaletan untuls pembunt obot pembasmi hama tena
ol

= kiosin/peralctan untuk pembuat obat ponyubur taneh.

« liesin/perzletan untul: pembuet don pengolah berbagal -
jenin pelostik,

- wlesin/peralutan uniule pembust balieun fiber gleaos,

- Lenin/perclatan untuk pembuat jenle-=jenis plastilk wvir
dil,

- kesin/peraletoin uniuk pemboet arum, .- lo.tilk.

- Uegin/pereletan uniuwc pembuat F.V.C. (Poly Viniil
Chloride).

Mesin/peralaien industri pgutembangen.

- Liesia/peralztun bor horicontnl den vertikal beserta -
sultu cadensnoya.

= mosin/peralaton pencuel husail tomdfe:, Fo-ovid autd eg
danfnya,

- bienin/peralotaun power driller beserto aulu cadangnyo.

- licoin/peralatan uxoevator becerta suku cadangnys.

= lesin/peralatan Lift besorts suliu cadangnya.
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10,

1.

Megin/poralatan cownputoy.

-

Mesin/poralutan elektronil,

lioain/peralatan untuk jonin coumputil ous_newd béscrta
sultu ¢adansnyd.
meain/poralatan untwe junie cownputeyr aclence beserta
gultu codanpnya.
Wenin/peraleten untuk jenia counputer onnliso boserta
sultu codangnye.

llllllllllllll

Meain/peralotan pembensikit listrik denjan tenaga olr,

uap, behcn bakar,

lcsin/poralatan pembuct kebel listrik.

Mesin/purslaten perlengkepan listrik lailnnya,

antary laoin t Stebilisetor, transformator, fusc don -
elaot igoloel,

Radioc begerta suku cadanpsnya.

Satelit beserta suku cadangnya.

Telopon beserta duku codangnya.

Televisl besorta nuku cedongnya.

Alat-alat ponnoman beserts suwu cadenfayao.
Alat-glat laboratorium Lenaric suku c. ol .afa.

Meain/persletan Xonetruicai.

Mealn/peraleton untwc membuct banon bangunan berupa =
pembunton bate proas.

batiaco, zentong prese, Leta ringan, tewel/poraclin.
llesin/peralatan untwc pemccal batu (stone erashar).
Meoin/peralotun Luldozer Léuerta mulu .ac.iinya.
Meuin/perelatan eteam roller beserta suku cadungnya.
Mesin/perolatan eacavetor, pilling dan erane beserta-
guku cadangnya.

Mesin/peraletan whelldozur begerta euku codangnya.
Mesin/peralatan untul pencempur aspel bagserta oculn
coadongnya.
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13,

14.

......................

= Kesin/perslutan untuc peo.bus: ccles

= Wesin/peraloten sterilineql,

- Mesin/peralotan pemanos,

- Meain/peralaten pendingin,

- Weein/peralatan fragninani,

- Mesin/purclatan proaa. y

- Reain/perpleotan komaovn balw: askarnn da

ncbut. =

Mesin/perploion untuk industri farmngi.

- wosin/peralotan peagoluh Jden pembuat tublet/bubulc/ca=-

= nlnuman ter

iroan.
- Meain/perelatan pongoluh dun pembunt obat-obaton nun-

tik (ampule).
- keain/peraletan lkemzy obas,
~ Mesin/perelaten untuk alot-ulat penelition farmasi,

laborutoriwn, pabrik,
- HMesin/pevalatan ‘penvoleh dun pombuat sbat-cbatan je -

nls tradieionil/jamu.

Mesin/oceralatgn pertgnian.
Nl eadangnyos

-~ Meain/perslnten pongolah tandil besertu u
- MNesin/peralaten penyebgran bibit bemerte suku cadang-

-t #
- Wasiz/zeralssas pezacs-es fozib LawaTta WU SEZESD -
052,
= Jdegin/parelatan unituk panen ba23exrfa giiu cadaninyva,
- Yezicfoaralates g1ling bosazss uiy A N ava.

- lenin/paralaten pocbzami hosma boserte swew codongnysa.
- Mgoin/peralatan traktor becerts suku cadangnya.

- Mcoin/peralotan pemerac beeerta suku cadengnya.

- Mesinfperalatan pembajek bescrto suku cadangnya.
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164

Peralaton
feralatan
FPeralatan
Pemnlatan
FYeralaten
Peralotan
gorokan).
Paralatan
FPeralatan
Feralotan
Peralatan
Poralaton
Foraloutan
Paralatun
Peralatan
Peralatan
Poralatun
Peralaton

5 ri. bk [ S o Sl e ally “pp ¥, W

WL A e e

unt we
untulk
wntule
untulk
wnvulg
ugtule

untuk
untule
untule
untulk
(HH R
Lt
wntuwle
untulc
untuk

untul "

uns uk

ultr@ag sonie.

Peralatan
Paralaten
glzi.

untuk
untul

oporuni/bedah besar maupun keoil.
unit cardiologi.

wilt kecidonan.

radiolopsi/einuyr X-ray,.

unit anaatesi,

unit T.H.T, (Tolin - 2 s dan Tons

unit penyakit dalam.

unit nenyanltit matnp.

unit penyakit kulit dan kelamin.
unit pathology.

wnit mikrobiolaori.

ikt wruke Loy .

it arthopedy.

unit fisotherapy.

unit akupuntur..

unit dentietry.

unit penobatan dengen einar lager /

unit pencetotus medi- (mw-dlesl record)
unit pengobatan ponyukit kekuranzan

Mesin/pemalatan industri minysk/ges.

- lesin/perclaten untuwt explorasi/pengeboran minyak men
tah/gan beserts sulu cadunsnya.

- hlegin/perelaton untuk pens; eruson pentui,

~ loain/peralatan untulk pengeboran lepas pantai.

- Nesin/peralatan untuk induotri minyak pelumos/oll be-
gerin gulku cadunpnyn.

= Mesin/peraletan untuk pengigalian haeil mentah perairan

Indonasia,

-



- Bemin/perolaton unbuwe penghesilan gas beserta zuku
cadensnyo. '

- deain/perclaten untuk puncheeil minyoel beoorte eulu
chdansnyd. :

17+ Lain - lain.

- Alat-slat oloh rasa dan musik,

- Alot perckam sguarao dan ;embar serts perlenkapannya.

- Geduns untuk kanter, pabrik, peveokuca/mi.suciete/ -
hotel, bangunon untuk disewakon, sudang dan gedung -

~ parkir,
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KEPUTUSAN MENTERI PEHUDUNGAN

MNOMOR : KM THESAAUL.OQDISPHB-86

TENT AN

SYARAT-S5YARAT PENDAFTARAN DAN OPERASIONAL PESAWAT UDARA
YANG DIPEROLEH DENGAN CARA LEARING

Men imbhang

"Ell._-rl_;;l rluﬂ.l

L]

Tl

o]

.

MESNTER] PERHUBUNGAN

bahwa kond iz da | vm neEger secara
nasional pada saat ini kurang menunjang
pengadaan pesawat wdara untuk  kebutuhan
penerbangan komerxial melalui junl beli
pada umumnya;

bahwa cara pengadasn pesawal udara dengan
leasing merdpakin sualy chrs ¥ang SesSuii
untuk pengadaan  armada  pesawat udara
tanpa menimbulkan beban yang memboratkan
pemerintah;

bahwa sehubungan dengan hial terschut pada
harup & dan b distas, perlu diatur
ayarat-syaral pendaltaran dan opuerasional
pusawnt udara yang diperoleh dengan cara
leasing;

Undang—tindang Nomar. H]I Eahun | 958
tentang Penerbangan (Lemharan Hegarna
Lihun 1958 Nomor 159, Tumbahan Lembaran
Mepgars Nomor 1687 )

Keputusun Presiden Nomor 44 tahun 1974
tentang Fokok-Pokok Organisasi
Pheepranr Lemen g

Keputusan Presiden NSamor 153 tahun 1931
tentange Sununan Organipgss Depar temen,
scbhagnimana telah diubah terakhir dengan
keputusan Presiden Somar 12 tabhun 9863

RKeputunpn e P onma Munter kouangan,
Mumtorid Foerimiusbrian dan Menpteri
Perdagangan  HNomor KPP 132 mk/ o f2/01971,
Mo r I2/MYEESIS1974 dan Nomaor
/KA /19T4 tentange  Perid fipan Lgaha
Ldasing;

Kepufusan Munter) Perhubunpgan Udara Sonaor
T 1130 4=-10 tentans Peratuaran  Kese vk
Penerbanzan Sipil;

Kepulusoan  Menteri Pechubungan Nomor 5K
FEA%. 1971 tentang syarat dan ketentuan-
kvtentuan mengensi Penggungan Pesawal
Turbung sSecara Komersial di [odonesia;



7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM
21 /0T-002/Phb-20 dan KM 164/0T-002/Phb-RB0D
Depirtemen Perhubungan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan @ KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TEXTANG
SYARAT-SYARAT PENDAFTARAN DAN OPERASIONAL
PESAWAT UDARA YANG DIPEROLEH DENGAN CARA
LEAS NG

Pasal |
(1) Yang dimaksud dengan :

a. Leasing falah setinp kegiatan
pembiayaan dalam bentuk penyediaan
barang=-barang modal untuk digunakan
nleh sustu perusahsan wntuk Sustu
jangka wilktu Lertentu berdasarkan
pembayaran-pembayaran secara berkala
disertiai dengan hak pilih {(optie) bagi
perusahaan tersebut untuk membie
barang-barang modal yang bersangkutan
Alry memperpanjang jangka waktu leasing
herdasarkan nilai =Sisa yang telah
lisepakati bersama;

b, perusahaan leasing ialah perusahaan
yang melakukan kegiatan leazsing sebagai
yang Jimak=sud Jdalam ayat (1) pasal ini
dan  vang telah memperoleh 1jin wuzaha
dari Menteri Kecuangsan;

¢. perusahaan penerbangan ialah perusahoaan
yang bergerak dalam bidang angkutan
udara ¥ang mengangkut penumpang ,
barang, pos dan kegiatan kendaraan
lainnya denpan memungut bavaran, dengan
menggunaknn pesawat terbang bersayap
tetap [(Fixed wing) maopun hersayap
putar [(rotary wing), yang melakukan
kegiatan penerbangnn secara  ber jadwal
[schedule) mauvpun tidak berjandwal (non
sehedule);

d. perganjian leasing i1aiash porjanjian
yang diadakan antura perusahonn loasing
dengnn perasghann  penerbabgan Fung
antara lain mumust  Keleptuan-ketenplaan
toentans bak wmalik, Mesarnys  pembayarcan
RWIL pundg [ leanse), Jjangka waktu,
pumie | (haridn, asuransifgantd rugd  dan
kvtentunn  Jain yang dipandang perlu
agleh Redus belal pihak;



[2) Tanpa mengurangi pengectian leasing
subapgai yang Jdimaksud dalam ayat (1)

pasal ini, leasing di dalam kevpulusan
ini dibatasi hanya untuk pesawat udara
yang hak miliknya berada pada
perusahaan leasing, yang teknis

pengoperasiannya dJdilakukan sepenuhnya
aleh perusahaan pendrbangan.

Pasal 2

Perusahaan pencrbangan yang diberi ijin
operasi dan mengoperasikan pesawat udara di
Indonesia dapal mengoperasikan pesawal
udara yang diperoleh dengan <cara leasing
sebagnimana diatur dalam pasal 1 ayat (2).

Pasal J

Perusdahann leasing uwntuk dan atas nama
dirinya, diwajibkan mendalftarkan setiap
pesawatl udara yang akan dioperasikan olch
perusahaan penerbangan berdasarkan
pecjanjian leasing.

Pasal 4

Perusahaan leasing yang akan me lakukan
perjanjian leaning dengan perusahaan
penerbangan  harus  melalui persyaratan
sebagail berikut

n. memiliki ijin usaha dalam bidang wsaha
leasing yang ditetapkan oleh Menteri
Reumngan;

b, membuat perjanjinn feasing dengan
perusahaan penerbangan vang diberi ijin
vperasi  untuk menguperasikan pesawat

il ar i i Indones La, idan dapat
membukt { Xan bahwa pesawat udara tersebut
nkun dioporas ihan aleh prrusdhann

penerbangan  sesuai dengan jangha wakiu
yany diperjanjikan.,

Pasal 3

Dalam  hentuk  dan dungan Ciara  apapun
perusihann leasing Ulidak dipurkenankan
untluk mengoperasikan sendiri pesawatl udara,
bk untuk peserbangan Komersial magpun non
Komersial.

tanal &

Perusahaan penerhangan yang mengoperasikan
pesawatl udara milik perusahaan leasing,

bertanggung Jawnb terhadap teknis
operasional pPesdwel udara Yang
hersangkutan.



Pasal 7

Perusahaan penerbiangan hiarus mengoperasikan
sendiri pesawatl uwdara Yang diperoleh
berdasarkan perjanjian leasing, dan pesawnt
udura yang bersangkutan tidak diperkenankan
untuk dioperasikan alech pihak ketiga.

Pasal 8

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan
Keputusan ini, semua peraturan persyaratan
pendaltaran maodpun operasional penerbanghn
yang adad, tetap berlaku bagi pesawatl udara
yang diperoleh dengan cara leasing.

Pasal @

Mal=hal yang belum diatur dalam Keputusan
ini, akan diatur lebih lanjut oleh Pirektur
Jenderal Perhubungan Udara,

Pasal 10

Keputusan 61 mulatr Berlsaku pada tangzal
ditetapkan,

4 &K ART A
16 Juni |986

Ditetapkan di
Paduy Tangpal

s a&E

Menteri Perhubungan
ted

ROESMIN NURJADIN

EALINAN keputusian ini disampaikan kepadna :

l:'_'

.
11.

Ketua PBadan Pemeriksa Keuangon;

Menteri Koordinator Bidang EKUIN dan Pengawasan
Pembangunmnmi

Manteri Sekretaris Neparag

Menteri Perencanaidn Pembapgunan Nasiondl/Ketua
BAPPENAS ;

Menteri Xeuvangan;

Menteri Porimdustriang

Mrrektur Jenderal Monpnoter Dalam Nepgerd
Departemen Kewangan;

Sekretaris  Jenderal, Inpektur Jenderal, para
erektur Jenderal thian  parn Kepalan Dadan i
Lingkungan Departemen Perhubungan;

Pura Alase Perwakilan Perhobungan;

Para Kepala Perwakilab Pechubungan

fara Kepala Eanpntar Pierwakilan Direktoral
Jenderal Perbubungan Udaras;

Para Kepala Wiro di lingkungan D par trmin
Perhubungan;

Sekrelaris Direktoratl Jenderal dan Paro Kepala
Nirektorat di | ingkungan Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara.
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MESGENA] FENGGUNAAN PESAWAT TERRANG
SECANA KOMERSIL D
ISDONESLE

MENTERT PERHUBLIGAN:

Slenimhang (R
pesawni 1erhang secars bometruiil pada
drwaia fnl tcish denian peaings,
sehingga progaruran wwha-uwhs in
el doriuaiban Smpan pekmmbamgin
perug bt

1] bahen unsuh makeed (0o ol b deaddiebin
proinjauas  kembal wern Lepwlumn
Meninn Periubungen Mg 5 07071 10Phs
tenanggal. 47 Splember 1887, mesgsne
ApAFELGFEIEL S8 kelgniuan Reiemaan
mangrndr  wiafid-uiafE  pengEng s
wiars wears komedail dalam wiliyah
Republih Indomrais, dragan
g punakan pesiwar imiusg b
wafap irtap

Slangingal | Undsng-Undeng % 01 Th 1940dL L
T bangani.
¥ Undamg:Undang o, 1 Th. 587 {U.L
Tenzang Penanaman Modal duing,
1 Keputusan Presiden &Moo, 13 Th, 194

MEMLUTLS kAN

Dengan mencaine Seial Kepuiman Mestan Perhubsngen @ T8 Seplembea
PUAT Mg, 58100 Phis | memgres iraeas das bevensuan it win snihs-

BaSwa perkembangen penggusssn

wizha Penganghutas Udars secara bamstiaiil dalam wilayah Regubiii fn
Aonrd, SEMELN EEmparpuiilan p-nlrlﬂ:hn: Iﬂu:rnp GELE.

51'A!mr-snnn' n.hhl KETENTUAN-

EETESNTUAM MENGEMAL PENGOUNAAN

PEEAW AT TERIANG SECARA KOMERSIIL
i 1R

Bl aphan s

Faaad 1.

il Praggusesn paawst ivrbasy e homenid jalsh pespinghaias
el alisid ki@ i pEnUMpIng-pensmpang, barang barang Jan poi.
atng Weglatan bemisiain laln dmgan memuagul bagaren,

15 Dengen pea=an iieheng dimabudine baik prgsal tebiag el
tetap | Nivnd wing) maupan poagwad levhang beruayap pear (rishy
wiAg),

il .

T T ks | anan beslahs v per SRR,

guidbal il pEnErieamga I.||.J.|.1h.|::.|.|
Pasad 3.

1) Usata-usshs progengkuin melalu udios din beglaoen-brgaden
wsudtgraam lainnyy Siarenggirakan wrimgs prrsiahsen yang barbon.
vk badas b,
12)  Perwuifaan Ridue memenghs betrmyan-deiemuas b
i memibiki siie pesdiven dmgan snppiesn daas peuiabien
pamg etk Svishhis akih Deparvemn Kehalkiman,
il | L] Ayl Inddesesia;
1= orman iy g i dat modal dalam magam
d g P, o U e dtn Bampslan dalamm nngart den gam ddeng
dalism Bentub weaha beraama (iRl i prise)

Pasald i

il Seiep perulshass yang meisiuken bigaan-brpatan 08, dadam pacl
| haruy el aUEe Lon operas stad koasey pang dibrhuars an oweh
Slenteri Posubusgan yang Memual vrars-iraes e dan eelaba
wmieh penghs sakiu J jigad ahun,



i bt jangs making yern bt dabass wymi 1) panal im)beraihur, Kia
et st b L konen 1 dlasnaa diperriun Eng untull =Fi
y&ng whma, apabils sperasi pebaon kgl Laban i cRaomdidihsn, st
datgdban ponilaian Dersksus Jenderal Pertiibeatigan L,

: e R P

Pasal 5.

Wmfumu]mwﬁm-'-llimm

joinngin s penerbangas sebagal benlur

A Peserhangan (ermer (ehodibed-operstonn) yakn penerhangan:
ponerssagan yeng Beremiand menarul Buatd jaskwal pezjalznan
pouseal-priesl ying LR s feriiur;

i Prodrbangan (idak  perabur  {asneached aled  pperainan)  pakog
pennrhangas pensthangan deagen pEny el i RN Tidsk
BEnuckna

[ Peasnangan suglemonier pRkne parstBasgan pae Banga datigas
pesawdl Berkapasas maksmusm | ¥ g penumpay dan wfsingg
gdalah upsemmen dan & dan 0l

0 Froerbasgun keglarsn kesdaraan (uerial work) yakoi pensrbangas
peserbangan yeng buksn divujakan wnryk prmpLng b utEn pTLTan g
hmuuum-dmh-mﬂunu-m;mw
memyngel bayaran, snisrs lala kegiatas-hegianas penyam-
pmm!mruml-.mwmm seEkgd prehodang
pemianiy der PN, Arisl Survey.

el i

QU8 Susuman ssulerowlr it bangan bmrriiil Sash, prredt DaEngen IR LS
mrigaipan telek ueraTur, disnkukd peal § di datess wilayah Indondig
pei Rl
W roudRroe Musdsiara;

b, roste-route daerah {okal] schagal penunjang routs Nuianthia.

i m

dalans negrl Sl dnng,

] Rauie-route Duaersh baleh disclengguiakan aleh PN Qaruda
Pob blerpal Nanantars, petuialiia) el o a0 pe el dte
iabag Sudhe waahs e dengan sb g antd ladngd 6
Ay

(11 Dalem bl bin gperasl diseskas wniyl @ rouls darmeh kepady
proed HuRga iy 0 vwasld inaks weksligus daumjek disrah
4 «Sa-4 e W aml.  oedulb ST tstEe

Puasl T.

Untuk mvensdapsi isin opedas sssy konassl ieyachut dalam passl 4 harus dia
jekan uerat permahonsn di atss kerted Bermeters sieh peruiahaan yaug
berasnghuias kepads Menteri Perhubungan melalel Direktur benderal
Perhubungas Lidar;

Teinbuiam vurai peemobonan disampalian bepada,
4 Cenrsimrin Jendeiat Depurtemen Perhabungun,
= ki Je Soril Perhoiangan Usarm
Auh b WA, g & 10 wiaks pang euanghuian
sduls . = Y p— LR
{7 Sernt perenakess pung diajulan Legrds Menbei Perhubuergas nar
memanl LReraggan ieterasgan awhags kel

I Henduk Bubem peutabon dan bedamasnyd yang indp dan
dilampirkan akie pradlvion prrutahaas sens angpatan dais
yany digalilan;

- Dialam bl peruiansan immebs sefdinl dar bempeten modal
dalam prpem demgin dung wSigainiang temiebal daiam paal
1, peruia dan sarcrs pihak didem g dan anng hatus &
elayh ik ol o st edn b dilsespirkang
el fge = o heiod dilakukan, pakd penetbasjan
brmty, gt Bty Bdal ierarur, penarbengan esplemense
migu prnrrhEngsn Leglaten Leudaiaen;

i Jenin penawat pang sham dipergunahan baerts jumsshoy i,

4. Duerah pperasi dengan ipenifiiad toute route;

& \irmian yang membensrhan den mesperkan pongpvnaas a0
jenis praasat dalem hubungaa route-roule yang dimin
demikiad jugs fEncama imvEELAE  perutshasn sehurang.
bwrmngnys witul } (Lge) GEhen FEayg perama;

T Beraps jumbah Aighi-ceew dan  groausd-cie=fye, el
Wigabd hast kg aming den bebangeaaesye dan petEnclia s
LT P cprag o ang] selamptnyac

= o - Ll v peEl (Mshimsdnor shnn dis
W el metb e o el B BRGNS,



g - Azureail pesawal, eoumpeng dmges glhak beiga. i)
10, Panghalan bedui unisk opsras peawal-prisal perusahain
trrarbul.

Faaal B,

i8] spabile trlah dupenahs gl becerangan benghap laneitivl padh ayad
{3 paaal 7, Durekrar benderal Porbubreiges Udara dalam =akiky
arlambal lashainys | (wiud Bulan sncish menenima wred pe-
mohosen sl dasl poraschasn 1erebul mempdmedikan 1Wre pe
rraahasnan ssli iba diseral resaradei kegade Menteri PerBubungan
umluk mendapedkan bepeiusan;

3 Perssujuss aisu peaslikas Mester] Perbubangan iriadap per-
mobanan g mhnﬂmmlep-hrﬂ-uhulmh-
penghutsn melalui Duekeor Jmderal Prebobongan Udara. -

1Y Bagh persobeash aleh prriahasn yang pemodalinnya verdiri dan
raindall Salamn Sepesl dempan aimg, berlihs perauran prrundio gin e
jang peasnwman modal asing dan jang deg en Jalam ek
Krpratsign hirmren Frriubengan mangens prasnsies madsl sing
il bidisg Prrhsbungan den Farvisss

Fuaal ¥,

Apabila permotanan whaga b, dalam pasal T Jisrtugui Ean dalam = aiia
W (e buban terhilung dari tanggsl perarinjsan iy SiBEnkan, § praguss
Belum mulal dengas epeal yang pelak dttups, (2in yang ielah deeriiimn
dengan senditiays baal

Fuaal 10,

(1 Semei pirabaham dalam pomBagin wfancessan ol das
i b libimesd Lnnye dar mosdal d4lism megerl sndamun jasg e
dnieriem Lumspulan datam aeger dan seng =agib ddiporhar brpate
Miraisii Perhubungen;

i1 Memien Perbubungan Sepay mencibiyl antull pemewiara sidsfui ene
Wik eeterusaye periminan paag cclad fheshan, jiks prrubasen-
perubshun il (o diseujal,

Pasad 11,
Usigk makwd pendafiarsn paawsl, pembehian poaswe scars se=i-beli

hire-perchaw) dagar dianggan whagal prrmidihin wh dam mesrtishl gt
Fharat usah pmadiiiaran deigin keutniuan habiea

i Badsm bonirak sess-beldl tb, iadak terdspat bemanghingn uptub
mesnilibi embali prawsd ub, gieh s pen) el wars langiueg i e

Isdah lasgiuei
b e = e . con BeRlsik mongage dan waty
sl 1AW | Lai ¥ o Mpenalube wmard pesdapar

UhienkEur Jiie = Uoilinocigan Udea

Pussl 12

L opetre e Lineed pehagrimans ik, dalum pasal 4, shas dibrisatban
sevelah uisha bersebed berjalan priams | (iatu) tahen dengan memidian
haik AACE DperaBonal madpan bamensil scassl dengen pendapat Depetiug
lgnaderal Perhubumgen Ldasa.

Passl 13

Bidghif 'endgrdl 1 ngi lita ek dan PEEd=san ridkid
TRV, R L1 It it i maksud den yushdogiahs
Per et il W B v ] mg - N g iR Ay depesliilan,
weHa mEnglnnkan priugai-priuges pasg disnjul aleh Direkiur Resdersl
Prrhybungen LUidars memaiull nrts memenibia prrbeglhelin- pesbesgh elan
dgm inqbdfe-insanms lam yang depergusihan untuk aprresi

Fasal 14

Esn aperasl ataw homioi pang telah dibenhan oich Derrbied Jendisal
Pritutungan Lidsss Berdanarian Somn Krputuian Memen Perbabdngan
Mo S8 Pab. gl 31 Sepieane 19T diseasikan dengan bepuinian
bars

R | |

Haf -l L pang brbarnsy St dularm Sura Kepatauis ing giis dostut lesd
Larjar aich Menteri Perhubungan

Fawal 18
Sural Keputusan ol mulsd berlahs pada hanl dasiapkan
Dutetapban & Jakaiia
Paili amggal Il Lanman 197

ALENTER] FERHLBLMGAN
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IHSTHYRES] PHESIDEN HEPUBLIFE IHNDUHESLA

MOHOR : 1 TAHUN 19850

TENTANG
LARANGAN PEMASUKAM DAN PEMBERIAN IJIN PENGOPERASIAN

Henlmbang

Hengingat

Kapada

Partama

Kedun

Kecigs

Hesmpat

PESAWAT TERBANG
PRESIDEN REPUBLIE INDOHESIA

batiwe dalam rangks seningketlan dan meEnumbuhkan
kepampuan indlstrl dan teknologl di dalam nogerd,
khususnys dalam bideng industri pasawat terbang dan
helikoptar. dipandang perlu un Lk mengadakan
larangan pemssukan dan tidak memberlkan 1din
pengoperasian bary bagl peseswat terbang = yand
sajeanis atau mampunyal fungsl Yang oSams dengan
pasawat yang menghasilkan di dalas nageri.

1. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945
2. Reputusan Prealden Homor 63/H Tahun L278.

MENGINSTRUKSIKAN

1. Menteel Parhubungsn;
2 Hantar! Perdagangan dan Koperael:
3. Hanteri Perindustrlan.

{1) Melarang pemasukan dan tidak memberikan 1din
tmport pesawst terbang dan hallkopter yang
gejenls dan atau mempunyal fungef yang @pamna
dengan pesawat tarbang dan halikepter yang
telah, aedang., atau akan diprodukal dl dalam
n;gcri yaltu CASA 0-212, PO-105, dan FUMA -
b 1L B

i2) Tidak memberikan i3in pengoperaslan baru bagl
peBavat terbang dan hellkopter yand sajanls dan
atau menpunyal fungsl yang sama dengan pesawat
taprbang dan helikopter tersebut diataa.

Pengecualian terhadsp larangan terasbut PERTAHA
hanya diberikan olah Prealden.

i ¥Yang  termasuk | ssbagal pesaWat terbang  dan

i

helikopter yang sedenis dan atau mempunyal fungal
yang sasa dangan p2sawat terbang CABA £=217, oaarta
helikopter PO-105 dan PUMA 5-330 antara lain adalah
mapertl tersebut dalam daftar yang dilasplrkan padn
Inatrukal Presaiden Lnl.

Inptrukal Prealden inl mulal berlaku pads tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 1380
PRESIDEH HREFUDLIE IREOHESLA,

TEd

SOEHARTO
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INSTRUKS] PRESIDEN REPUBLIE IHDONESIA

HOMOR. : 1 TAHUM 1880
TANGGAL : 29 JANUARI 1580

1. PESAWAT TERBANG YANG SEJEMIS DAN ATAU HMEMPUNYAL FUNGEL

O 0B = LR B L] Y e

u
L=}

11.
12.
13.
14.
18.
L7.
18.
18.
=0,
21,
Z2,

24.
250
2a.

Ii.

£ q_ﬂ-“ﬁuﬂl—

L]

ll:il]-'llﬂ'liﬂlﬂ'-'

YANG SAMA DENGAN CASA C-212 sntara lain

TWiH OTTER
SKYMAN/SKYLINE 1 6D 3 - 30%

U 2 A - MEK III - 2 TRISLANDER (UK)

HOMAD (N 22 Bsn 21 A

HMETRO Il (SWEARIHGEN)
BANDEIRARTE (EMBRAER)
CAMADAIR CL 2135

JETSHEAM SRS - 200 (UK)
ATRMETALAM - G III (GERMANY)

. DORMIER (X) 2M SEYSERVAN (GERMANY)

AHAVA PT 102,202 (ISRAEL)
BEECHCRAFT B29 AIRLINES (USA)
ISLANDER CBN - ZAl

MERLIN (SWEARINGEN)

. EMBARAER - 12 X (BRAZIL)

MITSUBISHI MU - 1 JAPAN
BEECHCRAFT A 100 KING AIR
BEECHCHAFT SUPER 200 KING AlR
HAMILTON SKYTRADER 800 (USA)
HAMILTON WESTWIND 11 STD (USA)
MCEINNON G 21 G TURDOORE (UGA)
HOHAWE 38 (USA]

. ROCKWEL 680 B TURBO COMMANDER

FIAT G - 232
CESHA CATATION I, II. III
PIPER : CHEYENE. HAVAYOD

Z0. PAX

168 PAX/I0 PAX

Up TO 18 PAX
1T PAX

18 - 20 PAaX
18 - 20 PAX
18 - 15 PAX
12 - 18 PaX
24 PAX

12 FaX

20 PAX

16 FAX

8 - H PAX
A = 15 BaX
B Pax

14 - 1i PFAS
13 PAX

18 PAX

12 PAX

17T PAX

11 PAX

28 - 28 PAX
7T = 11 PAX
0 PAX

B - 18 PAX
g - 8 PAx

HELIKOPTER YANG SEJEMIS DAN ATAU MEMFUNTAIL FUNGSL

valG SAMA DEMGAN PO - 105 antara laln

BELL 208/JFT RANGER L1
BELL 222

HUGHES 500 M/MD
AGUSTA 109 (119)
CAZELLE 5A 314

PUMA SA 315

DAUPHIN SA 380 (343

ALOUTTE 3
. ASTAR AS 350,053,368

I11. HELIKOPTER YAHG SEJENIS DAN ATAU HMEMPUNYAI FURGST YAHG
DEMGAN PUMA 5§ - 330 antara lain :

BELL 203

BELL 212

BELL 214214 H
BELL 208
SYKEORSREY T86/3
WESTLAND COMHHANDO
WESTLAND LYHK

. WESTLAND WG J0/34

Disalin seaual aslinya aleh :
SEKRETARIAT NEGERA Rl

PAX
PAX
PAX
- 8 PAX
PAX
PAX
PAX
FAX
PAX

da b= (D e ED 0 s = B

14 PAX
14 PAX
14 PAX
13 PAX
13 PAX
18 PAX
10 PAX
19 PAX

ctd

SOEHARTDO

SAMA

PRESIDEN REPUBLIX INDONESIA
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UNIDROIT COKVENTION OF INTCRKATIONAL FINANMCIAL LEASING

THE STATES PARTIES TO TUHIS CONVENTI-N,

RECOCHISING the laportunce of removing certaln legal
izpedinments to the intsrmational rinancinl leasing of eguipment,
while maintaining & fair balance of Interssts between Tha
diffarent parties to the transaction,

AMARE of the need to =make intermational financial
leasing more avallablas, .

CONSCIOUS of the fact that the rules of lav governing
ths trsditional contrsct of hire nesd to . acapiel to the
distinctive trisngulsr relstisnehip created Dy the financisl
leasing transaction,

RYCOGHISING therefors the desirabllity of foarpulating
certain uniform rules relating primarily to the civil and
commerciel lew aepects of internatlionel financial leasing,

HAVE AGRLCED as follows:

CHAPTER I = SPHERE OF APPLICATION AND CENERAL FROVISIONS

Artiecle 1

1.= This Convention goverms & flnanclel lesslng transaction
£z described in paragraph 7 in which cne part, .“he TEREIT]

{s] on the  specifications of another party (thas
lessee), enters into an sgreement (the supply agreement] with a
third Enrty {the supplier) under which the lsssor acguires plant,
capital goods or other eguipment (the aguipment) on Tar=s
spproved by the lessee 0 far as they concemn its interests, and

-

{b] enters into an agreesent (Ehe lpasing agreement)
vith the lessee, granting to the lescee the i = Ro UER the
egquipsent in return for the payment of renthis.



1.- The flnanclal leaslng transsctlon referced to In the
pravious paragraph is a transaction which Includes the folleulng
characterlstics:

(s) the lessas speciflus the eguipzent -nd selects the
supplier without relylng prisarily en the skill and judgment of
the lessor;

(b) tha asgulpment Is acqulred by the lessor [n
connectlon with & leasing egressent which, to the knowladge of
the supplier, sither has been made or i# to bs made batvsan Lhs
lessor and the lesssa; and .

{e) the rentals payable under the leasing agressent
ars caleculated so as to take into accourz in sarticular the
asortisation of the whole or & substantisl st .Z the cost of
the egquipsant,

.~ Thls Convention applles vhather or not the leassese has
or subssguently ascgquires tha ocption to buy the sguipmsent or te
heold it on leass for a further pariecd, and vhether or net for a
nomsinal price or rental.

1. Thise Convantion appliezr to finar=ial laasing
transactisne In ralasion to al! eguipesent ®iwvs %t .t which is te
bs ussd primarily for the lessee’s parsonal, fa=ily or household

purposes.

Article 2

in the case of ona or mose sub-lessing trancactions
lnvnl?inq the same esguipment, this Conventlon appliess to =ach
Eranesction which is & flnanclial lessing wranc =zles and Lis
otharvise subject to this Convenzlion az Lf che pessen frem vhoa
the first lessor (as defined in paragraph 1 of tha previous
article] acquired the eguipment wers the suppller and as Lf the
agreemant under which the equipsent wvae =0 acguired wvare the
BUPPlY Bgreemant,

Article 13

l.- This Convention applies wvhen the lessor and the lessee
have thelr places of buslness In dlfferent States and:



{e} those Etates and the State In which the wsuppller
hae ite place of business a-e Contracting Ltates: OF

(8} both t:a suppl,; agsecpert &nc the le&ssling
EGTEEDENT ere GoveITEs by Lhe law ef & Contreciing Stigle.

¥,= A& referesce Iin this Coavention Lo @ pasty’'e place ol
businesse shall, if it Les core Lien one place of business, meahn
the place of business which hes The closelt relationghip to the
relevant agreezment and its& perlcrsance, heving rTegard to the
circusstances known t: or ccntesplated by the parties L &Ry tipe
befcre or at the conclusiom =f thet agreecent.

Article 4

i.- The provisions of this Conventien ghall not cease TO
epply merely becaute thes eguipaent hae becooe & flyxture to or
incerporeted In land.

2.- Any guestion vhether er not the eTu phe * haeg becobe &
fiy=ure to o= incorpcrazed Ln lend, sn2 L1f &0 th wffect on the
rights iver 3¢ of the lessor and a person having real righte in
the lend, shell be deterzined by the law of the State whers The
lend ik Eitusted,

Article 5

1.- The appllcation of this Cenventlon mey b= excluded only
1f wech of the parsies TO the wupply sgreds..t .ol ezch of the
perties to the leaging agreement agree TO exclude LT.

2.- Wwnere the applicatlon of thle conventlon hes not been
excluded in accosdance vith the previous parsgrsph, the parties
may, An their releticns with each other, derogate fro= Or vary
the #ffect of anv of ity provisions except AE etated in
arcicles 8(3) and 23(2) (k) end [£).



Aztlcle &

1.=- In tha Lntecpratatlon of tale Cof.a S22, regazd Ll to
be had te its cbject and purpose as sel [OrTh 1n Lhe preazale, To
itg international charscter and to the neesd to prosote unl foresity
in ite appllcation and the observance of good falth  in
intermational trace.

3.=- Questlions concernling meatters governsd Dby this
convention which are not aeaxpressly cet:led In LT are to e
getcled in conformity with the neneral princziples on wvhich 1t is
bazad o=, Ln the adsence of sush prissiple.. on  saferslizy with
the lawv applicable by wvirtue of the gules of private
international lavw.

CHAPTER II - RIGHTS AND DUTIES OF THE PARTIES

LKezlele 7

1.- (a) The lessor's resl righte in the egulilpoeant shall ba
valld against the lessas’s Ttrustee in bankruptoy and credizors,
including creditors who hava ocbtalnead an attachmant or exacution.

{(t) For ths purposss of this parsgraph "trustes [n
bankruptey® includes a liguidator, adalinistrator or other pesssan
appointed to adainistesc the iessee’'s estats for the benefif of
the general body of creditors.

3.~ Whers by the applicable lav the lessor’s real rignts in
the egquipasent are valld agalpet a peceon referrad ta In =ha
previous paragraph only on compllance with rules a3 to publlic
notice, thoses rights shall be valld agalnst that person only it
there has been compliance with such rules.

1.= For the purposes of the previous pacagreph the
applicable lav iz the law of The 5tate which, a%t the tine vhen &
person referred To in paragrapn 1 —e=ooes prefet 4 ps [pvalle The
rules refecred to in She pPrevigus palagrapt. -%



(s} in the cass of & reglstersd =hip, tha State In
which it is registered in the nase of ths ovner (for the purposes

of this sub-peragrezh 8 bereboet CReTsETeT im deemed not te bw
the owmEar):

(b} 4in the cese of an alreraft which iw rTeglstersd
pursuent to the Convention on Trrerrationel Civil Aviatlon dohe
8%t Chicago on 7 December 1%éa«, the State In vhich it is 8o
reglstered:

(e} in the case of other sguipsent of a kind normally
poved fros= ons S=ata to anothes, including an sircraft engline,
the Stats 4in which the lessee has ILts principel place ol
bUEineEs;

(d] 4in the cese of ull other eguipz¢n:. the State in
wvhich the sgulpoent is sltuated,

£,- Paragreph 2 shell not ‘affect the provisions of any
pther treaty wunder which the lesscr’s resl righte in the
eguipsent are reguired to be recognised.

.- This article =hall mot affect the priority of any
creditor havipg:

ta} & consensual or non-consansuel lien oF ERCUTiTY
interest in the eguipment arieing othervwise than by virtue of &n
atteachoent or axecution, or

{8} any right ef arrest, detention or disposition
conferred specifically in relation to ships or alrcrelt under The
lev epplicable by virtus of the rTules of privaze internaticnel
law.

Article B

1,- (a) Except as othervise provided by this convention or
stated in the leasing agresmens, the lessor shall neot incur any
1iability %o the lessee in respect of the equipment esve to the
extent tha: the lessae has suffered lose ms the result of its
relitnce on the lessoz's sxill end judguent and of the lessor’s
intervention 4in the selesvian =2 th sup .iler or the
specificetions of the efuipment.



(b} The lessor shall mpoe, In lte capaclty of lassog,
be liable to third partiee for duath, personal lnjury er dasage
to property caussd by the egulpment.

(€] The above ﬁrnwil;=n1 af Ehic ara -aph shall ner
govern any llablllty of the lessor in any othe: capacity, fer
exXa=ple as owvmer. -

4.~ The lessor varrants that the lessee’s quiet pessession
will not be dieturbed by & person who has & superlor title or
right, or who clales & superior Eitls or right and acts under the
authority of a court, wvhare such title, right er clals is no:
derlved froms an act or o=lsslon of the lescee.

.= The parties may not derocgate fros or vary the affect of
the provislons of the previoue paragraph in #5 far as the
superior title, right or claim is derived fro= an intentlonsl or
grossly neglligeant act or calssion of the lessor.

.- The provisions of paragraphs 2 end 3 shall not affect
Any broader varranty of quiet possession by the lesser vhich i
sandatory under the lav applicaslae by wvirtue of the rules of
private lnternazional law,

Article B

1.= Tha lessees shall take proper care of the equipoent, use
At In a reasonable manner and kesp it In the condition Ln which
it wvas delivered, subject to falr wear and tesr and to any
modificetion of the egulpment agrced by the as—=le

2.~ When the leaging agreeneant comes to an . end the Jessee,
unless exercising ‘a right to buy the egulpment or to hold the
agulpzent on lease for & further period, wxhall rezurn Gtha
equipment to the Jlessor in the conditien gpecifled in zhe
Frevious paragraph.
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Article 10

2s= The duties of the suppller under the mupply agresament
shall aleo be oved to the leggce g8 L7 1t we-e¢ & pafiy to THES
esreenent AnS &f LD the egquipsent were to be cuppl.=2 directly to
the lessee. However, the supplier shall no: be liable o boih
the lessor and the lessas in ruspect of the Bzce dacage.

2. kothing in thie article ahall entitle the lesses to
terminete of resclnd the supply agreezent wvithout the consent of
the legsor.

Article 13

The lessee’'s rights derived froz the supply agreszant
under this Convention shall not be sffected by & variation of sny
terem of the supply sgreement previously approved by the lessse
unless it consented to that variation.

-

Articls 13

i.= Khere the egquipment Llg not delivered or- is delivered
lete or feils to conferm to the supply tgreesent:

{a] =he lessee hes the right g sgzinet the lessor o
reject the eguipsent or to terzinste the lessing agreesent: and

(b} the lessor hes The right to resesy ite fgilure %o
tender sguippent ln conforsity with the supply sgresment,

B8 12 the lassees had sgreed to buy the eguipsent fros the lesser
Under the sebe terzms a% those of the supply sBgreasent.

2,= A right conferred by the previous "parasgraph shall be
exercise®le in the ge=e manner eand ghell 5 lpces in the eeoe
circu=stances &5 If the Jesses had ag-ced . DUy he equipEesnt
frez the lesseor under the Bame telzs g3 Zhcse of the supply
Ag-ea=ERnT.



3.~ The lessss shall be enclitled to withhold rentals
payable under the lesslng sgreement untll ths lassor has rensecdlad
ies fallure to tender aguilpsent In conforzlty with the supply
agreazant or the lessea has Jlost the right To rejact tha
equipaent.

{.- Whec-a tha lessee.has sxercissd a right to tarmlinate the
leasing agressent, the lesses shall be entitled %o Tecover any
rentals and other suzms pald in advance, less & reasonable su= for
any benefit the lessas has derived from the sguipaent.

$.- The lasssas shell have no other clals agalnst the lessor
for non-delivaty, dalay in delivery or delivery of non-conforzing
equipsent except to the extent te which thls results froz The act
or omission of the lemsorc.

§.- Hothing 4in this article ghall affact tTthe lessae’s
rights agalnst the supplier under Article 10.

z Artliele 13

1,=- In the avent of default by the lessae, the lessor =ay
recovar accrusd unpald rentals, together Wwith interest and
damagns,

2.= Where the lesges’'s defsult is substantial, then subject
to paragraph 5 the lessor say also regulre accelerated payment of
the valus of the future rentals, vhers the leaslng agreezent so
provides, or may terzlnats the leaclng agreseszent and alter guach
tarmination:

(a] recover possesslon of the egulpsent; and

{b] recover such dasages as will place the lessor In
the position in which Lt would have bean had the lesaess periorzed
the leasing agreement in accordance with lts terma.

1.~ (&} The lsaslng agreesent =ay provide for the Bannec
in wnleh the dasages recoverable unde- paragreph 2 (b)] sre to be
coEputed.



(g Such prevision nhell b= enforceable betvesn The
pertlies unless It would reculz I decsges gubctantielly Ln excess
ef those providsd f=r under pesesreg™ 3 (B). The prrtles may nct
derogete froz Bf ¥ary Lthe eIl =0 e Frav ;A L f Lis preskant
EuS=-paragapa.

d.= Wners the legger hag terzineteZ the Jeasing agleszent,
1t shell not be antizled to enforce & ters ©f that sgree=ent
providing for sccelecsilion eof peay=ant of future rantals, but the
value ©f guch rentsls =mey ke tiken irnto account in cozputing
dacages undesr paragraphs (%} end 3. Thne partles &y hot
derogete from or vary the effezi of the provislons of the present
pesegraph.

$.=- The lessor shall no: be entitled to exerclee lte right
of acceleration o its sigh:t of tercinetlon uncer patagraph 2
unless Lt heg by notice glven the lesses a ressonable opporiuncty
of Tesedying the default so fer as the sese may be remedied.

6. The lepsor e£Fall no: be entltled to Tecover cdemages To
the extent tThat it has falled =3 teile all :.:ez-able steps I3
sltigete lta Jous.

krtlcle 34

1.= The lesscr tsy transfer orf otherwise deal with all er
any ©f its righte in the etuipsent o under the leezing
acreement. Buch s transfier shell nst relleve The lessor sl eny
& ite duzles under =te lessins ezrcczent - al':t ellher the
naturs o the lesilng sgreeasnt er LT8  wys. Lreatment &35
previded in this Conventlion.

2.- The legcee =ay transfer the Tlght To the use el The
eguipment or any other rights under the lessing agredapent only
Wwith the conecent of the leesasr snd subject to the rights of third
perties.



CHAPTER III = FPIMAL PROVISIONS

artlicle 15

1.- This Convention Lis cpen for slgneture at the concludlng
sesting of the Dlplomatle Conference for the Adoptlon of the
Draft Unidrolt cConventions on Internstional TFactoring and
International Flnancial Lassipg and w~ill re=aln opan for
celgnature by all Ste=es at Ottava until 31 Dacesber 1930.

3.- This Convention la& subiect to ratlflcation, scoeptance
or approval by Szatas which have slgnel LE.

3.- This convention is open for accesslon by all States
which are not eignatory States as fro= tha date it is opsn for
slgnature.

4.- Raclficatlon, ascceptance, approval or accesslon ls
effected by tha deposit of a formal Lnstrusent to that effect
with the depositary.

Artlels 16

1.= <This conven=lon ente:rs into force on the first day of
the month folloving the expirsclion of six =onths after tha date
of deposit of the third instrument of ratificatlion, mcceptance,
approval or accesslon,

2.- For each S5S=ate that satifles, accepte, approves, of
accedas to this Conventleon after the deposit of the thizd
inetrusent of ratificstion, acceptance, spprovel or sccession,
this Convention enters into force in respect of that State on the
first day of the month followlhng the expliration of wsix months
after the date of the daposit of lts instrument of ratiricscion,
scceptance, approval or sccesslon.



Mdxcicle 1V

This Conventlon d5ex ne:t prevell over any CrEss
hat alresady bsen or may be ente:ed into: l= mavtizuler 1
not affect any ligblility Llepose2 on any psrecn <) w428
future treatien.

Arzlele 1E

1. 1f a Contraecting State hes twc cor sofe territoslel
unlte in which alfferent sysiecs of lav are applicadle In
reletion to thea =atters deslt with in thle Convention, It may, at
the time of slgreture, Tretlficeoiss, aez.)tant: BpFroval or
pccession, declere that thls Converntion is tz avicnd to &all its
territorial wunite or conly te one or sore of thes, and say
substitute its declerstion by enuther declaretion at any tise.

3.=- These decleretions ere Te be notified to the depomitery
and eTa to state expressly the territorial unlts to vhich the
Convention extends.

3.= 1f, By virtue of a declare:zion under this erticle, this
Convention extends to one oF =o5-¢ bur not all of the Territeriel
unite of s Contrecting Stzte, and 4 the plece of buslness of a
pesty is loceted in that Stete, this plesce cl buglness, for Lthe
purposes o this Cenvention, is considered not To ‘he 2In &
Contracting Stete, unless 1%t ls in & tarsito=is}l unit to vwhieh
the Conventlion extends.

4.= If & Contrecting Sisie Ezues [z 2&S.s7eiion undes
paragreph 1, the Convention i to extend to all te-ritorial uUnics
af that S5tate.

Aiztlicle 19

.- Tws or more Contreetimg Stetes which have The EARE or

clogely releted lege]l rules on E2ITeEr) peverned  BY :hf:
Coamvantion may &L eny Llce GECisle Lnds Lhi, & :L-:_snh;l nn; TE
apoly where the supplier, the lwgscl &n8 ik .v:atf .qu T n;;
pleces of buciness iln these STites. Such defleseiions =&y



e
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made jolntly or by reclprocal unllateral declaratlons.

2.- A Contracting State which has the wmame or closely
related legal rules on zatters yoverne2 Sy thl. Con eatlon as one
or more non-Contracting States may at any tize declars that the
conventien ls not te apply vhers tha suppller, Tha legser snd the
lescse hava thelr places of business 1ln thoea Ftates,.

. 3.~ If a State which Ls =he object of » daclaratlon under
the previous parsgraph subsegquently beccoas & contracting S:tatw,
the declaration =made will, as from the date on which the
Convention enters into force in respect of the new Contractilng
State, have the sffect of a declaratlen oDads unda’ paragraph 1,
provided that the new Contracting 5tate jolnc in e.zn dacleratlon
or sokee a raciprocal unilataral declaratlon.

Artlcla 20

A Contrscting State =ay declare at Ethe time of
elgnature, ratlflication, ascceptance, approvel or accesslaon that
it will eubstitute its dooestlc law for acs=icl. B({J] Lf lts
domestic lav does not persit the lessor te exslude Lte llabllivy
for its default or neglligence.

Article 21

1.~ peclarations made under this Convention at the tlze of
signature are subject Lo conflssatlon upon retlflesacion,
scceptance of approval.

7.~ pDaclarations and conflrmatlone of declaratione aAras Ea
bea in vrlting snd to be formelly notlified to the depoaltary.

1.~ A declaratlon takes affect sizultanecusly with Ths
entry inte feorce of thls Convention in respect of the S5tate
concesned. Movever, & declaration ef which the depoeliary
receives formal notlfication after wuch entcy inte force Takes
effect on the flirst day of the =zonth fallavine the explratlion of
zix monthe after the data of lte refsip: ¢ ae ceposlary.

Raclprocal unileteral declarations unger Ar=lcle 19 take =ifact



on the filrst dey of Che manth followving the expiration ol aix
monihs efter the receip: ©f the latest declarstien by the
dlpl::l.!.'l'_qu_.-,

.- kny Gtate which =meres o daclereilon undsr this
Convention Eay withdravw 1t BT any Tlze DY 8 Jo.32. !51-21E?=15H
in writing sddressed to the depacitary. Sush witiZravel 28 1o
take sffect on the [Clretf day of the esonth folloving the
axpirazion of six months after the date of the recelpt of the
netifleasion by the depositary.

5.~ A withérawval cf e declaration zade under Article 19
rencers inoperative in relation to the withdrawing Stete, as Irom
the dete on which the wlthédrasvel tekes effect, any Jjolnt oo
reciprocs]l unilsters! declarszlon =msde by sncther State under
that srtlcle.

hrtiele 22

Ho rese=vatlons are perzitted except those expressly
authorlisad in this Conventlon.

ATEigln 23

This Cenvantisn applics to a Sinancial leseing
transeczion vhen the lexking sgreecczent and the supply sgresment
are boih concludes on o efier Lne dete on which the Conventlen
anters intes ferce Linm reryest ©f Tne Contracting States referrec
te imn Asticle 3 [i)1fe}, & £f =hu Contrazcting State o S5TaTes
refermed te in parsgreph 1 [E] of thet article.

b=—=lele 2%

.= This Convention mey be dencunced by eny Contrecilng
State 8t any Time after the dete on which It enters into foree
for that Stete.

2.= Denuncletion ie effected by the Cepasit oI en
iRsErEment te That elfezt woth The Sepaslitel)



1= &k denvnels=lon Takea affezc oBm the €i:zz dzxy & tha
sonth folloving the expliration of alx swonths alier The deposlt of
the Linetrusent of deanunciation with the depositary. Whesa 2
lorger perlod for Tthe denunclazion to Ttake effect Lo speciilel In
the Lipgtru=ant of depumecla=isn Lt Salkes =ffest upon  tha
axplration of such longer pariod after Llts deposlt with Ethe
deposlitarry.

-

Ar=l=1g 25§

1.~ This conventlon shall be deposlted with the Covatraaen:
of Canada.

2.- Tha Governsent aof Canada shall:
(a) Ainform all States wvhich have signed o acceded to
=hies Conventlon and the Preslident of the Inzesnazlonal Insslicuta
for the Unlficatien &f Privete Lav (Unidfoiz] =2t

(i} each new slgnature or <ceposlz ol an
instrusent of rTetlfication, acceptance, approval or accasslon,
togethar with the date therasl]

(Li) mach declaration sade under Articles 18, 1§
and X0

(iiijshe withdraval of any declaration madse under
Article 21 (4):

{iv) The date wvf eniry Linte fozsze oI this
Conventieni

(v] tha deposlt of an lpstrusent of denunclezion
of this Convantion together with the date of its deposlt ahd the
date on wvhich Lt takegf effact)

{b] cransmit certified true coples of this Conventlion
te all slgnatory States, %o all States scceding to the Canvantion
and to the Precident of the Internatleonal Instltute foar the
Unificatlion of Poivate Lav [Unigdrelz).



